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KATA PENGANTAR 

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan 
Infrastruktur PUPR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; 
Salam Sejahtera; Om Swastiastu; Namo Buddhaya. 

 
Tahun 2017 adalah tahun ketiga perwujudan Nawa 
Cita yang merupakan penjabaran visi dan misi 
pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo – Jusuf 
Kalla (2014-2019) menuju Indonesia yang berdaulat 
secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi 
dan berkepribadian dalam kebudayaan 
berlandaskan gotong royong. Pembangunan 

infrastruktur merupakan salah satu fokus utama yang ingin diamanatkan dalam 
Nawa Cita yang diharapkan dapat mewujudkan 4 (empat) hal penting terkait 
dengan penyediaan infrastruktur PUPR, yaitu: (1) membangun dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, 
(2) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (3) meningkatkan 
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, dan (4) mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 
domestik.  
World Economic Forums (WEF) tahun 2016 menunjukkan indeks daya saing 
global Indonesia menempati peringkat 41 dan indeks daya saing infrastruktur 
Indonesia menempati peringkat 60. WEF menekankan bahwa perlu perbaikan 
penyelenggaraan infrastruktur dan perwujudan birokrasi yang lebih efisien. 
Terkait dengan pembangunan infrastruktur, kita masih dihadapkan pada 
keterbatasan kapasitas pendanaan, SDM, penguasaan teknologi, dan 
kesenjangan wilayah. Untuk mengatasi tantangan tersebut,  perlu upaya bersama 
terpadu (terintegrasi) dan sinkron sehingga pemanfaatan sumber daya dalam 
mewujudkan pembangunan infrastruktur dapat lebih optimal dan efisien.  

Sebagai salah satu institusi strategis dalam perencanaan dan pemrograman 
terkait infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) 
dituntut dapat memberikan solusi dan inovasi dalam penyelenggaraan 
infrastruktur PUPR. BPIW sendiri telah memperkenalkan konsep pendekatan 
Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai salah satu terobosan strategi 
untuk memadukan pengembangan wilayah dengan pembangunan infrastruktur 
PUPR. WPS diharapkan menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan 
keterpaduan perencanaan antara pengembangan kawasan dengan 
pembangunan infrastruktur PUPR, meningkatkan sinkronisasi program dan 
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pembiayaan program pembangunan infrastruktur PUPR, peningkatan kualitas 
pekerjaan konstruksi, hingga peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi.   

Pada buku ini ditampilkan program jangka pendek 3 (tiga) tahunan (2018-2020) 
pada setiap kawasan, WPS (antar kawasan), dan antar WPS didalamnya 
menggunakan data yang bersumber dari UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 
2005-2025, Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Perpres No. 3 
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Direktif 
Presiden, Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 
Kementerian PUPR, serta berbagai produk perencanaan BPIW yang terkait yang 
disusun berdasarkan arahan program dalam Master Plan dan Development Plan 
yang diintegrasikan dengan Rencana Induk Pulau. Selain itu, penyusunan 
program juga berpedoman kepada prioritas pembangunan pemerintah yang 
ditetapkan oleh Bappenas untuk mewujudkan sinkronisasi program dan 
pembiayaan pembangunan infrastruktur baik antar wilayah ataupun antar 
tingkat pemerintahan. 

Dalam proses penyusunan program 3 (tiga) tahunan tersebut, berbagai program 
dianalisis untuk menentukan prioritas program berdasarkan kriteria 
pemrograman. Hasil analisis tersebut berupa matriks program jangka pendek 
yang terbagi berdasarkan 3 (tiga) sumber pembiayaan, yakni Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 
Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  

Saya menyadari bahwa peningkatan kualitas perencanaan maupun 
pemrograman membutuhkan proses yang berkelanjutan dan buku ini merupakan 
salah satu upaya untuk keberlangsungan proses tersebut. Semoga buku ini dapat 
menjadi media diseminasi yang efektif kepada para akademisi serta praktisi di 
bidang perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. 

Akhir kata, apresiasi setinggi-tingginya secara tulus saya sampaikan kepada 
semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini, baik di lingkungan 
Kementerian PUPR, maupun di lingkungan pemerintah daerah di seluruh pelosok 
Indonesia. 
 
Jakarta, Desember 2016 
Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR 
 
(TTD) 
 
Ir. Harris Hasudungan Batubara, M.Eng.Sc. 
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KATA PENGANTAR 

Kepala Bidang Penyusunan Program 
Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh; Salam Sejahtera; Om 
Swastiastu; Namo Buddhaya. 

 

Indonesia merupakan negara berkembang 
dimana infrastruktur yang terbangun 
memainkan peranan sangat penting bagi 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat, sehingga perencanaan 
pembangunan infrastruktur di Indonesia 
dilakukan secara terpadu menggunakan 
pendekatan pengembangan wilayah. 

Tantangan pembangunan infrastruktur Indonesia saat ini, coba dijawab melalui 
pembentukan Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang memiliki 
peranan penting dalam memadukan pembangunan infrastruktur PUPR dengan 
pengembangan wilayah melalui pendekatan 35 Wilayah Pengembangan Strategis 
(WPS). Pembangunan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan 
yang memadukan antara pengembangan wiayah dengan “market driven” 
mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta 
memfokuskan pengembangan infrastruktur pada suatu wilayah strategis dalam 
rangka mendukung percepatan pertumbuhan kawasan strategis dan mengurangi 
disparitas antar kawasan di dalam WPS. Dalam konsep pengembangan wilayah, 
diperlukan keterpaduan perencanaan antara infrastruktur  dengan kawasan 
pertumbuhan di dalam kawasan pertumbuhan, antar kawasan pertumbuhan 
(WPS), antar WPS, selanjutnya dilakukan sinkronisasi program dan pembiayaan 
keterpaduan pembangunan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR 
untuk meningkatkan sinergi terkait fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana. 

Berbagai dokumen perencanaan dan pemrograman telah dihasilkan BPIW untuk 
mendukung pengembangan wilayah di 35 WPS. Upaya mengintegrasikan 
perencanaan dijabarkan melalui Master Plan, Development Plan, RIPP (Rencana 
Induk Pengembangan Pulau), serta dokumen lainnya yang pada intinya menjadi 
dasar penyusunan sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan 
keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR (khususnya 
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jalan dan jembatan, sumber daya air, keciptakaryaan, dan penyediaan 
perumahan).  

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, kami menyusun program keterpaduan 
pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR Tahun 2018 – 2020 dengan 
melakukan Analisis Kelayakan untuk menentukan program infrastruktur PUPR 
yang secara terpadu mendukung pengembangan kawasan/wilayah. Analisis ini 
dilakukan dengan memperhatikan Kawasan Terdukung, Fungsi Kawasan 
Terdukung, Jangka Waktu Berfungsinya Kawasan, Potensi dari Kawasan 
Terdukung, Tantangan dan Isu Kawasan Terdukung. Proses penyusunan program 
juga mempertimbangkan Kriteria Penyusunan Program yaitu: (a) Fungsi Kawasan 
Terdukung; (b) Lokasi Program Jangka Pendek (kabupaten/kota); (c) Waktu 
Pelaksanaan Program Jangka Pendek; (d) Besaran Program Jangka Pendek; (e) 
Biaya Program Jangka Pendek; (f) Kewenangan (pusat/provinsi/ 
kabupaten/kota/swasta); (g) Kesiapan/Readiness Criteria (Kesesuaian RTRW, FS, 
DED, Dokumen Lingkungan, dan Kesiapan Lahan). 

Akhirnya, atas izin dari Allah SWT, serta segala upaya dari seluruh jajaran Badan 
Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, kami harapkan dengan terbitnya buku ini dapat memberikan 
manfaat dan menjadi acuan dalam penyusunan program tahunan yang 
selanjutnya menjadi bahan referensi di forum-forum koordinasi pemrograman 
seperti Konsultasi Regional Kementerian PUPR, Musrenbang, dan forum-forum 
lainnya. Kami juga menyadari, kehadiran buku ini masih jauh dari sempurna dan 
untuk itu kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan saran untuk 
perbaikan ke depan. 

Jakarta, Desember 2016 

Kepala Bidang Penyusunan ProgramTTD) 

Sosilawati, S.T., M.T. 

,

pala Bidannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng Pen

ilawati,,,,,,,, S.S.S.S.S.SS.S.S.S.S.S.S.S.S.SS.SSSS.SSSSSSSSSS T.TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT , M
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KATA SAMBUTAN 

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh; Salam Sejahtera; Om 

Swastiastu; Namo Buddhaya. 

 

Puji syukur kami panjatkan ke 

hadirat Allah, karena berkat rahmat 

dan karunia-Nya, buku Sinkronisasi 

Program dan Pembiayaan 

Pembangunan Infrastruktur PUPR 

Jangka Pendek 3 (tiga) Tahun 

Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR di 6 (enam) pulau dan 

kepulauan dapat diterbitkan.  

 

Buku ini, menjabarkan proses sinkronisasi program dan pembiayaan, yang dimulai dari 

perencanaan infrastruktur PUPR di tingkat pulau dan kepuluan, perencanaan 35 (tiga 

puluh lima) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang mencangkup kawasan-

kawasan prioritas, kawasan perkotaan dan perdesaan strategis, yang kemudian 

menghasilkan program-program prioritas jangka pendek. Buku ini, menjadi acuan dalam 

upaya BPIW melakukan penajaman sinkronisasi program dan pembiayaan yang 

selanjutnya menjadi materi program untuk dibahas dalam berbagai rapat koordinasi dan 

konsultasi terkait pemrograman baik ditingkat nasional maupun provinsi dan 

kabupaten/kota (Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Konsultasi 

Regional (Konreg), Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), dan lain sebagainya. 

 

Buku ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan kesinkronan 

program dan pembiayaan pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan 

kawasan dengan infrastruktur PUPR. Melalui buku ini, program pembangunan 
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infrastruktur PUPR yang menggunakan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, 

khususnya melalui APBN, dapat terselenggara secara optimal dan efisien serta 

mendukung berbagai agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf 

Kalla yang diamanatkan dalam Nawa Cita. 

Proses penyusunan buku ini melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan 

perencanaan dan pemrograman baik di internal BPIW maupun seluruh kerabat 

perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR. Selain itu, dalam 

prosesnya juga melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) daerah baik 

ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dalam hal ini Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah provinsi maupun kabupaten/kota, serta dinas yang membidangi 

urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota. 

Saya mengharapkan buku ini dapat menjadi referensi penting tidak hanya bagi 

praktisi/pelaku perencanaan dan pemrograman di Kementerian PUPR, namun juga 

dapat memberikan gambaran proses pelaksanaan perencanaan dan pemrogaman 

infrastruktur PUPR bagi kalangan akademisi dan pemerhati infastruktur PUPR, baik di 

pusat maupun di daerah.  

Jakarta, Desember 2016 

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

Ir. Ridho Matari Ichwan, MCP. 
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11 BAB I 
PENDAHULUAN 

Pengembangan wilayah (regional development) adalah upaya untuk memacu 
perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan menjaga 
kelestarian lingkungan hidup. Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan 
pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. 
Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam 
secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan wilayah dalam 
jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi 
pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta 
upaya untuk mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan. 

Konsep pengembangan wilayah menjadi penting dalam pembangunan karena merupakan 
integrasi dari rencana tata ruang wilayah untuk memandu perencanaan sektoral. 
Pengembangan wilayah berorientasi pada isu dan permasalahan pokok suatu wilayah 
secara makro sedangkan pembangunan sektor berorientasi pada tugas dan fungsi yang 
bertujuan untuk mengembangkan aspek atau bidang tertentu tanpa memperhatikan 
keterkaitan dengan sektor lainnya. Pengembangan wilayah dan pengembangan sektoral 
saling berkaitan satu sama lain. Pengembangan wilayah tidak akan terwujud tanpa 
adanya pengembangan sektoral yang terintegrasi. Sebaliknya, pembangunan sektoral 
tanpa berorientasi pada pengembangan wilayah akan menghasilkan suatu perencanaan 
sektoral yang tidak optimal dan menciptakan konflik antarsektor.  

Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di 
kawasan timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut didukung 
oleh sumber daya alam wilayah yang melimpah dan lokasi pulau yang cukup strategis 
terutama dalam lingkup ASEAN dimana batas utara pulau ini berbatasan langsung dengan 
Negara Filipina. Dengan adanya akses yang baik, Pulau Sulawesi menjadi gerbang utama 
di Kawasan Timur Indonesia (KTI). 

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Pulau Sulawesi diantaranya adalah rotan, cokelat, 
kelapa, jagung, karet, ikan, dan barang tambang berupa nikel. Selain potensi sumber daya 
alam, pulau ini juga memiliki potensi pariwisata dengan nilai ekonomi tinggi yaitu 
pariwisata pantai dan bawah laut seperti Kawasan Wakatobi di Provinsi Sulawesi 
Tenggara dan Provinsi Bunaken di Sulawesi Utara. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor 
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baik lokal maupun mancanegara untuk menanamkan modal di Pulau Sulawesi. Potensi 
ekonomi yang tinggi tersebut tentu memerlukan dukungan infrastruktur agar aktivitas 
ekonomi berjalan dengan lancar. Infrastruktur dasar yang memadai juga mampu memicu 
pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mengingat peranannya yang cukup vital dalam 
aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi infrastruktur di Pulau Sulawesi saat ini masih 
kurang memadai untuk pengembangan industri, seperti kondisi jalan yang sebagian masih 
belum mantap dan kurangnya pasokan air bersih serta tenaga listrik untuk melayani 
industri. 

Penyusunan Sinkronisasi Program & Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek (2018 – 
2020) Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi 
dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan kawasan strategis, kawasan 
perkotaan, dan kawasan lainnya. Pengembangan kawasan yang akan didukung, antara 
lain Kawasan Bitung-Manado yang termasuk di dalamnya KEK Bitung, serta Kawasan 
Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata). Untuk itu, dalam rangka 
mendukung peran penting Pulau Sulawesi sebagai satu kontributor utama perekonomian 
Indonesia di masa depan, pemerintah perlu terus melakukan perbaikan penyediaan 
infrastruktur, termasuk pengembangan infrastruktur bidang PUPR. 

11.1 Profil Pulau Sulawesi  

1.1.1 Gambaran Umum Pulau Sulawesi 

Sulawesi atau Celebes adalah salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. Sulawesi 
terletak di antara Pulau Kalimantan dan Kepulauan Maluku. Dengan luas wilayah sebesar 
174.600 km², Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia, dan pulau terbesar ke-
4 di Indonesia setelah Papua, Kalimantan dan Sumatera. Secara administratif, wilayah di 
Pulau Sulawesi terbagi ke dalam 6 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.  

A. Kondisi Geografis Pulau Sulawesi 

Secara geografis, pulau yang terletak pada koordinat  2°08’LU - 120°17’BT/ 2,133°LS 
120,283°BT ini merupakan gabungan dari 4 lengan jazirah yang memanjang, dengan 
barisan pegunungan berapi aktif memenuhi lengan jazirah, dimana beberapa di 
antaranya mencapai ketinggian di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. 
Banyaknya gunung berapi menyebabkan kondisi tanah hampir di seluruh Pulau 
Sulawesi menjadi subur dan ditutupi oleh hutan tropik lebat (primer dan sekunder). 

Pulau Sulawesi terbagi ke dalam beberapa semenanjung (lengan) yaitu Semenanjung 
Utara (Minahasa), Semenanjung Timur (Sulawesi Tengah), Semenanjung Tenggara 
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(Sulawesi Tenggara), dan Semenanjung Selatan (Sulawesi Barat dan Selatan). Secara 
singkat kondisi morfologi Pulau Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 1.1.  

Semenanjung Utara (Minahasa) meliputi Provinsi Sulawesi Tengah (bagian utara), 
Gorontalo, dan Sulawesi  Utara, dengan morfologi yang berkelok-kelok. Daerah ini 
memiliki gunung api yang masih aktif, antara lain Gunung Lokon, Kelabat dan 
Soputan. Selain itu, kondisi geologis Pulau Sulawesi memiliki banyak patahan, di 
antaranya Patahan Palu dan Patahan Gorontalo. Semenanjung Utara dipisahkan oleh 
Teluk Tomini dan memiliki daerah aliran sungai (DAS) dengan karakteristik sempit, 
sungai yang relatif pendek, dan bermorfologi kasar serta dikelilingi perbukitan dan 
pegunungan. Sedangkan Semenanjung Timur hanya meliputi Provinsi Sulawesi 
Tengah, dengan morfologi tanah yang mengandung banyak batuan gabro dan 
malihan. Semenanjung timur ini memiliki DAS dengan karakteristik sempit, sungai 
yang relatif pendek, dan bermorfologi kasar serta memiliki banyak perbukitan dan 
pegunungan. 
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Gambar 1.1 Peta Pulau Sulawesi 

Semenanjung Tenggara dari Pulau Sulawesi meliputi wilayah Provinsi Sulawesi 
Tenggara dimana tidak terdapat gunung api dan adanya fenomena batolotik dome 
dalam jumlah yang luas dengan batuan gabro yang berwarna hitam. Semenanjung ini 
memiliki DAS berkarakteristik memanjang dan terdapat dataran yang luas. 
Kemudian, semenanjung selatan meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Barat dan merupakan sayap yang didominasi oleh keberadaan Gunung Lompobatang 
dengan tinggi 2.871 meter di atas permukaan air laut. Karakteristik batuan yang 
dominan di semenanjung ini adalah batuan andesit. Tanah yang ada di wilayah ini 
juga merupakan tanah yang subur. Semenanjung ini memiliki DAS berkarakteristik 
pendek dengan sungai yang relatif pendek.  
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Pulau Sulawesi dilintasi oleh garis khatulistiwa di bagian seperempat utara pulau 
sehingga sebagian besar wilayahnya berada di belahan bumi selatan. Di bagian utara 
pulau ini terdapat kepulauan Sangihe, Talaud yang merupakan perbatasan laut 
negara dengan Pulau Mindanao – Filipina yang dipisahkan oleh Laut Sulawesi. 

Di bagian selatan dibatasi oleh Laut Flores, sementara di bagian barat antara Pulau 
Sulawesi dengan Pulau Kalimantan dibatasi oleh Selat Makassar, suatu selat dengan 
kedalaman laut yang sangat dalam dan arus bawah laut yang kuat. Untuk bagian 
timur Pulau Sulawesi dipisahkan dengan wilayah Kepulauan Maluku dan Papua oleh 
Laut Banda. 

B. Kondisi Demografi Pulau Sulawesi 

Berdasarkan data BPS dari masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi, diketahui 
bahwa jumlah penduduk di Pulau Sulawesi dari tahun 2010 sampai tahun 2015 dapat 
dilihat pada grafik berikut. 

 

Sumber: Diolah dari data BPS  

Gambar 1.2 Jumlah penduduk di Pulau Sulawesi 

Dari grafik di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk di Pulau Sulawesi terus 
meningkat setiap tahunnya. Total jumlah penduduk Pulau Sulawesi pada tahun 2015 
yaitu sebanyak 18.724.051 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 
sebelumnya yang hanya sebesar 18.471.851 jiwa. 
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Distribusi penduduk di Pulau Sulawesi dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Sumber: Diolah dari data BPS  

GGambar 1.3 Distribusi penduduk di Pulau Sulawesi 

Jumlah penduduk terbesar berada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sekitar 8,5 juta 
jiwa pada tahun 2015. Sementara itu, jumlah penduduk terkecil berada di Provinsi 
Gorontalo dan Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk di tahun 2015 sekitar 1,1 juta 
jiwa dan 1,2 juta jiwa. Kedua provinsi ini merupakan provinsi baru dimana Provinsi 
Gorontalo berasal dari pemekaran Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi 
Barat merupakan provinsi baru hasil dari pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan. 
Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 
Desember 2000 dan menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia. Sedangkan Provinsi 
Sulawesi Barat dibentuk pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 
2004.  

Adapun beberapa kota besar di Pulau Sulawesi yang telah diurutkan berdasarkan 
jumlah penduduknya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1.1 Kab/Kota besar di Sulawesi Berdasarkan Jumlah Populasi Tahun 2010 

No Kab/Kota Povinsi Populasi (Jiwa) 

1 Kota Makassar Sulawesi Selatan 1.449.401 

2 Kab. Parigi Moutong  Sulawesi Tengah 457.710 

3 Kota Manado Sulawesi Utara 425.634 

4 Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat 422.793 

5 Kota Kendari Sulawesi Tenggara 404.232 

6 Kota Gorontalo Gorontalo 202.202 

Total   3.361.972 

Sumber: Data BPS tahun 2015 

Berikut merupakan rincian jumlah penduduk di Pulau Sulawesi untuk masing-masing 
provinsi pada tahun 2015. 

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Pulau Sulawesi Tahun 2015 Berdasarkan Provinsi 

No. Nama Provinsi Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 Sulawesi Utara                                2,412,118  

2 Gorontalo                                1,133,237  

3 Sulawesi Tengah                                2,876,690  

4 Sulawesi Barat                                1,282,162  

5 Sulawesi Tenggara                                2,499,540  

6 Sulawesi Selatan                                8,520,304  

Sumber: Data BPS tahun 2015 

Sebagian besar penduduk Pulau Sulawesi berada di semenanjung selatan pulau yaitu 
Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak meratanya jumlah penduduk di masing-masing 
provinsi di Pulau Sulawesi ini dipengaruhi oleh keberadaan kawasan pertumbuhan 
ekonomi serta keberadaan infrastruktur dasar yang terbangun. Tingginya jumlah 
penduduk yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan provinsi ini memiliki 
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kota terbesar di Pulau Sulawesi yaitu Kota Makassar yang merupakan kota 
metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Selain itu, kota ini juga 
sudah memiliki infrastruktur dasar dan pusat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih 
berkembang dibandingkan daerah lain di Pulau Sulawesi. 

 

 
Gambar 1.4 IPM Provinsi di Pulau Sulawesi 

Gambar di atas menunjukkan grafik IPM di Pulau Sulawesi untuk setiap provinsi dari 
tahun 2010 hingga tahun 2015. Nilai IPM tertinggi berasal dari Provinsi Sulawesi 
Utara yaitu sekitar 70 sedangkan terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat yaitu 
sekitar 63. 

C. Kondisi Perekonomian Pulau Sulawesi 

Pulau Sulawesi memiliki posisi strategis baik secara nasional maupun global. Dalam 
lingkup nasional, Pulau Sulawesi berperan penting dalam pengembangan 
perekonomian untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pengembangan ekonomi 
wilayah Sulawesi berfokus pada kegiatan-kegiatan ekonomi utama pertanian 
pangan, kakao, perikanan dan nikel. Berikut merupakan uraian singkat mengenai 
pengembangan komoditas unggulan di Pulau Sulawesi. 

 Pertanian Pangan 

Sulawesi merupakan produsen pangan ketiga terbesar di Indonesia yang 
menyumbang 10% produksi padi nasional dan 15% produksi jagung nasional. 
Pertanian pangan menyumbang 13% PDRB Sulawesi. Terdapat kawasan 
potensial untuk pengembangan pangan di wilayah Sulawesi, yaitu Kawasan 
BOSOWASIPI (Bone-Soppeng-Wajo-Siderap-Pinrang di Sulawesi Selatan, dengan 
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luas areal 116.847 ha sawah dengan pola tanam padi-padi-palawija atau padi-
padi-padi. Mengingat adanya keterbatasan potensi ekspansi areal pertanian, 
maka peningkatan produksi pangan yang paling memungkinkan adalah 
melakukan intensifikasi pangan karena produktivitas padi di Sulawesi masih 
lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. 

 Kakao 

Kegiatan pengembangan perkebunan dan industri kakao bertujuan untuk 
meningkatkan produksi kakao (biji dan produk olahan kakao) yang berdaya saing 
internasional. Dengan mengembangkan industri kakao diharapkan dapat 
memberi peningkatan pendapatan bagi para petani dan pelaku usaha kakao. 
Pulau Sulawesi mempunyai potensi besar bagi pengembangan kegiatan kakao, 
baik perkebunan maupun industri pengolahan kakao. Total luas lahan kakao di 
Sulawesi mencapai 838.037 ha atau 58% dari total luas lahan di indonesia. 
Sebagian besar lahan tersebut dimiliki oleh petani (96%). Namun, 
pengembangan kakao di Pulau Sulawesi menghadapi beberapa tantangan 
berupa kendala produksi, teknologi, kebijakan dan infrastruktur. Kurang 
tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, dan gas di Provinsi Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat menyebabkan adanya 
kehilangan peluang pasar sebesar 600 ribu ton yang setara dengan USD 360 juta. 

 Perikanan 

Dilihat dari produksi perikanan di Indonesia berdasarkan sebaran wilayahnya, 
Pulau Sulawesi merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut 
terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan 
salah satu kegiatan ekonomi utama di Pulau Sulawesi. Saat ini, sektor perikanan 
berkontribusi sekitar 22% dari total PDRB dengan sub sektor pertanian pangan 
(70% tangkapan dan 30% budidaya) dimana sekitar 20% dari aktivitas perikanan 
tersebut merupakan perikanan tangkap dan sisanya adalah perikanan budidaya. 
Potensi pengembangan perikanan terus berkembang secara signifikan karena 
sebagian besar hasil perikanan di Sulawesi adalah untuk memenuhi kebutuhan 
ekspor seiring dengan permintaan global yang terus meningkat.  

 Nikel 

Tantangan terbesar dalam percepatan dan perluasan kegiatan pertambangan 
nikel adalah menciptakan industri hilir dari pertambangan nikel, khususnya 
dalam pemurnian (refining) hasil produksi nikel. Indonesia belum memiliki 
fasilitas pemurnian nikel yang dapat memberikan nilai tambah yang sangat 
tinggi. Empat lokasi penting di Sulawesi yang memiliki cadangan nikel berlimpah 
adalah:  (1) Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; (2) Kabupaten 
Morowali, Sulawesi Tengah; (3) Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara; 
dan (4) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.  
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 Minyak Bumi dan Gas 

Pulau Sulawesi mempunyai potensi minyak dan gas bumi yang belum 
teridentifikasi dan tereksplorasi dengan baik. Industri minyak dan gas bumi 
memiliki potensi untuk berkembang namun dihadapkan pada tantangan berupa 
kontur tanah dan laut dalam. Hal ini menyebabkan tingkat kesulitan teknis yang 
tinggi yang  berujung pada tingginya biaya eksploitasi migas di Sulawesi. Potensi 
minyak bumi Pulau Sulawesi relatif kecil dibandingkan wilayah lain Indonesia 
dengan cadangan sebesar 49,78 MMSTB dari total 7.998,49 MMSTB cadangan 
minyak bumi Indonesia atau hanya 0,64% dari total cadangan Indonesia. 
Sedangkan potensi gas bumi Pulau Sulawesi juga relatif tidak besar jika 
dibandingkan dengan wilayah lain Indonesia dengan cadangan sebesar 4,23 TSCF 
dari total 157,14 TSCF cadangan gas bumi Indonesia atau hanya 2,69% dari total 
cadangan Indonesia. Kegiatan ekonomi utama migas di Pulau Sulawesi akan 
terpusat pada beberapa lokasi berikut: (1) Area eksploitasi gas bumi di Donggi 
Senoro, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah; (2) Area eksploitasi minyak bumi 
di Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah; (3) Area eksploitasi gas bumi di 
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat; (4) Area eksploitasi gas bumi di Kabupaten 
Wajo, Sulawesi Selatan; dan (5) Lapangan Migas Karama, Sulawesi Barat. 

Pulau Sulawesi juga menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan 
internasional. Secara geografis, Pulau Sulawesi memiliki posisi yang strategis dengan 
Negara Filipina dan Malaysia yaitu berbatasan di 14 pulau kecil terluar dan 46 
gerbang internasional. Sedangkan terkait dengan konektivitas di Indonesia, Pulau 
Sulawesi merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki pergerakan barang tertinggi 
di Kawasan Timur Indonesia (data origin-destination tahun 2011). Namun demikian, 
pergerakan barang yang terjadi cenderung menuju dan berasal dari Wilayah Pulau 
Jawa-Bali yang kemudian disusul dengan Wilayah Pulau Sulawesi, dan Wilayah Pulau 
Kalimantan.    

Selain itu, Pulau Sulawesi memiliki akses transportasi lintas pulau yang 
menghubungkan kawasan budidaya dengan arus peti kemas yang sangat tinggi. Hal 
tersebut juga didukung oleh pengembangan KEK Palu dan Bitung sebagai pusat 
pertumbuhan distribusi barang yang menunjang penyediaan logistik di Kawasan 
Timur Indonesia. Kawasan ekonomi tersebut juga berperan sebagai Hub 
Internasional, yang diharapkan dapat menunjang aktivitas logistik dan rantai 
distribusi kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, Pulau Sulawesi sangat 
berpotensi dalam pengembangan industri berbasis logistik yang tentunya akan 
mendukung industri berbasis komoditas unggulan Sulawesi lainnya.    

Peluang investasi di Wilayah Sulawesi tidak hanya terbuka bagi ketujuh kegiatan 
ekonomi tersebut (kakao, padi, jagung, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan logistik). 
Peluang investasi di sektor pariwisata khususnya pariwisata bahari akan bernilai 
tambah tinggi dengan potensi Sulawesi yang memiliki beberapa kawasan wisata yang 
sudah menjadi tujuan wisata internasional dan nasional, di antaranya taman laut 
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Bunaken, Wakatobi dan Kepulauan Togean. Hal ini didukung oleh karakteristik fauna 
dan flora yang unik dimana hampir semua spesies utama dan endemik dari tanaman, 
mamalia, burung, reptil dan amfibi menghuni wilayah konservasi dengan luas 20% 
dari total pulau dan tutupan lahan hutan 53% dari luas pulau. 

Kemudian berdasarkan data PDRB tahun 2011-2015, perekonomian Pulau Sulawesi 
sebagian besar disumbang oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Utara, dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penyumbang 
terbesar yaitu sebesar 47,76%, kemudian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 15,78%, 
Sulawesi Tenggara sebesar 14%, dan Sulawesi Utara sebesar 13,41%. Sedangkan, 
kontribusi PDRB yang relatif rendah adalah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat. 
Berikut adalah tabel 1.3 yang  menunjukkan nilai PDRB atas dasar harga konstan 
tahun 2010 per provinsi di Pulau Sulawesi. 

Tabel 1.3 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Per Provinsi di Pulau 
Sulawesi Tahun 2011-2015 

No Provinsi PDRB (miliar rupiah) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Sulawesi 
Utara 

54.910,89 58.677,58 62.422,63 66.358,76 70.418,81 

2 Gorontalo 16.669,08 17.987,07 19.367,57 20.775,69 22.070,44 

3 Sulawesi 
Tengah 

56.833,82 62.249,52 68.219,32 71.676,11 82.829,23 

4 Sulawesi 
Barat 

19.027,5 20.786,89 22.229,24 24.200 25.983 

5 Sulawesi 
Tenggara 

53.546,69 59.785,4 64.268,71 68.290,56 72.988,3 

6 Sulawesi 
Selatan 

185.708,5 202.184,6 217.589,1 233.998,7 250.729,6 

Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi cukup tinggi dan berpotensi untuk mengurangi 
ketimpangan pembangunan antar wilayah Jawa-Bali. Terdapat tiga sektor utama 
pendukung PDRB wilayah yang didominasi oleh sektor primer berbasis sumber daya 
alam, yaitu pertanian, pertambangan dan sektor perdagangan, serta hotel dan  
restoran. 

Terdapat kesenjangan ekonomi yang tinggi di antara wilayah provinsi dalam Pulau 
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Sulawesi, terutama Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo dan Provinsi 
Sulawesi Barat yang berdampak pada kesenjangan pendapatan/kapita terutama 
antara Provinsi Sulawesi Utara dengan  Sulawesi Tengah. Rendahnya perekonomian 
tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum efektif dalam mendukung 
pengurangan pengangguran, kemiskinan, dan peningkatan IPM. 

Upaya dalam mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 
termasuk ekonomi maritim serta peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan 
sumber  daya sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth) dalam 
rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi di Pulau Sulawesi dapat 
dilakukan melalui:  

a. Menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus 
Palu sebagai sentra pengolahan komoditas unggulan kakao, kelapa dan 
rotan, sentra pengolahan ikan, sentra pengolahan bahan tambang menjadi 
produk bernilai tambah tinggi, serta pusat logistik; 

b. Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan kakao dan rotan baik di 
dalam Kawasan Ekonomi Khusus maupun di sekitar wilayah Kawasan 
Ekonomi Khusus (kebun rakyat); 

c. Menyiapkan Kawasan Industri (KI) Palu, KI Morowali, KI Bantaeng, KI Bitung, 
dan KI Konawe sebagai sentra pengolahan komoditas unggulan kakao dan 
rotan, serta sebagai sentra pengolahan dan smelter nikel; 

d. Mengembangkan industri-industri pengolahan kelapa, rotan, serta 
perikanan dan sumber daya laut menjadi produk bernilai tambah tinggi yang 
berorientasi ekspor; 

e. Mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional prioritas, di 
antaranya KSPN Toraja dsk, KSPN Bunaken dsk, dan KSPN Wakatobi dsk; 
serta 

f. Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan 
bebas di antaranya dengan mengembangkan pelabuhan hub dan feeder 
yang ada di Sulawesi, seperti Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Pantoloan, 
Pelabuhan Kendari, dan Pelabuhan Bitung. 

Sementara itu, berdasarkan hasil Kajian Growth Diagnostic yang dilakukan oleh Bank 
Indonesia di 24 Provinsi dari total 34 Provinsi yang ada pada tahun 2015, 
ketersediaan listrik menjadi faktor penting hampir di semua provinsi yang menjadi 
obyek studi. Hasil ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi listrik sudah sangat 
mendesak. Tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, listrik juga sangat 
dibutuhkan untuk industri. Untuk mengembangkan industri di wilayah luar Jawa, 
khususnya Kawasan Timur Indonesia, ketersediaan pasokan listrik menjadi salah satu 
syarat utama. 

Hasil kajian Growth Diagnostic tersebut mengkonfirmasi bahwa kebutuhan listrik 
merupakan salah satu the most binding constraint. Adapun hambatan utama yang 
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dihadapi lainnya, seperti masalah kualitas jalan, kapasitas pelabuhan, birokrasi yang 
terkait dengan proses perijinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia juga 
dirasakan mendesak untuk diperbaiki di beberapa provinsi. Adapun hasil kajian 
Growth Diagnostic Bank Indonesia di Kawasan Timur Indonesia adalah sebagai 
berikut : 

Tabel 1.4 Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia 

Provinsi Faktor Penghambat Utama 

Sulawesi Utara 1. Listrik 
2. Masalah Upah 
3. Human capital 

Sulawesi Selatan 

 

1. Human Capital 
2. Masalah pergudangan 
3. Irigasi 
4. Listrik 

Maluku 

 

1. Listrik 
2. Kapasitas pelabuhan 
3. Human capital 

Maluku Utara 1. Kualitas jalan 
2. Listrik 
3. Kurangnya keragaman 

Bali 

 

1. Human capital 
2. Listrik 
3. Kualitas jalan 
4. Kapasitas bandara 

NTB 

 

1. Human capital 
2. Listrik 
3. Kapasitas pelabuhan 
4. Irigasi 

 

Wilayah-wilayah perbatasan di Pulau Sulawesi sesungguhnya memiliki arti yang 
sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan maupun 
dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing wilayah 
perbatasan  memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda antara 
satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan, karakter tersebut 
memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan 
intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga berupa 
hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan 
ekonomi modern. Di wilayah perbatasan Pulau Sulawesi, potensi sumber daya alam, 
baik yang berasal dari darat maupun perairan di wilayah-wilayah tersebut sampai 
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saat ini belum terkelola dengan baik sehingga belum mampu memberikan 
kesejahteraan ekonomi yang memadai bagi masyarakat di wilayah-wilayah 
perbatasan.  Oleh karena itu, pengembangan wilayah perbatasan memerlukan 
kebijakan yang menyeluruh (holistic). Kebijakan yang menyeluruh tersebut perlu 
diletakkan dalam suatu konsep pengembangan wilayah perbatasan yang memuat 
langkah-langkah strategis, terpadu, prioritas, dengan tahapan pengembangan yang 
jelas dan konsisten. Kebijakan ini perlu dijadikan pegangan yang harus diwujudkan 
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta swasta. 

11.1.2 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Utara 

Secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 00015’51”- 
05034’06” Lintang Utara dan 123007’00”- 127010’30’ Bujur Timur, yang berbatasan 
dengan Republik Filipina di sebelah utara dan Laut Maluku di sebelah timur, serta 
berbatasan dengan Provinsi Gorontalo di sebelah barat dan Teluk Tomini di sebelah 
selatan. Provinsi ini merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 287 pulau dengan 59 
pulau yang berpenghuni. Provinsi yang beribukota di Kota Manado ini terdiri dari 4 kota 
dan 11 kabupaten dengan luas wilayah 15.271 km2 dan jumlah populasi sebesar 2.412.118 
jiwa (Sumber: BPS, 2015). Provinsi ini memiliki 1.664 desa/kelurahan, yang terdiri dari 627 
desa pesisir & 1.037 desa bukan pesisir. Secara fisiografis, wilayahnya dapat 
dikelompokkan dalam dua zona yaitu zona selatan dan zona utara. Pada zona selatan 
yaitu dari Bolaang hingga Minahasa Utara berupa dataran rendah dan dataran tinggi 
dengan karakteristik tanah yang cukup subur, sedangkan pada zona utara yaitu dari Pulau 
Miangas, Sangihe, hingga Pulau Siau berupa kepulauan. Provinsi ini memiliki luas laut 
(ZEE) 190.000 km2 dengan panjang pantai 2.395,99 km dan luas hutan 701.885 ha. 
Terbentang rangkaian pegunungan berapi di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu di Minahasa 
Tenggara terdapat Gunung Soputan, di Kota Tomohon tedapat Gunung Lokon, di Pulau 
Siau tedapat Gunung Karangetang. Sedangkan di Minahasa Utara terdapat gunung 
tertinggi, yaitu Gunung Klabat di Kota Airmadidi yang memiliki danau kecil di puncaknya 
namun gunung tersebut sudah lama tidak aktif. 

Provinsi ini merupakan salah satu perbatasan antar negara dengan memiliki 11 pulau kecil 
terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Selain itu, terdapat KSN lainnya yaitu 
DAS Tondano dan Kapet Manado Bitung serta dua Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional 
(PKSN) yaitu Melonguane dan Tahuna. Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara 
ialah berupa kekayaan sumber daya alam yaitu pertanian dan perikanan serta potensi 
wisata. Di samping memiliki potensi alam, wilayah ini merupakan daerah rawan bencana. 
Provinsi Sulawesi Utara memiliki dua WPS, yaitu WPS 24 (Bitung-Manado-Amurang-
Kotamobagu) dan WPS 25 (Gorontalo-Bolmong-Kotamobagu). 
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Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun 
waktu 2010 – 2015 semakin membaik yang ditunjukkan oleh grafik yang mengalami tren 
positif dalam setiap tahunnya. IPM Sulawesi Utara meningkat dari 67,83 pada tahun 2010 
menjadi 70,39 pada tahun 2015. Selama periode tersebut, IPM Sulawesi Utara rata-rata 
mengalami kenaikan sebesar 0,51 poin per tahun. IPM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 
mencapai 70,39 yang berada di atas nilai IPM nasional yaitu 69,55. Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) diukur dengan angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar 
hidup layak. Selama periode 2010 hingga 2014, status pembangunan manusia Provinsi 
Sulawesi Utara berstatus sedang, namun di tahun 2015 meningkat menjadi berstatus 
tinggi. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu dengan adanya kebijakan wajib sekolah 
9 tahun, turut mempengaruhi IPM di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, fasilitas 
kesehatan yang terus disediakan oleh pemerintah sampai tingkat kelurahan dapat 
berkontribusi sebagai pendukung angka harapan hidup manusia pada wilayah pedesaan. 

 
Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara 

Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan nilai 
PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 selama lima tahun sebesar                
Rp. 15.507.913.706.927,- atau 28,24% dari total nilai PDRB Provinsi tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara setiap 
tahunnya ialah sebesar 5.65%. Untuk melihat komposisi dan struktur ekonomi wilayah 
maka perlu dilihat besarnya kontribusi tiap sektor dalam PDRB Provinsi Sulawesi Utara. 
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Besarnya PDRB Provinsi Sulawesi Utara ADHK tahun 2010 menurut lapangan usaha akan 
ditampilkan sebagai berikut.  

 

 
Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1.6 Grafik PDRB Provinsi Sulawesi Utara 

Pada kurun waktu 2011-2015, perekonomian Provinsi Sulawesi Utara dominan 
bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada peringkat 
kedua dan ketiga diduduki oleh sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan 
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2011, kategori pertanian, 
kehutanan, dan perikanan menyumbang 22% dan pada tahun 2015 turun menjadi 21%. 
Untuk sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 
sepeda motor tetap menyumbang 13% dari tahun 2011-2015. 

Secara umum, pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara cenderung stabil 
yaitu sebesar 6%. Pertumbuhan nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 
termasuk lambat dibandingkan pertumbuhan dua sektor lainnya, dimana pertumbuhan 
nilai PDRB tahun 2015 untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3%, 
sedangkan sektor konstruksi sebesar 9% dan sektor perdagangan besar dan eceran, 
reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6%.  
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11.1.3 Gambaran Umum Provinsi Gorontalo 

Provinsi Gorontalo terletak antara 00030’04” – 01002’30” Lintang Utara dan 120008’04” – 
123032’09’ Bujur Timur, yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi di sebelah utara 
dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur dan Provinsi 
Sulawesi Tengah di sebelah barat, serta dibatasi oleh Teluk Tomini di sebelah selatan. 
Provinsi Gorontalo terbentuk tanggal 16 Februari 2001 sebagai provinsi ke-32 
berdasarkan UU No. 38 Tanggal 22 Desember 2000. Provinsi yang beribukota di Kota 
Gorontalo ini terdiri dari 1 kota dan 5 kabupaten dengan jumlah populasi sebesar 
1.133.237 jiwa (Sumber: BPS, 2015). Provinsi dengan luas daratan sebesar 12.215,10 km2 
dan luas perairan laut sebesar 50.500 km2 ini memiliki 77 kecamatan dan 732 
desa/kelurahan. Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 655,8 km. Permukaan tanah 
di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini 
mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda – beda. Gunung Tabongo 
yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi 
Gorontalo sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan 
gunung terendah. Di samping mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi 
banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten 
Boalemo dengan panjang aliran 99,3 km sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai 
Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo dalam kurun 
waktu 2010 – 2015 semakin membaik ditunjukkan oleh grafik yang mengalami tren positif 
dalam setiap tahunnya. IPM Gorontalo meningkat dari 62,65 pada tahun 2010 menjadi 
65,86 pada tahun 2015. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Gorontalo rata-rata 
mengalami kenaikan sebesar 0,64 poin per tahun. IPM Provinsi Gorontalo tahun 2015 
mencapai 65,86 berada di bawah nilai IPM nasional yaitu 69,55. Selama periode 2010 
hingga 2015 status pembangunan manusia Gorontalo berstatus sedang. IPM diukur 
dengan angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Untuk rata-
rata lama sekolah yaitu 7,05 tahun, angka harapan lama sekolah yaitu 12,70 tahun, angka 
harapan hidup yaitu 67,12 tahun, dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan 
sebesar Rp. 9.035.000,-. 
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Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1. 7 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo 

 

Nilai PDRB Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan nilai PDRB 
atas dasar harga konstan tahun 2010 selama lima tahun sebesar Rp 5.401.356.309.185 
atau sebesar 32,4% dari total PDRB provinsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rata-
rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo setiap tahunnya sebesar 6,48%. Untuk 
melihat komposisi dan struktur ekonomi wilayahnya maka perlu dilihat besarnya 
kontribusi tiap sektor dalam PDRB Provinsi Gorontalo. Besarnya PDRB Provinsi Gorontalo 
ADHK tahun 2010 menurut lapangan usaha akan ditampilkan sebagai berikut. 
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Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1. 8 Grafik PDRB Provinsi Gorontalo 

 

Pada kurun waktu 2011-2015, perekonomian Gorontalo dominan bersumber dari 
lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada peringkat kedua dan ketiga 
diduduki oleh sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil 
dan sepeda motor. Pada tahun 2011, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan 
menyumbang 38% dan pada tahun 2015 menjadi 36%. Untuk sektor konstruksi dan sektor 
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masing-masing tetap 
menyumbang 12% dan 10% dari tahun 2011-2015. 

Secara umum, perekonomian wilayah Gorontalo tahun 2015 jika dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya menunjukkan pertumbuhan yang cenderung melambat. Pertumbuhan 
nilai PDRB tahun 2015 mencapai 6% atau lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2014 yang 
mencapai 7%. Pertumbuhan nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 
termasuk lambat dibandingkan pertumbuhan dua sektor lainnya, dimana pertumbuhan 
nilai PDRB tahun 2015 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4% 
sedangkan sektor konstruksi sebesar 10% dan sektor perdagangan besar dan eceran, 
reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6%. 
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bagian utara dan 438,1 km di sebelah selatan, Gorontalo merupakan salah satu daerah di 
Indonesia yang memiliki potensi perikanan dan kelautan cukup melimpah. Tiga daerah 
perairan yang menjadi sentra penghasil sumber daya perikanan, antara lain Teluk Tomini, 
Laut Sulawesi, dan Zone Ekonomi Eksklusif Laut Sulawesi. Sektor perikanan tangkap di 
Gorontalo memiliki potensi mencapai 1.226.100 ton/tahun, sedangkan untuk perikanan 
budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau, dan perikanan tawar 
potensinya sebesar 339.268 ton/tahun.  

11.1.4 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat 

Provinsi Sulawesi Barat terletak antara 00045’59” – 03034’00” Lintang Selatan dan 
118048’59” – 119055’06’ Bujur Timur yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah 
di sebelah utara, Sulawesi Selatan di sebelah timur dan selatan, serta Selat Makassar di 
sebelah barat. Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 
Tahun 2004 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik 
Indonesia tanggal 5 Oktober 2004 sebagai provinsi ke-33 di Indonesia. Provinsi yang 
merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan ini beribukota di Kabupaten 
Mamuju yang terdiri dari 6 kabupaten dengan jumlah populasi sebesar 1.258.090 jiwa 
(2014). Provinsi dengan luas daratan 16.937,16 km2 dan luas lautan 20.342 km2 ini 
memiliki 69 kecamatan dan 649 desa/kelurahan. Terdapat 40 pulau di Provinsi Sulawesi 
Barat yang memiliki garis pantai sepanjang 677 km. Provinsi yang berhadapan langsung 
dengan Selat Makassar ini merupakan salah satu jalur pelayaran nasional dan 
internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi wilayah. 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 
2010 – 2015 semakin membaik ditunjukkan oleh grafik yang mengalami tren positif dalam 
setiap tahunnya. IPM Provinsi Sulawesi Barat meningkat dari 59,74 pada tahun 2010 
menjadi 62,96 pada tahun 2015. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Sulawesi Barat 
rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,64 poin per tahun. IPM Provinsi Sulawesi Barat 
tahun 2015 mencapai 62,96 berada di bawah nilai IPM nasional yaitu 69,55. Pada tahun 
2010, status pembangunan manusia Sulawesi Barat berstatus rendah tetapi meningkat 
statusnya dari tahun 2011 – 2015 menjadi sedang. Namun, IPM provinsi ini tetap berada 
pada urutan terbawah di Pulau Sulawesi. IPM diukur dengan angka harapan hidup, tingkat 
pendidikan, dan standar hidup layak. Pada tahun 2014, untuk rata-rata lama sekolah yaitu 
6,88 tahun, angka harapan lama sekolah yaitu 11,78 tahun, angka harapan hidup yaitu 
64,04 tahun, dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar                
Rp 8.170.000,-. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya IPM Provinsi Sulawesi Barat 
yaitu masih kurangnya tenaga pengajar dan tenaga kesehatan akibat aksesibilitas yang 
masih rendah. 
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Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1.9 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat 

Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan nilai 
PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 selama lima tahun sebesar                
Rp 6.955.500.000.000,- atau 36,55% dari total PDRB wilayah tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat setiap 
tahunnya sebesar 7,31%. Untuk melihat komposisi dan struktur ekonomi wilayahnya 
maka perlu dilihat besarnya kontribusi tiap sektor dalam PDRB Provinsi Sulawesi Barat. 
Besarnya PDRB Provinsi Sulawesi Barat ADHK tahun 2010 menurut lapangan usaha akan 
ditampilkan sebagai berikut. 
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Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1. 10 Grafik PDRB Provinsi Sulawesi Barat 

Pada kurun waktu 2011-2015 perekonomian Sulawesi Barat dominan bersumber dari 
lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan dominasi hampir mencapai 
setengahnya. Pada peringkat kedua dan ketiga diduduki oleh sektor industri pengolahan 
dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Namun 
demikian kontribusinya cenderung menurun, karena peranan kategori industri cenderung 
meningkat. Pada tahun 2011, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 
PDRB sebesar 43% dan pada tahun 2015 menurun menjadi 40%. Untuk sektor industri 
pengolahan pada tahun 2011 menyumbang PDRB sebesar 9% dan pada tahun 2015 
meningkat menjadi 11%. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, 
reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang PDRB sebesar 10% dari tahun 2011-2015. 

Secara umum, perekonomian Sulawesi Barat tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya tampak pertumbuhan cenderung melambat. Pertumbuhan nilai PDRB tahun 
2015 mencapai 7% atau lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2014 yang mencapai 9%. 
Pada 2015, terdapat 3 sektor yang pertumbuhannya diatas 10% yaitu sektor industri 
pengolahan, informasi dan komunikasi, serta sektor administrasi pemerintahan, 
pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Untuk sektor industri pengolahan, tahun 2014 
pertumbuhannya mencapai 36%.  
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11.1.5 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tengah 

Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 02022’ Lintang Utara – 03048’ Lintang Selatan 
dan 119022’ – 124022’ Bujur Timur yang berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi 
Gorontalo di sebelah utara, Provinsi Maluku dan Maluku Utara di sebelah timur, Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara di sebelah selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan 
Selat Makassar di sebelah barat. Provinsi yang beribukota di Kota Palu ini terdiri dari 1 
kota dan 12 kabupaten dengan jumlah populasi sebesar 2.831.283 jiwa (2014). Provinsi 
dengan luas daratan sebesar 65.526,72 km2 dan luas lautan sebesar 193.923,75 km2 ini 
memiliki 171 kecamatan, 169 kelurahan, dan 1.775 desa. Terdapat 1.402 pulau di provinsi 
yang memiliki garis pantai sepanjang 4.013 km ini. 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun 
waktu 2010 – 2015 semakin membaik ditunjukkan oleh grafik yang mengalami tren positif 
dalam setiap tahunnya. IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat dari 63,29 pada tahun 
2010 menjadi 66,76 pada tahun 2015. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Sulawesi 
Tengah rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,69 poin per tahun. IPM Provinsi Sulawesi 
Tengah tahun 2015 mencapai 66,76 berada di bawah nilai IPM nasional yaitu 69,55. 
Selama periode 2010 hingga 2015 status pembangunan manusia Sulawesi Tengah 
berstatus sedang. IPM diukur dengan angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan 
standar hidup layak. 

 
Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1. 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah 
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Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan nilai 
PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 selama lima tahun sebesar Rp 
25.995.402.000.000 atau 45,74% dari total PDRB wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan 
bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya 
sebesar 9,14%. Untuk melihat komposisi dan struktur ekonomi wilayahnya maka perlu 
dilihat besarnya kontribusi tiap sektor dalam PDRB Provinsi Sulawesi Tengah. Besarnya 
PDRB Provinsi Sulawesi Tengah ADHK tahun 2010 menurut lapangan usaha akan 
ditampilkan sebagai berikut. 

 

 
Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1. 12 Grafik PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 

Pada kurun waktu 2011-2015 perekonomian Sulawesi Tengah dominan bersumber dari 
lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2012-2013, peringkat 
kedua diduduki oleh sektor pertambangan dan penggalian yang kemudian digantikan oleh 
sektor konstruksi pada tahun 2014-2015, sedangkan peringkat ketiga bervariasi antara 
sektor konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran, 
reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2011, kategori pertanian, kehutanan dan 
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perikanan menyumbang sebesar 36%, menurun pada tahun 2015 menjadi 32%. Untuk 
sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2012 menyumbang 12% dan pada 
tahun 2013 menjadi 14%, sedangkan kontribusi sektor konstruksi menyumbang 12% di 
tahun 2014 dan 13% di tahun 2015. 

Secara umum, perekonomian Sulawesi Tengah tahun 2015 jika dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya tampak pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan nilai PDRB tahun 
2015 mencapai 16% sementara pertumbuhan tahun 2014 hanya 5%. Pada 2015, 3 sektor 
yang memiliki angka pertumbuhan terbesar yaitu sektor industri pengolahan (90%), 
pertambangan dan penggalian (27%), dan konstruksi (21%).  

11.1.6 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak antara 02045’ – 06015’ Lintang Selatan dan 120045’ – 
124045’ Bujur Timur yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Tengah di sebelah utara, Provinsi Maluku di sebelah timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur 
di sebelah selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah barat. Provinsi yang 
beribukota di Kota Kendari ini terdiri dari 2 kota dan 15 kabupaten dengan jumlah 
populasi sebesar 2.499.540 jiwa (2015). Provinsi ini memiliki luas daratan sebesar 38.140 
km2 dan luas lautan sebesar 114.879 km2. Terdapat 651 pulau, dimana 361 pulau yang 
sudah memiliki nama, dan di antaranya 86 pulau merupakan pulau berpenghuni.  

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun 
waktu 2010 – 2015 semakin membaik ditunjukkan oleh grafik yang mengalami tren positif 
dalam setiap tahunnya. IPM Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat dari 65,99 pada tahun 
2010 menjadi 68,75 pada tahun 2015. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Sulawesi 
Tenggara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,55 poin per tahun. IPM Provinsi 
Sulawesi Tenggara tahun 2015 mencapai 68,75 berada di bawah nilai IPM nasional yaitu 
69,55. Selama periode 2010 hingga 2015 status pembangunan manusia Sulawesi 
Tenggara berstatus sedang. IPM diukur dengan angka harapan hidup, tingkat pendidikan 
dan standar hidup layak. 
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Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1. 13 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara 

Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan 
nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 selama lima tahun sebesar                
Rp. 19.441.609.440.000,- atau 36,31% dari total PDRB wilayah tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara setiap 
tahunnya sebesar 7,26%. Untuk melihat komposisi dan struktur ekonomi wilayahnya 
maka perlu dilihat besarnya kontribusi tiap sektor dalam PDRB Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Besarnya PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara ADHK tahun 2010 menurut 
lapangan usaha akan ditampilkan sebagai berikut. 
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Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1. 14 Grafik PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara 

Pada kurun waktu 2011-2015 perekonomian Sulawesi Tenggara dominan bersumber dari 
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. 
Untuk peringkat ketiga, pada tahun 2011-2013 diduduki oleh sektor perdagangan besar 
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sedangkan pada tahun 2014-2015 terjadi 
pergeseran dimana peringkat ketiga diduduki oleh sektor konstruksi. Pada tahun 2011, 
kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sebesar 26%, menurun pada 
tahun 2015 menjadi 23%. Untuk sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2011 
menyumbang 20% dan pada tahun 2015 menjadi 22%, sedangkan kontribusi sektor 
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang 12% di 
tahun 2014 dan 13% di tahun 2015. 

Secara umum, perekonomian Sulawesi Tenggara tahun 2015 jika dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya tampak pertumbuhan cenderung melambat. Pertumbuhan nilai PDRB 
tahun 2015 mencapai 7% atau lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 
12%. Pada 2015, 3 sektor yang memiliki angka pertumbuhan terbesar yaitu sektor 
konstruksi (13%), pertambangan dan penggalian (11%) dan jasa perusahaan (10%). 

11.1.7 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 00012’ – 080 Lintang Selatan dan 116048’ – 
122036’ Bujur Timur yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi 
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Sulawesi Barat di sebelah utara, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah 
timur, Laut Flores di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat. Provinsi yang 
beribukota di Kota Makassar ini terdiri dari 3 kota dan 21 kabupaten. Provinsi Sulawesi 
Selatan berperan penting sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Peran Provinsi 
Sulawesi Selatan sangat strategis dalam mendukung Pulau Sulawesi sebagai pusat 
produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan 
nikel khususnya sebagai simpul pertanian pangan, simpul perikanan, dan klaster industri. 
Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pelabuhan internasional yang semakin 
meningkatkan posisi strategisnya. 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun 
waktu 2010 – 2015 semakin membaik ditunjukkan oleh grafik yang mengalami tren positif 
dalam setiap tahunnya. IPM Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dari 66 pada tahun 2010 
menjadi 69,15 pada tahun 2015. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Sulawesi Selatan 
rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,63 poin per tahun. IPM Provinsi Sulawesi Selatan 
tahun 2015 mencapai 69,15 hampir mendekati nilai IPM nasional yaitu 69,55. Selama 
periode 2010 hingga 2015 status pembangunan manusia Sulawesi Tenggara berstatus 
sedang. IPM diukur dengan angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup 
layak. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 
publik di bidang pendidikan dan kesehatan. 

 
Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1. 15 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan 

66

66,65

67,26

67,92

68,49

69,15

64
64,5

65
65,5

66
66,5

67
67,5

68
68,5

69
69,5

Sulawesi Selatan

IPM 2010 IPM 2011 IPM 2012 IPM 2013 IPM 2014 IPM 2015



29

  

 

 

Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan nilai 
PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 selama lima tahun sebesar                
Rp. 65.021.060.000.000,- atau 35% dari total PDRB wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan 
bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya 
sebesar 7%. Untuk melihat komposisi dan struktur ekonomi wilayahnya maka perlu dilihat 
besarnya kontribusi tiap sektor dalam PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Besarnya PDRB 
Provinsi Sulawesi Selatan ADHK tahun 2010 menurut lapangan usaha akan ditampilkan 
sebagai berikut. 

 
Sumber : Diolah dari BPS, 2015 

Gambar 1. 16 Grafik PDRB Provinsi Sulawesi Selatan 

Pada kurun waktu 2011-2015 perekonomian Sulawesi Selatan dominan bersumber dari 
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk peringkat kedua dan ketiga diduduki 
oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil 
dan sepeda motor. Pada tahun 2011, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan 
menyumbang sebesar 23%, menurun pada tahun 2015 menjadi 22%. Untuk sektor 
industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 
sepeda motor dari tahun 2011-2015 tetap menyumbang 14%. Secara umum, 
perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
tampak pertumbuhan cenderung melambat. Pertumbuhan nilai PDRB tahun 2015 
mencapai 7% atau lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 9%. 

Potensi daya air yang cukup besar telah memberikan keuntungan besar bagi Sulawesi 
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Selatan dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai basis perekonomian wilayah. 
Sumber pangan lokal di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain padi, jagung, kedelai, kacang 
tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Potensi kelautan di Sulawesi Selatan juga 
cukup besar, terlihat dari besarnya dominasi subsektor perikanan sebagai penyumbang 
terbesar kedua dalam PDRB sektor pertanian wilayah ini. Hasil laut Sulawesi Selatan 
terdiri dari beragam jenis ikan kualitas ekspor, bandeng, serta rumput laut yang banyak 
dibudidayakan sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat.  

11.2 Kondisi Umum Infrastruktur di Pulau Sulawesi 

Pembangunan infrastruktur PU memiliki peran yang penting untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional terutama dalam mendukung pencapaian ketahanan 
pangan melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, mendukung 
konektivitas dan aksesibilitas di dalam dan antar kawasan, mendukung aksesibilitas 
pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman terutama dalam mendukung 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin, mewujudkan tertib penyelenggaraan 
bangunan dan penataan lingkungan, serta pengaturan ruang wilayah melalui penataan 
ruang dalam mewujudkan pengembangan wilayah yang berimbang di tengah 
pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, laju urbanisasi yang relatif tinggi, dan 
semakin padatnya penduduk yang tinggal di daerah pusat pertumbuhan. Dalam periode 
2004-2012, pemerintah telah menekankan upaya pemenuhan standar pelayanan 
minimum dan memprioritaskan pembangunan pada infrastruktur yang memiliki nilai 
strategis dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah telah 
mengakomodasi berbagai perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi 
pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum seperti otonomi daerah, 
pembangunan yang berkelanjutan, peran serta dunia usaha dan masyarakat, perwujudan 
good governance, dan lain-lain. 

1.2.1 Sektor Sumber Daya Air 

Indonesia dengan predikatnya sebagai negara maritim menjadi negara dengan cadangan 
air terbesar ke-5 di dunia, yang memiliki cadangan air sebesar 3.906 Miliar m³/tahun. Di 
samping itu, Indonesia memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekitar 21% dari 
persediaan air Asia Pasifik. Namun, dari potensi air sebesar 3.906 Miliar m³/tahun 
tersebut, hanya 17% (691,3 Miliar m3/tahun) saja yang dapat dimanfaatkan, sedangkan 
83% air lainnya tidak dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, dari 691,3 Miliar m3/tahun yang 
dapat dimanfaatkan, hanya 25% yang berhasil termanfaatkan hingga saat ini, baik untuk 
domestik, perkotaan dan industri, serta irigasi.  
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Salah satu infrastruktur Sumber Daya Air adalah waduk/bendungan. Hingga tahun 2014 
Indonesia memiliki 286 buah bendungan dengan volume tampungan sekitar 14.925,72 
Miliar m3, dimana yang telah dimanfaatkan untuk PLTA sebesar 4.092,3 MW dan air baku 
dengan kapasitas 21.321 liter/detik. Dari sekitar 286 bendungan tersebut, kapasitas 
tampungan air dan pemanfaatan airnya belum mencapai angka 10% dari total kebutuhan 
air irigasi teknis dan belum mencapai angka 7% dari seluruh potensi pembangkit listrik 
tenaga air. Sementara itu, 5 di antaranya berada di Pulau Sulawesi. Adapun sebaran 
bendungan besar yang ada di Sulawesi di antaranya adalah: 

Tabel 1.5 Daftar Bendungan Eksisting di Pulau Sulawesi 

No Nama Bendungan Kab/Kota Provinsi 

1 Bendungan Bakaru Kab. Pinrang Sulawesi Selatan 

2 Bendungan Larona Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan 

3 Bendungan Kalola Kab. Wajo Sulawesi Selatan 

4 Bendungan Selameko Kab. Bone Sulawesi Selatan 

5 Bendungan Bili-Bili Kab. Gowa Sulawesi Selatan 

Beberapa bendungan besar di Indonesia dibangun sebelum tahun 1980 dan saat ini sudah 
berumur puluhan tahun. Bendungan sudah mencapai umur ekonomis dan akan 
menimbulkan risiko bahaya bila tidak ada upaya pemeliharaan dan rehabilitasi. Saat ini 
sebagian besar bendungan berada dalam kondisi kritis karena sedimentasi yang 
mengakibatkan daya tampung air waduk menjadi berkurang dan tidak mampu menahan 
air banjir pada musim hujan. Selain itu, kapasitas daya tampung waduk sudah tidak 
mampu untuk memenuhi kebutuhan air baku baik untuk air minum, industri, maupun 
irigasi. 

Untuk mengatasi kendala yang muncul pada bendungan eksisting, pemerintah 
merencanakan pembangunan beberapa bendungan baru. Berdasarkan data 65 
bendungan prioritas pembangunan 2014-2019, beberapa bendungan yang direncanakan 
akan dibangun pada tahun 2015 – 2019  di Pulau Sulawesi diantaranya yaitu: 
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Tabel 1.6 Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2015-2019 di Pulau Sulawesi 

NO NAMA BENDUNGAN Kota/Kabupaten Provinsi 

BENDUNGAN BARU TA.2015 

1 Bendungan Lolak Kab. Bolaang 
Mongondow                     Sulawesi Utara 

2 Bendungan Passeloreng Kab. Wajo                               Sulawesi Selatan 
BENDUNGAN BARU TA.2016 

3 Bendungan Kuwil 
Kawangkoan Kab. Minahasa Utara            Sulawesi Utara 

4 Bendungan Ladongi Kab. Kolaka Timur                 Sulawesi 
Tenggara 

BENDUNGAN BARU TA.2017 
5 Bendungan Pamukkulu Kab. Takalar                            Sulawesi Selatan 

BENDUNGAN BARU TA.2018 
6 Bendungan Pelosika Kab. Konawe                          Sulawei Tenggara 
7 Bendungan Jenelata Kab. Gowa                              Sulawesi Selatan 

8 Bendungan Loea Kab. Kolaka Timur                 Sulawesi 
Tenggara 

9 Bendungan Karalloe  Kab. Gowa Sulawesi Selatan 
BENDUNGAN BARU TA.2019 
10 Bendungan Bonehulu Kab. Bone Bolango                Gorontalo 
11 Bendungan Bolango Hulu Kab. Bone Bolango                Gorontalo 
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Gambar 1. 17 Pembangunan Bendungan Randangan, Kab Pohuwatu, Gorontalo 

11.2.2 Sektor Bina Marga 

Infrastruktur transportasi berupa jalan/jembatan merupakan objek vital dalam 
pembangunan suatu wilayah. Jalan/jembatan menjadi sarana penghubung suatu wilayah 
dengan wilayah lainnya yang dapat memberikan akses dan kemudahan bagi mobilitas 
manusia, barang, dan jasa. 

Berdasarkan statusnya, jalan dibedakan menjadi Jalan Nasional (termasuk jalan tol), Jalan 
Provinsi, dan Jalan Daerah (Kabupaten dan Kota). Hingga akhir tahun 2013, Pemerintah 
melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun jalan nasional sepanjang 
38.569,82 km. Untuk meningkatkan mobilitas di daerah maka Pemerintah Daerah telah 
menyediakan jalan provinsi sepanjang 46.164,43 km dan jalan daerah (kabupaten/kota) 
sepanjang 376.102,17 km pada tahun 2013.  

Jalan nasional yang terdapat di Pulau Sulawesi adalah sepanjang 7.292,82 km. Kondisi 
jaringan jalan tersebut masih memerlukan banyak peningkatan baik secara kualitas 
maupun kapasitas. Jalan nasional terpanjang di Pulau Sulawesi terdapat di Provinsi 
Sulawesi Tengah, yaitu sepanjang 2.373,4 km dengan kondisi kemantapan jalan sebesar 
93,83%. Kondisi tersebut tergolong kondisi yang cukup tinggi dibandingkan dengan 
kondisi jalan nasional di provinsi lainnya. Sementara itu, provinsi dengan tingkat 
kemantapan jalan tertinggi lainnya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki jalan 
nasional sepanjang 1.497,81 km dalam kondisi 91,18% mantap pada tahun 2015. 
Sementara itu, jalan nasional terpendek di Pulau Sulawesi terdapat di Provinsi Gorontalo 
yaitu sepanjang 748,6 km. 
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Gambar 1. 18 Jalan akses menuju KI Konawe 

 

11.2.3 Sektor Cipta Karya 

Dalam RPJMN 2015 – 2019, target pembangunan infrastruktur permukiman atau 
cipta karya, antara lain: (1) peningkatan akses air bersih/minum dan sanitasi; (2) 
pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat/PNPM perkotaan; 
dan (3) peningkatan penataan bangunan dan perencanaan lingkungan. Sesuai 
dengan target MDGs, diharapkan bahwa jumlah penduduk yang belum memiliki 
akses terhadap air minum dan sanitasi dasar menurun 50% dari angka pada 
tahun 2009. Dengan kata lain, diharapkan pada tahun 2015, jumlah penduduk 
yang dapat mengakses air minum layak dan sanitasi menjadi sebesar 68,87%. 
Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya diharapkan juga akses tersebut terus 
meningkat, pada tahun 2020 sebesar 85%, dan tahun 2025 telah terfasilitasi 
seluruhnya yaitu 100%. 

Secara nasional, akses penduduk terhadap air minum layak terus mengalami 
peningkatan setiap tahunnya dalam periode 2009-2013, dimana pada tahun 
2013 telah mencapai 61,83%. Pencapaian tersebut dinilai baik karena hampir 
mendekati target MDGs tahun 2015 sebesar 68,87% atau masih terdapat gap 
sebesar 7,04%. Dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,53% pertahun maka target 
MDG’s tersebut sangat mungkin tercapai ditahun 2015.   
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Jika dilihat pada masing-masing provinsi berdasarkan data olahan BPS dari 
Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2015, proporsi rumah tangga dengan akses 
berkelanjutan terhadap sumber air bersih berupa Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) non perpipaan, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki angka tertinggi dalam 
proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan air bersih yaitu 
36,83%, sementara Provinsi Gorontalo menjadi yang terendah di Indonesia yaitu 
dengan angka 8,69%. Sedangkan untuk SPAM jaringan perpipaan perkotaan, 
provinsi di Sulawesi dengan persentase layanan tertinggi adalah Provinsi 
Sulawesi Selatan yaitu sebesar 20,38% terlayani. Sementara itu Provinsi Sulawesi 
Barat memiliki persentase pelayanan SPAM jaringan perpipaan perkotaan 
terkecil di Pulau Sulawesi yaitu sebesar 10,82% terlayani. Masalah penyediaan 
air bersih di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat telah menjadi masalah yang 
terus menerus terjadi mengingat sumber air baku yang ada di provinsi ini juga 
sangat terbatas jumlahnya. 

Sementara itu, jumlah PDAM dengan kondisi sehat di Pulau Sulawesi menempati 
peringkat ke empat secara nasional dan menjadi pulau dengan jumlah PDAM 
sakit terbanyak ke dua setelah Pulau Sumatera. Jika ditinjau per wilayah, PDAM 
sehat terbanyak berada di Wilayah II (Pulau Jawa) sebanyak 93 PDAM, diikuti 
oleh Wilayah III (Pulau Kalimantan) sebanyak 28 dan disusul oleh Wilayah I 
(pulau Sumatera) dengan jumlah PDAM sehat sebanyak 24 PDAM. Sedangkan 
Wilayah IV (Pulau Sulawesi) sendiri memiliki PDAM sehat sebanyak 13 PDAM 
(Sumber: Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2015, diolah). Sementara itu, di 
Wilayah I dan IV memiliki PDAM sakit terbanyak, yaitu berturut-turut 34 PDAM 
dan 17 PDAM.  
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Gambar 1. 19 Instalasi Air Bersih Kabupaten Wakatobi 

Tidak berbeda dengan infrastruktur air bersih, cakupan pelayanan sanitasi juga 
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Cakupan pelayanan pada 
tahun 2009 masih 51,19%, kemudian meningkat menjadi 58,6% pada tahun 
2013, perkotaan 74,38%, dan perdesaan 43,12%. Jika dilihat per provinsi, di 
Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan 
menempati posisi tertinggi dalam cakupan pelayanan sanitasi, yaitu mencapai 
sekitar 67% dan berada di atas rata – rata nasional. Sementara yang terendah 
terdapat di Provinsi Sulawesi Barat yang termasuk dalam lima terbawah cakupan 
sanitasi dalam peringkat nasional dengan persentase cakupan hanya sekitar 
45%. 

11.2.4 Sektor Penyediaan Perumahan  

Tingginya angka backlog menurut perkiraan Kementerian PUPR mencapai angka 
13,5 juta unit pada tahun 2015 membuat Pemerintah harus hadir dalam 
mengatasi permasalahan ini. Kebutuhan akan perumahan setiap tahun 
mencapai 800 ribu unit per tahun, sedangkan kemampuan pemerintah dan 
pengembang hanya pada angka 400 ribu unit per tahun. Bila kondisi ini tidak 
mengalami perubahan, maka backlog perumahan nasional akan semakin tinggi, 
ditambah dengan angka pertumbuhan penduduk rata – rata di indonesia yang 
mencapai 1,49% tiap tahunnya. Target utama Kementerian PUPR hingga tahun 
2019 adalah menurunkan angka backlog dari 13,5 juta unit menjadi 6,8 juta unit. 
Kemudian menurunkan angka Rumah Tidak layak Huni (RTLH) dari 3,4 juta unit 
menjadi 1,9 juta unit. Terdapat beberapa kendala dalam menyediakan 
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perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai 
berikut : 

a. Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand). 
b. Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh 

regulasi yang bersifat insentif. 
c. Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau 

membeli rumah adalah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum 
tinggal di rumah layak huni (potensi perumahan dan permukiman kumuh). 

d. Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area)  yang 
terkendala oleh proses pengadaan lahan. 

e. Peran pemerintah pusat dan daerah sebagai enabler masih lemah. 

Untuk mengatasi backlog yang terjadi, maka Pemerintah mencanangkan 
program di bawah ini : 

a. Pelaksanaan pilot project pendayagunaan tanah wakaf dalam pembangunan 
perumahan rumah susun sewa/milik secara masif di perkotaan. 

b. Reformasi kebijakan nasional percepatan pembangunan perumahan rakyat. 
c. Integrasi tabungan perumahan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 
d. Pembentukan sistem informasi perumahan. 
e. Industrialisasi perumahan yang tanggap kondisi dan kebutuhan lokal. 
f. Pembangunan perumahan sebagai bagian dalam penanganan permukiman 

kumuh. 

 
Gambar 1. 20 Permukiman di Kota Makassar 

Masalah yang ada di sektor penyediaan perumahan, bukan hanya terletak pada 
usaha untuk mengurangi backlog, namun juga mencegah dan mengurangi 
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permukiman kumuh. Mengurangi permukiman kumuh dapat dilakukan dengan 
penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) khususnya di kawasan perkotaan. 
Secara keseluruhan, luas permukiman kumuh adalah sebesar 38.431 ha. 
Sementara di Pulau Sulawesi terdapat 3.623,91 ha kawasan kumuh yang 
menampung 458.777 rumah tangga. Luas permukiman kumuh tersebut tidak 
dapat dikesampingkan walaupun hanya menyumbang sekitar 9% dari luas 
permukiman kumuh nasional.  

 
Sumber : Bapppenas (2015) 

Gambar 1. 21 Luas Kawasan Kumuh Perkotaan 

Provinsi Sulawesi Tenggara menempati posisi tertinggi dari luas permukiman 
kumuh dengan 1128,27 ha, sementara yang terendah adalah Sulawesi Tengah 
dengan luas hanya 152,53 ha. Sementara jumlah rumah tangga yang tinggal di 
RTLH terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 147.213 rumah 
tangga dan yang terendah berada di Provinsi Gorontalo yaitu 38.652 rumah 
tangga. Dengan demikian, maka penanganan permukiman kumuh dan rumah 
tidak layak huni harus berjalan berdampingan. Selain itu, penanganan harus 
dilakukan bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan perumahan untuk 
mencegah munculnya permukiman kumuh baru. Dalam menangani rumah tidak 
layak huni, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan seluruh proses penanganan perumahan dan permukiman 
kumuh; 

b. Pemerintah pusat berperan sebagai pendamping dengan menciptakan 
kondisi yang kondusif melalui berbagai program dan kebijakan; 

c. Penanganan perumahan dan permukiman kumuh harus terintegrasi dengan 
sistem kota; 



39

  

 

 

d. Menyelesaikan berbagai permasalahan kumuh dari berbagai sektor, baik 
fisik maupun non fisik melalui kolaborasi antar sektor dan antar pelaku 
dalam perencanaan yang terpadu; 

e. Pendekatan partisipatif untuk keberhasilan program dan kesinambungan 
hasil; dan 

f. Menjamin keamanan bermukim yang berarti program yang dijalankan harus 
mampu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan bermukim (ada 
kepastian hukum, tidak ada bahaya, bebas bencana dan bebas penyakit.). 

11.3 Kebijakan Pembangunan Pulau Sulawesi 

Kebijakan pembangunan selain menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan, 
namun dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan di bawahnya. Oleh karena itu, 
kebijakan yang disusun juga harus terintegrasi antar satu kebijakan dengan kebijakan 
lainnya 

1.3.1 Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki rencana 
pembangunan jangka panjang yang dinamakan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional yang didukung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 
Rencana-rencana ini akan menjadi panduan utama dalam melaksanakan 
pembangunan nasional. Visi dari pembangunan nasional yang harus dicapai 
adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR” Visi 
pembangunan nasional tahun 2005–2025 mengarah pada pencapaian tujuan 
nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus 
dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan 
dan kemakmuran yang ingin dicapai. Dalam mewujudkan visi pembangunan 
nasional tersebut, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai 
berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, 
dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan 
pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. 

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah 
memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh. 

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun 
kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani 
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di kawasan regional dan internasional. 
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah 

meningkatkan pembangunan daerah, menyediakan akses yang sama bagi 
masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana 
ekonomi. 

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan 
pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara 
pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya 
alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan 
kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan. 

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, 
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia 
internasional. 

Saat ini, RPJPN sudah mencapai tahapan RPJMN ketiga (2015 – 2019). Prioritas 
tahap ketiga yaitu untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh 
di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif 
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya 
manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. 
Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan 
semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan 
sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan 
infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia 
usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi 
untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan 
penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan adalah 
meningkatkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memiliki daya saing dengan 
negara lain. 

11.3.2 Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah 

Berdasarkan RPJPN 2005–2025, saat ini sedang berlangsung rencana 
pembangunan jangka menengah tahap ke 3, yaitu dari tahun 2015-2019. 
Rencana pembangunan jangka menengah yang disebut sebagai Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang didasarkan 
pada visi dan misi Presiden Joko Widodo yang disebut Nawa Cita. Dalam 
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pembangunan infrastruktur yang dijalankan, kebijakan pemerintah untuk 
pembangunan jangka menengah adalah membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. 
Kebijakan tersebut akan diaplikasikan melalui peletakan dasar – dasar 
desentralisasi asimetris. Peletakan dasar-dasar desentralisasi asimetris ini 
dilaksanakan dalam beberapa hal, yaitu : 

1. Pengembangan kawasan perbatasan; 
2. Pengembangan daerah tertinggal; 
3. Pembangunan perdesaan; 
4. Penguatan tata kelola pemerintah daerah; dan 
5. Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat. 

Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di 
antaranya adalah dengan membangun konektivitas nasional untuk mencapai 
keseimbangan pembangunan. Keseimbangan pembangunan ini sangat erat 
kaitannya dengan pengembangan kawasan pinggiran yang juga menjadi prioritas 
utama dalam RPJPN. Dengan demikian terlihat keselarasan bahwa aspek utama 
yang harus dibangun adalah pemerataan yang berkeadilan dengan mulai 
menerapkan desentralisasi asimetris dan membangun Indonesia dari pinggiran. 

Dalam konteks pengembangan wilayah mengingat sangat luasnya wilayah 
nasional Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan 
wilayah dibagi menurut wilayah Pulau/Kepulauan yang dikelompokkan ke dalam 
beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan “Wilayah 
Pengembangan Strategis (WPS)” yang di dalamnya melingkupi kawasan 
perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau 
potensi per pulau. 

Berdasarkan RPJMN, tema besar pengembangan wilayah Pulau Sulawesi adalah: 

• Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional 
dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; 

• Pengembangan industri berbasis logistik; 
• Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, 

padi, jagung; 
• Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; 

dan 
• Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui 

pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. 
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11.3.3 Kebijakan Keterpaduan Pengembangan Lintas Kementerian dan Lembaga 

Kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah 
Sulawesi difokuskan sebagai pengembangan industri berbasis logistik, 
pengembangan industri berbasis komoditas kakao, rotan, perikanan, aspal, 
nikel, dan bijih besi, serta pengembangan pariwisata bahari yang miliki daya 
saing nasional dan internasional. Fokus lokasi pengembangan kawasan strategis 
di Pulau Sulawesi meliputi: Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Palu, 
Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Bitung, rencana pengembangan 
Kawasan Ekonomi khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, pengembangan Kawasan 
Industri Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Morowali di 
Sulawesi Tengah, dan Kawasan Industri Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara, 
serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah 
pinggiran di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Tenggara.  

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah Sulawesi 

Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat kaitannya dengan 
pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat 
meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan. Strategi yang 
dilakukan adalah: 

a. Menyiapkan kawasan industri KEK Palu sebagai sentra industri pengolahan 
komoditas unggulan pertambangan mineral nikel, biji besi dan emas; 
agroindustri kakao, karet, rumput laut, rotan; industri manufaktur alat berat, 
otomotif dan elektrik; serta logistik dan KEK Bitung sebagai sentra 
pengolahan perikanan, agroindustri, dan logistik; 

b. Mengembangkan klaster-klaster industri pengolahan pertambangan, 
pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berorientasi ekspor; 

c. Meningkatkan produktivitas hasil olahan pertambangan, pertanian, 
perkebunan, dan perikanan di dalam dan sekitar kawasan industri; 

d. Mengembangkan tempat penyimpanan/pembekuan ikan yang berteknologi 
tinggi; 

e. Mengembangkan kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan 
kakao, rotan, peternakan, dan perikanan secara terpadu; serta 

f. Pembinaan dan pendampingan komoditas unggulan kakao, rotan, 
peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas. 
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2. Percepatan Penguatan Konektivitas 

Peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan 
kawasan-kawasan penyangga sekitarnya, meliputi: 

a. Penerapan insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan 
kompetitif, antara lain fasilitas fiskal di semua bidang usaha, pembebasan 
PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan 
digunakan di KEK; 

b. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan Pantoloan dan pengembangan 
pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional; 

c. Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung; 
d. Pembangunan infrastruktur penunjang ekspor hasil perkebunan dan 

perikanan; 
e. Pelebaran dan peningkatan jalan penghubung kawasan strategis dan ruas 

dari Bandara ke lokasi Kawasan Industri; 
f. Pembangunan Pelabuhan penunjang Kawasan; 
g. Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri sebagai bandara internasional 

dan perpanjangan landasan pacu Bandara Internasional Sam Ratulangi; 
h. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Garongkong Barru, 

pengembangan Pelabuhan Kendari, Bitung, Pelabuhan Pare-pare, 
Pembangunan ASEAN Ferry Roro Network; 

i. Mempercepat pembangunan dan pengembangan jaringan jalan menuju 
kawasan, antara lain pembangunan jalan lintas Palu – Parigi bypass, Lingkar 
Luar Kota Palu, ruas jalan Tol Manado- Bitung; 

j. Pembangunan Bendungan Kuwil; dan 
k. Pembangunan Pembangkit Listrik, antara lain: Pembangklt Listrik Tenaga Uap 

(PLTU) Kendari, PLTU Sulsel Barru 2, PLTU Kendari 3, dan PLTU Palu 3. 
3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK 

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan 
di tingkat pusat maupun di daerah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek) dilakukan dengan strategi: 

a. Peningkatan kualitas SDM Badan Pengelola dan Pengusahaan di bidang 
perencanaan, penganggaran, pengelolaan kawasan dan investasi; 

b. Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk 
meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang perkebunan, 
perikanan, dan logistik; 

c. Penyiapan tenaga kerja berkualitas di sekitar kawasan dalam bidang industri 
pengolahan berteknologi tinggi; 
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d. Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola/Pengusahaan, pemerintah 
pusat, dan pemerintah daerah; 

e. Pembinaan kelembagaan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis 
berorientasi daya saing secara komparatif dan kompetitif; 

f. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga terampil 
untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola komoditas unggulan kakao, 
karet, rotan, peternakan, perikanan, distribusi, dan pemasaran; 

g. Pembangunan Politeknik Pertambangan dan Industri Logam di Kawasan 
Industri Morowali; 

h. Pembangunan Science Park berteknologi tinggi di bidang pertanian, 
peternakan, perikanan, dan pertambangan sebagai sarana peningkatan 
kualitas SDM kawasan; serta 

i. Pembangunan Techno Park bidang komoditas kelapa, kakao, rotan, sapi dan 
rumput untuk meningkatkan inovasi teknologi. 

4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 

Dalam upaya pengembangan kawasan strategis di Wilayah Sulawesi diperlukan 
sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut: 

a. Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah 
dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal di semua bidang usaha, 
pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan 
diolah dan digunakan di KEK; 

b. Membuat regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, 
daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan 
pertumbuhan; 

c. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem 
Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) 
bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, dan penanaman modal. 

d. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara 
Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan; serta 

e. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai 
peruntukan investasi. 

5. Pengembangan Kawasan Perkotaan 
Arah kebijakan pengembangan perkotaan di Wilayah Sulawesi diprioritaskan 
pada pemerataan pembangunan dan percepatan keterkaitan manfaat 
antarkota serta desa dengan kota, melalui penguatan Sistem Perkotaan 
Nasional (SPN) berbasis kewilayahan di KSN Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan 
Nasional (PKN) yaitu di KSN Perkotaan Mamminasata dan usulan pembentukan 
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1 KSN Perkotaan baru yaitu KSN Bimindo (Bitung, Minahasa Utara, Manado); 
melakukan optimalisasi di 4 kota sedang serta pembangunan 2 kota baru publik 
dan mandiri sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kawasan perkotaan yang 
diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Untuk 
itu, strategi pembangunan perkotaan Wilayah Sulawesi tahun 2015 – 2019 
adalah :  
a. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); 
b. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk 

mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada Kawasan 
Metropolitan, Kota Sedang, dan Kota Baru Publik di Wilayah Sulawesi; 

c. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana; 
d. Perwujudan Kota Cerdas dan Berdaya Saing; dan 
e. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. 

 
6. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan 

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, arah kebijakan pengembangan desa dan 
kawasan perdesaan di Wilayah Sulawesi adalah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana 
desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dan kawasan 
perdesaan diarahkan pula untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal antara 
perkotaan dan perdesaan melalui integrasi kawasan perdesaan mandiri pada 9 
kawasan pertumbuhan yang ada di Sulawesi. Dalam rangka percepatan 
pembangunan desa dan kawasan perdesaan termasuk di kawasan perbatasan, 
daerah tertinggal, kawasan transmigrasi serta pulau-pulau kecil terluar di 
Wilayah Sulawesi akan dilakukan : 
a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman 

transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya; 
b. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; 
c. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan 

pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk 
permukiman transmigrasi; 

d. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa 
dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; 

e. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan serta 
penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; 
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dan 
f. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan 

transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota. 
 

7. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Sulawesi 
Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Sulawesi diarahkan dengan 
memperkuat sedikitnya 9 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah 
(PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Kwandang dan sekitarnya (Provinsi 
Gorontalo), Buol dan sekitarnya (Provinsi Sulteng), Poso dan sekitarnya 
(Provinsi Sulteng), Kolonedale dan sekitarnya (Provinsi Sulteng dan Provinsi 
Sulsel), Mamuju dan sekitarnya (Provinsi Sulbar), Pinrang dan sekitarnya 
(Provinsi Sulsel), Barru dan sekitarnya (Provinsi Sulsel), Raha dan sekitarnya 
(Provinsi Sultra, serta Wangi-wangi dan sekitarnya (Provinsi Sultra). Kawasan-
kawasan ini mencakup kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan 
minapolitan, serta kawasan pariwisata. Arah kebijakan dan strategi 
peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut: 
a. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota 

kecil dan desa, serta antar pulau; 
b. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota 

melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, 
pariwisata, dan transmigrasi; dan 

c. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada 
keterkaitan desa-kota. 
 

8. Pengembangan Daerah Tertinggal 
Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah 
Sulawesi difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk 
mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak 
pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin 
mengetahui potensi daerah tersebut dan diharapkan dapat aktif dalam 
membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan 
pelayanan dasar publik serta pengembangan perekonomian masyarakat yang 
berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional 
yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan 
infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah 
tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan. Pembangunan 
daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut : 
a. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik; 
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b. Pengembangan Ekonomi Lokal; 
c. Penguatan Konektivitas dan Sislognas; 
d. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK; 
e. Penguatan Regulasi dan Insentif; 
f. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan; dan 
g.  Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi. 

9. Pengembangan Kawasan Perbatasan 
Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sulawesi 
difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang 
maju dan berdaulat dengan negara tetangga Filipina di perbatasan laut. Fokus 
Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sulawesi diarahkan pada 
pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Sulawesi, 
yaitu PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane, serta Kecamatan Lokasi Prioritas 
(Lokpri) penanganan kawasan perbatasan tahun 2015-2019. 
Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan 
kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berinteraksi 
dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya laut untuk menciptakan 
kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi yang dimaksud, yaitu: 
a. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan,  dan 

pengamanan kawasan perbatasan Sulawesi; 
b. Pengembangan ekonomi lokal; 
c. Penguatan konektivitas dan sislognas; 
d. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK; dan 
e. Penguatan regulasi dan insentif. 

11.3.4 Kebijakan Keterpaduan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  

Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya untuk 
mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (engine of growth), 
namun diharapkan dapat bersinergi mencapai kelestarian lingkungan dengan 
memperhatikan carrying capacity suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal 
ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (trigger) 
terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (new emerging growth center) yang 
menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru / pusat permukiman baru yang dapat 
menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi 
kesenjangan antar wilayah. 

Selain itu, pembangunan infrastruktur di samping diarahkan untuk mendukung 
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pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), 
juga untuk mengurangi urbanisasi dan urban sprawl, meningkatkan pemenuhan 
kebutuhan dasar, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. 

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada 
pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang 
bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas 
ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan 
lokal, serta rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain, pembangunan wilayah 
perlu didukung oleh kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah 
dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya, kawasan yang 
sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang 
belum berkembang. 

Tahun 2015 merupakan awal tahun perencanaan jangka menengah, awal dari 
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) 2015-2019 maupun dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Oleh karena itu, sebagai langkah awal 
dalam menetapkan kebijakan, diperlukan identifikasi terhadap isu – isu strategis 
yang akan diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur 2015 – 2019. Secara 
lebih rinci, penjabaran isu-isu strategis terkait dengan pembangunan 
infrastruktur adalah sebagai berikut: 

a. Disparitas antar wilayah relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat 
Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI); 

b. Urbanisasi yang tinggi (meningkat 6 kali dalam 4 dekade) diikuti persoalan 
perkotaan seperti urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan, 
pemenuhan kebutuhan dasar, dan kawasan perdesaan sebagai hinterland 
belum maksimal dalam memasok produk primer; 

c. Belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, serta 
pengembangan kota maritim/pantai; 

d. Pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung 
kedaulatan pangan dan kemandirian energi; 

e. Pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai 
dengan rencana tata ruang; 

f. Belum terpadunya perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan 
laut dan penyeberangan maupun pengembangan kota pesisir dengan 
pembangunan infrastruktur PUPR; dan 

g. Sinergi pembangunan infrastruktur belum optimal terkait dengan batasan 
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kewenangan pusat dan daerah.  

Seluruh pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 
tahun tersebut harus melalui pendekatan yang holistik-tematik, integratif dan 
spasial. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui konsep WPS (Wilayah 
Pengembangan Strategis). Pengembangan WPS berazaskan pada efisiensi yang 
berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, 
manfaat dalam skala ekonomi (economic of scale) serta sinergitas dalam 
menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup 
nasional maupun internasional, mengurangi kesenjangan antara pasokan dan 
kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan 
layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota 
tanpa permukiman kumuh, serta meningkatkan keandalan dan keberlanjutan 
layanan sumber daya air guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan 
mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada 
setiap WPS.  

Adapun ilustrasi dari konsepsi pengembangan WPS ialah pembangunan 
infrastruktur wilayah PUPR pada setiap WPS diarahkan untuk mempercepat 
pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai 
dengan klusternya, terutama WPS di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, 
Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali 
potensi, dan keunggulan daerah serta meningkatkan efisiensi dalam penyediaan 
infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun antar WPS. Pendekatan 
ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral, regional, dan 
makro ekonomi. Setiap WPS akan dikembangkan dengan mempertimbangkan 
potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, 
industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan atau pariwisata. 
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Gambar 1. 22 Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis 

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dari wilayah pengembangan 
strategis tersebut, akan diukur aspek-aspek yang terkait di antaranya: 
pengurangan gap pertumbuhan antara kawasan yang sudah berkembang 
dengan yang belum berkembang, tingkat keterpaduan perencanaan 
pemrograman dengan pelaksanaan (deviasi), tingkat sinkronisasi program 
(waktu, fungsi, lokasi, besaran), disparitas kebutuhan dengan pemrograman, 
dan tingkat pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah. 

Konsep Wilayah Pengembangan Strategis bukanlah suatu konsep yang berjalan 
sendirian, namun membutuhkan dukungan dari seluruh pihak khususnya unit 
organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Oleh karena itu, di bawah ini adalah 
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strategi kebijakan sebagai wujud dukungan kepada Wilayah Pengembangan 
Strategis dari masing – masing bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi: 

a. Pengelolaan Sumber Daya Air 

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan pengelolaan 
sumber daya air adalah agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Untuk mewujudkan 
hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk 
mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi, yang 
akan diwujudkan melalui sasaran strategis: (1) Meningkatnya dukungan 
ketahanan air; (2) Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi, 
dengan sasaran program: (a) Meningkatnya layanan sarana dan prasarana 
penyediaan air baku; (b) Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air; 
(c) Meningkatnya kinerja layanan irigasi; (d) Meningkatnya kapasitas 
pengendalian daya rusak air; (e) Meningkatnya upaya konservasi SDA; (f) 
Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA; dan (g). Meningkatnya 
potensi energi dan sumber-sumber air. 

b. Penyelenggaraan Jaringan Jalan 

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 
internasional, pembangunan konektivitas nasional ialah salah satu cara untuk 
mencapai hal tersebut. Hal lain yang dapat dilakukan ialah mempercepat 
pembangunan transportasi yang dapat mendorong penguatan industri nasional 
dalam mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem 
dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada 
Kawasan Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat 
pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.  

Sasaran kebijakan yang ditetapkan adalah (a) Menurunnya waktu tempuh pada 
koridor utama dari 2,7 Jam per 100 km menjadi 2,2 Jam per km; (b) 
Meningkatnya pelayanan jalan nasional dari 101 milyar kendaraan km menjadi 
133 milyar kendaraan km; dan (c) Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah 
untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%. 

c. Peningkatan Kualitas Permukiman 

Peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan mendukung layanan 
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infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia 
Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua, dengan sasaran 
program, yaitu : (1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan 
air minum bagi masyarakat; (2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan 
kebutuhan hunian dan permukiman yang layak (pengurangan permukiman 
kumuh); dan (3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi 
bagi masyarakat. 

d. Pengurangan Backlog Perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni 

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan 
perumahan adalah Agenda No. 5 Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup 
manusia indonesia. Agenda prioritas pembangunan nasional tersebut akan 
diwujudkan melalui: 1) Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar 
permukiman dan perumahan; 2) Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan 
perumahan, dengan sasaran program menurunnya kekurangan tempat tinggal 
(backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni. 

Penyediaan perumahan diharapkan dapat memperluas akses terhadap tempat 
tinggal layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk 
seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-
sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi: (1) 
Pengendalian perumahan komersial, (2) Penguatan perumahan umum, (3) 
Pemberdayaan perumahan swadaya, (4) Fasilitas perumahan khusus, dan (5) 
Pengelola rumah negara. 

11.4 Tantangan dan Hambatan Pembangunan Infrastruktur Pulau Sulawesi 

Penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu prasyarat utama untuk 
memacu pertumbuhan ekonomi, mempertahankan daya saing internasional, serta 
mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Saat ini, ketersediaan 
infrastruktur di Pulau Sulawesi masih rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain di 
Indonesia. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi di setiap sektor infrastruktur di 
Pulau Sulawesi yaitu: 

A. Sumber Daya Air   
Perubahan pemanfaatan lahan di Pulau Sulawesi untuk keperluan industri dan 
permukiman akibat berkembangnya kegiatan ekonomi dan pertambahan 
penduduk telah mengakibatkan berkurangnya luas daerah resapan dan 
kemampuan resapan air. Kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya 
daya tampung bangunan penampung air seperti waduk sebagai akibat 
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meningkatnya sedimentasi. Rendahnya operasi dan pemeliharaan juga 
mengakibatkan makin menurunnya tingkat layanan prasarana sumber daya air. 
Masalah lain yang terkait dengan ancaman terhadap keberlanjutan daya 
dukung sumber daya air adalah meningkatnya kerusakan daerah aliran sungai 
(DAS). Kondisi itu mengakibatkan berkurangnya pasokan air sehingga 
mendorong penggunaan air tanah yang semakin tidak terkendali. Beberapa 
daerah perkotaan di Pulau Sulawesi terutama daerah industri telah mengalami 
eksploitasi air tanah yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan 
lingkungan berupa penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan 
muka tanah. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut akan mengancam 
keberlanjutan daya dukung sumber daya air dan menjadi bencana bagi 
penduduk Pulau Sulawesi. 

B. Perumahan dan Permukiman 
Permasalahan utama pembangunan perumahan adalah makin meningkatnya 
jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, meningkatnya luasan 
kawasan kumuh, dan belum mantapnya kelembagaan penyelenggara 
pembangunan perumahan.  
Tantangan lainnya yang dihadapi adalah: 
(1) meniadakan mismatch dalam pembiayaan perumahan; 
(2) meningkatkan efisiensi dalam pembangunan perumahan;  
(3) meningkatkan pasar perumahan; dan  
(4) mengembangkan pola subsidi yang efisien, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

C. Transportasi Darat  
Tingkat kemudahan pencapaian ke berbagai wilayah di Pulau Sulawesi masih 
rendah, selain disebabkan belum terhubungnya wilayah dengan jaringan 
transportasi baik darat, air, maupun udara. Adapun kondisi jaringan 
transportasi eksisting masih kurang memadai untuk digunakan. Terbatasnya 
kemampuan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, baik secara rutin 
maupun secara berkala, mengakibatkan banyaknya prasarana transportasi 
lebih cepat rusak jika dibandingkan dengan umur ekonomis prasarana dan 
sarana yang seharusnya.  
Selain itu, kecepatan kerusakan jalan juga dipengaruhi oleh berat dan tekanan 
gandar kendaraan (gross vehicle weight and axle configuration) yang melalui 
jalan tersebut. Saat ini, banyak kendaraan berat yang mengangkut muatan 
melebihi kapasitas beban jalan (vehicle overloading) yang melewati jalan-jalan 
lintas Sulawesi. Akibatnya, kondisi jalan-jalan tersebut mengalami kerusakan 
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lebih cepat daripada umur teknis dan ekonomis yang seharusnya.    
Permasalahan lain yang dihadapi adalah peran dan fungsi jalan untuk 
membuka dan mengembangkan wilayah tertinggal, terisolasi, dan wilayah 
perbatasan, dirasakan masih sangat lambat laju pembangunannya. Di sisi lain, 
permintaan untuk membuka akses daerah-daerah tersebut sudah sangat 
tinggi, terutama digunakan sebagai sarana transportasi hasil-hasil produksi 
menuju pusat pemasaran. 

D. Air Minum 
Pada pelayanan air minum, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih 
rendahnya cakupan pelayanan air minum. Tantangan pembangunan air minum 
adalah meningkatkan kualitas pengelolaan air minum, meningkatkan kapasitas 
produksi air minum dan jangkauan pelayanan, serta menerapkan tarif yang 
sesuai. 

E. Air Limbah 
Pada pelayanan air limbah, permasalahan utama yang dihadapi adalah 
rendahnya cakupan pelayanan air limbah yang disebabkan oleh masih 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanganan air limbah. Tantangan 
pembangunan pelayanan air limbah adalah meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), 
mengembangkan pelayanan sistem pembuangan air limbah terpusat 
(sewerage system), sistem komunal, dan on - site system. 

F. Persampahan 
Pada pelayanan persampahan, permasalahan utama yang dihadapi adalah 
menurunnya kualitas pengelolaan persampahan, meningkatnya volume 
sampah yang dibuang ke sungai, dan makin terbatasnya lahan di kawasan 
perkotaan yang dapat digunakan sebagai TPA. Tantangan pembangunan 
pelayanan persampahan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
ketidakpatutan membuang sampah sembarangan, meningkatkan kerja sama 
antarpemerintah kota/kabupaten dalam penanganan persampahan regional, 
meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan, dan menerapkan teknologi 
dalam penanganan persampahan. 

G. Drainase 
Pada pelayanan drainase, permasalahan utama adalah makin meluasnya 
daerah genangan yang disebabkan oleh makin berkurangnya lahan terbuka 
hijau, tidak berfungsinya saluran drainase secara optimal, terpakainya saluran 
drainase untuk pembuangan sampah, serta rendahnya operasi dan 
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pemeliharaan saluran drainase. Tantangan pembangunan drainase adalah 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke 
saluran drainase, mempertahankan luasan lahan terbuka hijau, meningkatkan 
operasi dan pemeliharaan drainase, serta pembangunan saluran drainase 
terpadu dengan pengendalian banjir. 

Kemudian dalam kaitannya dengan perbatasan, wilayah perbatasan Pulau Sulawesi 
memiliki arti yang sangat penting baik secara ekonomi, geo-politik, dan pertahanan 
keamanan karena berhadapan langsung dengan wilayah negara tetangga Filipina yang 
memiliki tingkat perekonomian relatif lebih baik. Potensi sumber daya alam yang dimiliki 
wilayah perbatasan di Sulawesi cukup melimpah, namun hingga saat ini belum 
dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, terdapat berbagai persoalan yang mendesak 
untuk ditangani karena besarnya dampak dan kerugian yang dapat ditimbulkan. Beberapa 
permasalahan pokok wilayah perbatasan di Sulawesi yang perlu mendapat perhatian dan 
perlu segera ditangani dapat diidentifikasi sebagai berikut (Bappenas, 2003): 

 Kemiskinan akibat keterisolasian wilayah perbatasan menjadi pemicu pelintas 
batas untuk memperbaiki perekonomiannya; 

 Kurang sinkronnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan di wilayah-wilayah 
perbatasan sehingga diperlukan koordinasi yang lebih mantap dan terpadu 
yang melibatkan banyak instansi (baik di pusat maupun di daerah); 

 Belum terkoordinasinya antar pelaku pengelola sumber daya alam yang 
mengakibatkan kurang optimalnya eksploitasi sumber daya alam bagi untuk 
pengembangan daerah maupun masyarakat; 

 Terbatasnya sarana dan prasarana perbatasan perhubungan seperti jalan dan 
jembatan di wilayah-wilayah perbatasan maupun ke arah perbatasan, yang 
menyebabkan kesenjangan antara kedua wilayah negara; 

 Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi seperti stasiun pemancar televisi 
dan radio sehingga masyarakat di sekitar perbatasan sulit menerima siaran dari 
dalam negeri dan lebih mudah menerima siaran asing atau negara tetangga. Hal 
tersebut mempengaruhi sikap bernegara sebagian warga di perbatasan; dan 

 Timbulnya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara yang 
diakibatkan oleh berbagai peristiwa yang terkait dengan aspek keamanan dan 
politis, maupun pelanggaran dalam pengelolaan dan eksploitasi sumber daya 
alam lintas batas negara.   
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22 BAB II 
MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN 
PEMBANGUNAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN 

KAWASAN DENGAN INFRASTRUKTUR PUPR 

Pada bab II akan dijelaskan definisi umum dari perencanaan dan pemrograman 
pembangunan serta proses yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) cq Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam 
mewujudkan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. Secara 
khusus, bab ini juga menjelaskan (1) bagaimana pola kerja keterpaduan perencanaan, 
sinkronisasi program & pembiayaan pembangunan, dan evaluasi dalam pengembangan 
kawasan dengan nfrastruktur PUPR, (2) bagaimana pola kerja sinkronisasi program dan 
pembiayaan pembangunan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur 
PUPR, dan (3) bagaimana pola kerja sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan 
jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. 

2.1 Definisi Umum Perencanaan dan Pemrograman 

Perencanaan dan pemrograman adalah 2 (dua) istilah yang umum digunakan dalam 
sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara semantik, istilah perencanaan 
memiliki beberapa pengertian. Pertama, perencanaan adalah suatu proses untuk 
membentuk masa depan, menentukan urutan, dengan memperhitungkan 
ketersediaan sumber daya (Pemerintah Republik Indonesia 2004). Kedua, 
perencanaan dipahami sebagai proses pengambilan keputusan terhadap sejumlah 
kegiatan untuk menentukan masa depan, dengan memperhitungkan kapan, 
bagaimana, dan siapa yang akan melakukan (Rasyidi et al. 2016). 

Sama halnya dengan perencanaan, kata pemrograman juga memiliki beberapa 
penafsiran. Penafsiran pertama, pemrograman adalah suatu proses pengelolaan 
instrumen kebijakan, yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan, dilakukan oleh 
instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditentukan yang melibatkan pengalokasian anggaran, atau kegiatan masyarakat 
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia 
2004). Kedua, pemrograman dipahami sebagai rangkaian pengelolaan kegiatan yang 
saling berkaitan, terpadu, dan menyeluruh/komprehensif untuk mencapai tujuan 
dan sasaran perencanaan yang ditentukan, yang dirinci berdasarkan waktu, besaran 
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biaya, besaran volume, kewenangan, pelaku (actor), serta kriteria kesiapan 
(readiness criteria) (Rasyidi et al. 2016). 

22.2 Dasar Hukum Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR 

Pada tataran operasional, perencanaan maupun pemrograman di lingkungan 
Kementerian PUPR cq BPIW senantiasa mengacu pada berbagai produk hukum yang 
berlaku. Produk hukum dimaksud mulai dari yang  tertinggi, yakni Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia 1945, hingga yang terendah seperti tingkat III (desa). 
Meski jarang terjadi, ketika ada pertentangan substansi diantara produk hukum 
tersebut, “lex superiori derogat legi inferiori” menjadi asas hukum yang digunakan 
BPIW dalam menterpadukan perencanaan maupun mensinkronkan program 
pembangunan infrastruktur PUPR. Sebuah asas dimana produk hukum yang secara 
hirarkis lebih tinggi menegasi produk hukum yang lebih rendah. 

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) (Pemerintah Republik Indonesia 2004) secara garis 
besar mengatur penyelenggaraan perencanaan makro pada setiap fungsi 
pemerintahan, di setiap bidang kehidupan, yang dilakukan secara terpadu dalam 
lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang – Undang SPPN 
dijabarkan menjadi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2) Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan.  

Produk hukum yang menjadi acuan berikutnya adalah UU Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 
(Pemerintah Republik Indonesia 2007). RPJPN secara sederhana dipahami sebagai 
dokumen perencanaan dengan masa berlaku 20  (dua puluh) tahun. Untuk periode 
perencanaan RPJPN saat ini adalah dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Secara garis 
besar, substansi RPJPN menjabarkan berbagai tujuan/target dibentuknya 
Pemerintahan Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, melalui rumusan visi, misi serta arah pembangunan 
nasional. RPJPN sebagai produk perencanaan nasional juga dijadikan acuan dalam 
penyusunan RPJP Daerah. 

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, 
pemerintah kemudian berupaya menjalankan amanat pembangunan yang dikenal 
dengan sebutan Nawa Cita, atau 9 (sembilan) agenda prioritas, yang kemudian 
dijabarkan secara lebih detail dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 
2015 tentang  RPJMN Tahun 2015-2019, perpres ini merupakan tahap ketiga dari 
pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Perpres ini menjadi pedoman bagi 
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kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi 
pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan 
daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan 
nasional. 

Di tingkat kementerian/lembaga, dalam hal ini Kementerian PUPR, ditetapkan 
Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis 
Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Permen ini mendetailkan apa yang dijabarkan 
dalam RPJMN 2015-2019, berisi tentang arah kebijakan serta strategi pembangunan 
infrastruktur PUPR untuk periode perencanaan 2015-2019. Pada permen PUPR ini, 
Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) diperkenalkan sebagai salah satu strategi 
Kementerian PUPR untuk menterpadukan pengembangan wilayah dengan 
pembangunan infrastruktur PUPR.  

Selain mengacu pada berbagai produk hukum, BPIW juga mengacu pada berbagai 
produk perencanaan, baik yang terdokumentasi secara legal maupun yang berupa 
naskah akademis. Diantara produk perencanaan tersebut adalah dokumen Rencana 
Induk Pengembangan Pulau / RIPP, Rencana Utama (Master Plan/MP), dan Rencana 
Pengembangan (Development Plan/DP). Adapun penjelasan masing-masing produk 
perencanaan adalah sebagai berikut. 

1. RIPP adalah produk perencanaan yang merupakan rencana pembangunan 
infrastruktur dengan masa perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Substansi RIP 
secara umum berisikan keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur PUPR 
dengan lokus spasial pulau/kepulauan, dengan pertimbangan-pertimbangan 
seperti ketersediaan sumber daya, kearifan lokal, dan potensi wilayah setempat. 
Dokumen ini dirancang sebagai panduan perencanaan jangka panjang 
infrastruktur pulau/kepulauan di lingkungan Kementerian PUPR (Rasyidi et al. 
2016). 

2. Master Plan (MP) Pembangunan Infrastruktur, secara umum dipahami sebagai 
produk perencanaan yang berfungsi sebagai komplementer atau pelengkap 
produk perencanaan telah berlaku, dengan durasi waktu perencanaan sepanjang 
10 (sepuluh) tahun. Substansi kedua jenis produk perencanaan ini berisikan 
keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur PUPR dengan non 
infrastruktur PUR dengan basis spasial WPS. Master Plan Pembangunan 
Infrastruktur ditetapkan oleh Menteri PUPR (Rasyidi et al. 2016). 

3. Development Plan (DP) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) adalah rencana 
pengembangan yang terdiri atas  berbagai program pembangunan  infrastruktur 
PUPR yang berbasis pendekatan WPS, rencana pengembangan juga dapat 
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diartikan sebagai program pembangunan infrastruktur dalam rentang waktu 5 
(lima) tahun (Rasyidi et al. 2016). 

Antara produk hukum serta produk perencanaan dan pemrograman sebagaimana 
penjelasan diatas, dirancang untuk memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, 
dengan demikian amanat pembangunan atau agenda prioritas nasional yang telah 
dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih dapat berjalan dengan 
semestinya. 

22.3 Pola Kerja Keterpaduan Perencanaan, Sinkronisasi Program & 
Pembiayaan, dan Evaluasi dalam Pengembangan Kawasan dengan 
Infrastruktur PUPR 

Sebelum beranjak pada pola kerja keterpaduan perencanaan, sinkronisasi program 
& pembiayaan pembangunan, dan evaluasi pengembangan kawasan dengan 
infrastruktur PUPR, ada baiknya para pembaca terlebih dahulu mengenal dan 
memahami apa dan bagaimana struktur badan yang bekerja dalam lingkup 
perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR di lingkungan 
Kementerian PUPR. 

BPIW adalah sebuah unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR 
(Kementerian PUPR 2015). Sesuai khittahnya, BPIW dibentuk untuk menterpadukan 
rencana serta mensinkronkan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam 
upaya mendukung perwujudan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan 
energi, penguatan konektivitas nasional, permukiman yang layak huni dan 
berkelanjutan, penyediaan jasa konstruksi dan sistem investasi infrastruktur yang 
memadai, fasilitasi penyediaan rumah, pengusahaan penyediaan pembiayaan, 
membina sumber daya manusia konstruksi dan aparatur di lingkungan Kementerian 
PUPR. Berbagai tujuan pembangunan nasional tersebut tersurat secara gamblang 
dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan 
Presiden No. 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dan 
Keputusan Presiden No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan 
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2015-2019 (Pemerintah Republik 
Indonesia 2008; Pemerintah Republik Indonesia 2014b; Pemerintah Republik 
Indonesia 2014a). 
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Secara hierarki, unor yang dipimpin oleh 
Kepala Badan ini berkedudukan berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Menteri PUPR. Adapun tugas dan 
fungsi dari badan ini, sebagaimana diatur 
dalam Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian PUPR, diamanatkan untuk 
menyusun berbagai kebijakan teknis dan 
strategi keterpaduan antara pengembangan 
kawasan dengan infrastruktur PUPR. Dalam 
menjalankan amanat tersebut, BPIW 
didukung  dengan beberapa fungsi yakni (a) 
penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan 
program keterpaduan pengembangan 
kawasan dengan infrastruktur PUPR, (b) 
penyusunan strategi keterpaduan 

pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR, (c) pelaksanaan sinkronisasi 
program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR, (d) 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan 
sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR, 
serta (e) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri. 
Mengimplementasi berbagai tugas dan fungsi tersebut, BPIW didukung oleh 5 unit 
organisasi eselon 2 (dua), yakni 1 sekretariat dan 4 Pusat (Kementerian PUPR 2015). 
Secara rinci, unit organisasi dimaksud terdiri dari (1) Sekretariat Badan, (2) Pusat 
Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (3) Pusat 
Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, (4) Pusat Kawasan 
Pengembangan Kawasan Strategis, dan (5) Pusat Pengembangan Kawasan 
Perkotaan. Ilustrasi terkait struktur kelembagaan BPIW dapat dilihat pada Error! Not 
a valid bookmark self-reference. 

Adapun informasi mengenai tugas dari masing-masing unor eselon 2 (dua) tersebut 
dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Sekretariat Badan, yang umumnya  
dikenal dengan sebutan Setba, bertugas dalam pemberian dukungan pengelolaan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIW. Kedua, Pusat 
Perencanaan Infrastruktur PUPR, yang umum diketahui dengan sebutan Pusat 1 
(satu), bertugas dalam menyusun kebijakan teknis, strategi, rencana strategis, 

Gambar 2.1 Struktur Lembaga Badan 
Pengembangan Infrastruktur Wilayah 
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analisis manfaat, serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan 
infrastruktur PUPR. Ketiga, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan 
Infrastruktur PUPR atau lebih dikenal dengan sebutan Pusat 2 (dua) memiliki tugas 
dalam sinkronisasi program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterpaduan 
pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. Keempat, Pusat 
Pengembangan Kawasan Strategis, dikenal dengan Pusat 3 (tiga), memiliki tugas 
dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pengembangan area 
inkubasi di kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis yang 
menterpadukan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur PUPR, serta 
fasilitasi pengadaan tanah. Terakhir dan kelima, Pusat Pengembangan Kawasan 
Perkotaan, dikenal dengan sebutan Pusat 4 (empat), memiliki tugas dalam 
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan pengembangan area 
inkubasi di kawasan perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan 
berbagai kawasan dan infastruktur PUPR di kawasan perkotaan, serta keterkaitan 
antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan. 

Setelah mampu memahami apa dan bagaimana struktur kelembagaan BPIW, 
selanjutnya adalah memahami bagaimana alur atau pola kerja keterpaduan 
perencanaan, sinkronisasi program & pembiayaan, dan evaluasi pengembangan 
kawasan dengan infrastruktur PUPR di lingkungan BPIW. Pada Gambar 2-2 berikut, 
menjabarkan secara baku alur atau pola kerja tersebut. 

Penjelasan alur atau pola kerja Gambar 2.2 diawali dengan penetapan 
wilayah/kawasan pertumbuhan prioritas oleh Pusat 1. Hasil penetapan 
wilayah/kawasan pertumbuhan prioritas tersebut ditindak lanjuti dengan 
penyusunan Master Plan (MP) Pembangunan Infrastruktur di WPS dan kawasan 
pertumbuhan prioritas tersebut dan dilanjutkan dengan penyusunan Development 
Plan (DP) Pembangunan Infrastruktur PUPR di Wilayah Pengembangan Strategis dan 
Kawasan Pertumbuhan dilaksanakan oleh Pusat 3 dan Pusat 4 dimana Pusat 4 
menyiapkan Master Plan dan Development Plan untuk kawasan pekotaan, 
perdesaan dan metropolitan sedangkan Pusat 3 menyiapkan Master Plan dan 
Development Plan untuk kawasan strategis dan antar kawasan strategis. Master Plan 
Pembangunan Infrastruktur merupakan produk perencanaan dengan jangka waktu 
selama 10 tahunan (2015-2025) untuk 35 WPS dan 97 kawasan pertumbuhan. 
Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR merupakan dokumen 
perencanaan hasil penjabaran dari Master Plan Pembangunan Infrastruktur dengan 
jangka waktu 5 tahun (2015-2019) untuk 35 WPS dan 97 Kawasan Pertumbuhan. 
Arahan perencanaan dalam  Master Plan dan Development Plan tersebut dipadukan 
kedalam dokumen perencanaan infrastruktur pengembangan pulau (RIPP) yang 
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kemudian hasilnya digunakan sebagai masukan atau input dalam proses 
penyusunan perencanaan keterpaduan pengembangan kawasan, antar kawasan, 
antar WPS dengan Infrastruktur PUPR yang dilakukan oleh Pusat 1. Rencana tersebut 
kemudian dijabarkan berdasarkan lokus penanganannya yaitu pulau dan kepulauan. 
RIPP ini terdiri dari 6 (enam) Pulau dan Kepulauan yakni (1) RIPP Sumatera, (2) RIPP 
Jawa dan Bali, (3) RIPP Kalimantan, (4) RIPP Sulawesi, (5) RIP Kepulauan Maluku dan 
Papua, dan (7) RIPP Nusa Tenggara. 

 

 
Gambar 2. 1 Pola Kerja Keterpaduan Perencanaan, Sinkronisasi Program & Pembiayaan 

Pembangunan, dan Evaluasi Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR 

 

Selain RIPP, Pusat 1 juga menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 
PUPR, Rencana Aksi (Tematik), Penyaringan Prioritas Program, dan Kerjasama 
Regional serta Global (lihat Gambar 2.2). Khusus penyaringan prioritas program, 
Pusat 1 menentukan peringkat berbagai program pembangunan infastruktur PUPR 
yang akan masuk dalam produk perencanaan jangka panjang dan menengah, yang 
kemudian hasilnya akan disinkronkan oleh Pusat 2 untuk kemudian disaring menjadi 
prioritas program dan pembiayaan jangka pendek (3 (tiga) tahunan) dan tahunan. 
Dari hasil penyaringan tersebut, kemudian dikoordinasikan dan disinergikan dengan 
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Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Sekretariat Jenderal untuk pengalokasian 
anggaran. Sementara itu Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program melakukan 
pemantauan program infrastruktur bidang PUPR serta melakukan evaluasi 
keterpaduan rencana, kesinkronan program, dan keterpaduan pelaksanaan 
pembangunan bidang PUPR berdasarkan: (i) rencana pengembangan; (ii) 
pemrograman pembangunan; dan (iii) pelaksanaan pembangunan fisik. 

22.4 Pola Kerja Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan 
Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR  

Dalam struktur kelembagaan BPIW, Pusat yang secara khusus melakukan 
sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan keterpaduan pengembangan 
kawasan dengan infastruktur PUPR adalah Pusat Pemrograman dan Evaluasi 
Keterpaduan Infrastruktur PUPR atau Pusat 2. Adapun tugas Pusat ini adalah untuk 
melaksanakan sinkronisasi program & pembiayaan pembangunan, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur 
bidang PUPR. Fungsi yang dimiliki Pusat ini meliputi: 

1. Koordinasi dan penyusunan sinkronisasi program pembangunan jangka pendek 
keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR; 

2. Koordinasi dan penyusunan sinkronisasi serta penyusunan program tahunan 
pembangunan infrastruktur bidang PUPR; 

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan 
program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang 
PUPR; 

4. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan 
rumah tangga Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur 
PUPR. 

Beranjak dari tugas dan fungsi tersebut, alur atau pola kerja sinkronisasi program 
dan pembiayaan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR 
diawali hasil perencanaan yang dilakukan oleh Pusat 1, dalam hal ini RIPP. Substansi 
inti dari kedua produk perencanaan tersebut adalah program pembangunan 
infrastruktur PUPR jangka panjang dan dan jangka menengah. Kompilasi program 
tersebut kemudian dianalisis manfaat serta biayanya, dan diseleksi atau diurutkan 
berdasarkan prioritas untuk selanjutnya dilegalkan ke dalam bentuk Rencana 
Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Seluruh proses 
penyusunan produk perencanaan tersebut telah disesuaikan dan memperhitungkan 
berbagai produk perencanaan yang berlaku, diantaranya seperti RPJPN/D, 
RPJMN/D, Perpres, Direktif Presiden, Renstra SKPD, dan RTRW. Hasil dari program 



65

  

 

 

prioritas tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Pusat 2 (dua) atau Pusat 
Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR untuk diproses menjadi 
sinkronisasi program & pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR jangka 
pendek dan tahunan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastrutur 
PUPR. 

 
Gambar 2. 2 Pola Kerja Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan 

Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR 

Dalam proses pemrograman, berbagai program prioritas tersebut kemudian 
dianalisis kelayakannya serta dilakukan kriteria pemrograman dilanjutkan dengan 
fasilitasi dan koordinasi konsultasi daerah (prov, kab/kota) untuk menghasilkan 
program & pembiayaan pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan 
kawasan dengan infrastruktur PUPR. Program jangka pendek tersebut dengan 3 
(tiga) sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), dan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 
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Selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan 
menjadi program arahan keterpaduan pengembangan wilayah dengan infrastruktur 
PUPR tahunan. Melalui kegiatan Pra Konsultasi Regional dan Konsultasi Regional 
(Konreg) yang melibatkan unor di lingkungan Kementerian PUPR, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, serta Dinas Provinsi yang membidangi 
pekerjaan umum dan perumahan rakyat, program arahan tersebut disepakati dan 
akan menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Musrenbangnas). Seluruh proses pemrograman tersebut diatas, 
menyesuaikan menyesuaikan dengan jadwal perencanaan dan pemrograman 
pembangunan nasional sebagaimana tergambar berikut dibawah ini. 

 
Gambar 2. 3 Jadwal Rangkaian Kegiatan Perencanaan maupun Pemrograman 

Pembangunan Nasional  

Lain halnya dengan sumber pembiayaan APBN diatas, untuk Harmonisasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK), program dan pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR 
akan disinkronkan melalui kegiatan Konsultasi dan DAK dengan hasil akhir berupa 
Matriks Program Tahunan yang dibiayai DAK. Adapun jenis program pembangunan 
infrastruktur PUPR yang didukung melalui sumber pembiayaan ini adalah program-
program pembangunan infrastruktur PUPR kewenangan daerah (provinsi, 
kabupaten, dan kota) yang mendukung agenda prioritas pembangunan nasional. 

Untuk KPBU, secara tahunan, program dan pembiayaan akan disinkronkan melalui 
rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengusahaan 
Jalan Tol (BPJT), Badan Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM), dan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jenis program pembangunan 
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infrastruktur PUPR yang didukung melalui sumber pembiayaan ini adalah program-
program pembangunan yang memiliki kelayakan finansial yang tinggi. 

22.5 Pola Kerja Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan 
Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan 
Infrastruktur PUPR  

Secara kelembagaan, unit organisasi yang secara aktif melakukan sikronisasi 
program dan pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR jangka pendek adalah 
bidang penyusunan program. Bidang Penyusunan Program adalah satu dari 4 
(empat) Unit Kerja Eselon III di lingkungan Pusat Pemrograman dan Evaluasi 
Keterpaduan Infrastruktur PUPR yang mempunyai tugas: melaksanakan penyiapan 
dan penyusunan program sinkronisasi pembangunan jangka pendek keterpaduan 
pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Adapun fungsi dari 
bidang Penyusunan Program adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan analisis kelayakan dan kriteria program keterpaduan 
pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR; 

2. Penyusunan program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan 
dengan infrastruktur bidang PUPR; dan 

3. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemrograman, dan pembiayaan 
pembangunan jangka pendek infrastruktur bidang PUPR. 

Proses sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR 
Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR, 
berdasarkan dokumen perencanaan sebagai berikut adalah (i) Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025; (ii) Peraturan Presiden Nomor 2 
Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019; (iii) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2016; (iv) Direktif Presiden; (v) Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1 Tahun 2015 
tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR; (vi) RIPP; (vii) Program Jangka 
Panjang Infrastruktur PUPR; dan (viii) Program Jangka Menengah Infrastruktur 
PUPR. Berbagai data dan informasi tersebut diinvetarisasi dan diolah sehingga 
menjadi rancangan awal Program Jangka Pendek Tahun n+2, n+3, dan n+4. 

Rancangan awal program pembangunan infrastruktur PUPR jangka pendek tahun 
n+2, n+3, dan n+4 kemudian dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada para 
stakeholders (Unor Teknis, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya) melalui 
Rapat Konsultasi Daerah Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Pendek 
yang diselenggarakan di seluruh provinsi. Dalam rapat konsultasi, proses sinkronisasi 
program pembangunan infrastruktur PUPR jangka pendek dilakukan dengan 
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mempertimbangkan kriteria kesiapan (readiness criteria), dalam hal ini (i) 
kesesuaian RTRW; (ii) Feasibilty Study; (iii) Dokumen Lingkungan; (iv) Detailed 
Engineering Design; dan (vi) kesiapan lahan. Selain melaksanakan rapat konsultasi 
serta verifikasi program dilakukan kunjungan lapangan, khususnya pada kawasan-
kawasan yang menjadi prioritas nasional. 

Setelah melakukan berbagai rangkaian rapat konsultasi serta kunjungan lapangan 
tersebut, proses selanjutnya adalah melakukan finalisasi analisis kelayakan dan 
kriteria pemrograman. Dalam melakukan prioritas program pembangunan 
infrastruktur PUPR dilakukan dengan mempertimbangkan aspek quick yield, 
rounding up, dan highest leverage. Hal ini dilakukan dengan alasan terbatasnya pagu 
dalam kantong anggaran (resources envelope) untuk pembangunan infrastruktur 
PUPR baru (new infrastructure development). Hasil akhirnya adalah dokumen 
Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur PUPR jangka 
pendek tahun n+2, n+3, dan n+4.  

Dokumen tersebut selanjutnya di-input kedalam Sistem Informasi Pemrograman 
(SIP) menjadi output bidang Penyusunan Progam yaitu Sinkronisasi Program & 
Pembiayaan Pengembangan Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan 
dengan Infrastruktur PUPR Tahun n+2, n+3, n+4. Alur dan pola kerja sinkronisasi 
program dan pembiayaan pembangunan jangka pendek pengembangan kawasan 
dan infrastruktur dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2. 4 Pola Kerja Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur PUPR 

Jangka Pendek 
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33 BAB III 
SINKRONISASI PROGRAM DAN PEMBIAYAAN 
PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK 2018-2020 
KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN 

DENGAN INFRASTRUKTUR PUPR 

Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk 
mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (engine of growth), namun perlu 
lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan carrying capacity 
suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur 
merupakan pemicu (trigger) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (new emerging 
growth center) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru 
yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi 
kesenjangan antar wilayah. 

Selain itu pembangunan infrastruktur disamping diarahkan untuk mendukung 
pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan, dan perbatasan), juga untuk 
pengurangan urbanisasi dan urban sprawl, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, 
serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya 
untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Oleh karena itu pembangunan 
infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara 
terpadu oleh seluruh sektor sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan 
kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain pembangunan wilayah 
perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan 
pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih 
menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.  

3.1 Profil WPS dan Kawasan dalam WPS 

Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan kawasan dalam WPS merupakan 
pusat - pusat pertumbuhan utama yang diharapkan akan mampu menggerakkan 
perekonomian sehingga pada akhirnya akan menimbulkan trickle down effect ke 
daerah - daerah sekitarnya. Di bawah ini adalah profil WPS dan Kawasan dalam 
WPS di Pulau Sulawesi.  

3.1.1 Profil Wilayah Pengembangan Strategis di Pulau Sulawesi 

Terdapat lima Wilayah Pengembangan Strategis di Pulau Sulawesi yang terdiri dari 
dua Wilayah Pengembangan Strategis Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, 
dua Wilayah Pengembangan Strategis Pusat Pertumbuhan Baru, dan satu Wilayah 
Pengembangan Strategis Pusat Pertumbuhan Terpadu. Berikut merupakan profil 
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dari masing-masing WPS yang ada di Pulau Sulawesi. 

3.1.1.1 WPS 24 Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu  

WPS Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu merupakan WPS dengan 
kategori pusat pertumbuhan sedang berkembang dimana seluruh kawasan di 
dalam WPS ini masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara. 
Dalam pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Utara merupakan lokasi 
strategis sebagai pusat pertumbuhan serta pusat distribusi barang dan penunjang 
logistik di kawasan timur Indonesia serta memiliki akses internasional khususnya 
ke BIMP-EAGA, AIDA, Asia Timur, dan Pasifik. Selain itu, Pulau Sulawesi adalah 
salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia yang memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan merupakan salah 
satu eksportir ikan terbesar di Indonesia. Berikut merupakan Profil WPS Bitung – 
Manado – Amurang – Kotamobagu ditunjukkan oleh Gambar 3.1. 

Pada WPS ini terdapat empat kota dan lima kabupaten, diantaranya Kota Bitung, 
Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa 
Utara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara, dan Kab. Bolaang 
Mongondow. 

3.1.1.2 WPS 25 Gorontalo – Kotamobagu  

WPS Gorontalo – Kotamobagu merupakan WPS dengan kategori pusat 
pertumbuhan sedang berkembang dimana seluruh kawasan di dalam WPS ini 
masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo 
merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan perekonomian 
paling pesat di Indonesia. Sektor pertanian, perikanan dan jasa adalah sektor yang 
diandalkan di provinsi ini karena memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan 
asli daerah. Selain itu Provinsi Gorontalo juga merupakan salah satu daerah yang 
menjadi pintu masuk jalur perdagangan dari benua Amerika ke negara - negara di 
Asia Pasifik, seperti Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Tidaklah 
berlebihan jika Pemerintah Pusat menilai bahwa Provinsi Gorontalo menjadi salah 
satu tulang punggung penggerak roda ekonomi, pendidikan dan kebudayaan di 
kawasan timur Indonesia. Berikut merupakan Profil WPS Gorontalo – 
Kotamobagu ditunjukkan oleh Gambar 3.2. 

Pada WPS ini terdapat 1 sub kawasan, yaitu sub kawasan 25.1 Kawasan Strategis 
Pertanian dan Perikanan Gorontalo, yang terdiri dari 1 kota dan 3 kabupaten, 
yaitu Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, dan Kab. Boalemo. 
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3.1.1.3 WPS 26 Palu - Banggai  

WPS Palu - Banggai merupakan WPS dengan kategori pusat pertumbuhan baru. 
Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam WPS ini adalah Kota Palu, Kota Donggala, 
dan Kota Luwuk. Kota Palu merupakan kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, 
lautan, sungai, pegunungan, dan teluk yang memiliki potensi pada sektor 
pariwisata, sektor jasa dan komunikasi, serta sektor industri. Pada WPS 26 Pusat 
Pertumbuhan Baru Palu – Banggai, terdapat 2 Kawasan Prioritas Nasional yang 
memiliki fungsi kawasan pengembangan sebagai : 1). Kawasan Pertumbuhan 
Ekonomi Terpadu Palu - Donggala - Poso - Parigi Moutong, 2). Kawasan 
Pertumbuhan Baru Banggai dan Pariwisata Togean – Tomini. Sedangkan, 
Kabupaten Banggai dulunya merupakan bekas Kerajaan Banggai yang meliputi 
wilayah Banggai daratan dan Banggai Kepulauan. Pada tahun 1999 Kabupaten 
Banggai mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Banggai dan Kabupaten 
Banggai Kepulauan. Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten di 
Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik 
berupa hasil laut (ikan, udang, mutiara, rumput laut dan sebagainya), aneka hasil 
bumi (kopra, sawit, coklat, beras, kacang mente dan lainnya) serta hasil 
pertambangan (nikel yang sedang dalam taraf eksplorasi) dan gas (Blok Matindok 
dan Senoro). Profil WPS Palu – Banggai ditunjukan oleh Gambar 3.3. 

3.1.1.4 WPS 27 Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau-Bau – Wangi-wangi 

WPS 27 Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau-Bau – Wangi-wangi 
merupakan WPS dengan kategori pusat pertumbuhan baru. Kabupaten/Kota yang 
masuk ke dalam WPS ini adalah Kota Kendari, Kota Baubau, Kota Kolaka, Kota 
Unaaha, Kota Palopo dan Kota Mamuju. Masing-masing dari kota/kabupaten 
tersebut memiliki potensi wisata bahari karena sebagian besar wilayahnya berada 
di pinggir laut. Potensi wisata bahari tersebut dapat dilihat salah satunya pada 
Kabupaten Wangi-wangi yang masuk dalam gugusan kepulauan KSPN Wakatobi. 
KSPN Wakatobi merupakan kawasan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 
1996, dengan luas keseluruhan 1,39 juta ha, menyangkut keanekaragaman hayati 
laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi 
dari konservasi laut di Indonesia. Profil WPS Mamuju – Makale – Palopo – Kendari 
– Bau-bau – Wangi-wangi ditunjukan oleh Gambar 3.4. 
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3.1.1.5 WPS 28 Makassar – Parepare – Mamuju 

WPS Makassar – Pare-pare – Mamuju atau WPS 28 merupakan WPS Pusat 
Pertumbuhan Terpadu dimana wilayahnya termasuk ke dalam dua wilayah 
administratif yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. Profil 
WPS dapat dilihat pada Gambar 3.5.. 

Wilayah yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional di WPS ini adalah Kota Makassar, 
Kota Sungguminasa dan Kabupaten Takalar. Sedangkan yang menjadi Pusat 
Kegiatan Wilayah di WPS ini adalah Kabupaten Mamuju, Majene, Pangkajene, 
Barru, dan Parepare. 
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33.1.2 Profil Kawasan dalam Wilayah Pengembangan Strategis 

WPS 24 memiliki 3 kawasan yaitu kawasan 24.1 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi 
Terpadu Manado – Bitung, 24.2 Kawasan Strategis Pertanian dan Pariwisata 
Tomohon – Tondano, dan 24.3 Kawasan Ekonomi Dumoga – Kotamobagu 
(Bolaang Mongondow). Sub kawasan di dalam masing-masing kawasan dapat 
dilihat pada Gambar 3.6. 

WPS 25 memiliki 1 kawasan yaitu kawasan 25.1 Kawasan Strategis Pertanian dan 
Perikanan Gorontalo. Sub kawasan di dalam kawasan ini ditunjukan oleh Gambar 
3.7. 

WPS 26 memiliki 2 kawasan yaitu kawasan 26.1 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi 
Terpadu Palu – Donggala – Poso – Parigi Moutong dan 26.2 Kawasan 
Pertumbuhan Baru Banggai dan Pariwisata Togean – Tomini. Sub kawasan di 
dalam kawasan ini ditunjukan oleh Gambar 3.8.. 

Dalam WPS 27 terdapat 3 kawasan yaitu 27.1 Kawasan Pariwisata dan Pertanian 
Mamuju-Mamasa-Toraja, 27.2 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Buton-
Kolaka-Kendari-Konawe-Morowali, dan 27.3 Kawasan Strategis Pariwisata 
Wakatobi. Terdapat beberapa DI kewenangan pusat yang di dalam WPS ini yang 
dapat menyokong kawasan lumbung pangan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan 
yang termasuk ke dalam WPS 27. Namun kawasan yang ada di wilayah 
administratif Provinsi Sulawesi Barat adalah kawasan 27.1 Kawasan Pariwisata 
dan Pertanian Mamuju – Mamasa – Toraja. Pemetaan kawasan-kawasan serta sub 
kawasan yang terdapat di dalamnya ditunjukkan oleh Gambar 3.9. 

Sedangkan untuk pemetaan kawasan dan sub kawasan di dalam WPS 28 dapat 
dilihat pada gambar berikut. 

3.1.2.1 Kawasan 24.1 - Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Manado – Bitung 

Kawasan 24.1 didasarkan pada pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi 
Terpadu (KAPET) Manado – Bitung dimana Kota Manado dan Bitung merupakan 
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Kota Manado menjadi pusat pelayanan 
jasa dan Kota Bitung sebagai pusat kegiatan industri. Kawasan ini didukung oleh 
moda transportasi udara yaitu Bandara Sam Ratulangi serta Pelabuhan HUB 
Bitung yang merupakan salah satu dari 24 pelabuhan rencana tol laut. Pelabuhan 
Bitung memiliki beberapa terminal diantaranya terminal penumpang dan 
terminal peti kemas. Kondisi terminal yang ada di Pelabuhan HUB Bitung dapat 
dilihat pada gambar 3.2 dan gambar 3.3 di bawah. Selain itu, pada kawasan 24.1 
juga didukung oleh Pelabuhan Samudera Ikan Bitung dan Pelabuhan ASDP 
Manado Tua yang diharapkan dapat mendukung Kota Bitung sebagai pusat 
industri di dalam kawasan. Melihat potensi besar pada kawasan ini khususnya di 



81

  

 

 

Kota Bitung, diindikasikan adanya penetapan Kawasan Industri (KI) Bitung. 

Di dalam kawasan 24.1 terdapat sub kawasan yang merupakan prioritas 
pembangunan nasional yaitu: 

Tabel 3. 1 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 24.1 

Kawasan Provinsi Kabupaten
/ Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Pelabuhan 
Umum 
Bitung 

Sulawesi 
Utara 

Kota 
Bitung 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

Pelabuhan 
Umum 

Pelabuhan 
ASDP 
Manado Tua 

Sulawesi 
Utara 

Kota 
Manado 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

ASDP 

Bandar 
Udara Kargo 
Sam 
Ratulangi 

Sulawesi 
Utara 

Kota 
Manado 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

Bandar Udara 
Kargo 

Bendungan 
Kuwil 
Kawangkoan 

Sulawesi 
Utara 

Kab. 
Minahasa 
Utara 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

Bendungan 

PPS Bitung Sulawesi 
Utara 

Kota 
Bitung 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

PPS 

KI Bitung Sulawesi 
Utara 

Kota 
Bitung 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

KI 

Kawasan 
Metropolita
n Bimindo 

Sulawesi 
Utara 

Kota 
Bitung; 
Kota 
Manado 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

Kawasan 
Metropolitan 

Kota Baru 
Manado 

Sulawesi 
Utara 

Kota 
Manado 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

Kota Baru 
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Kawasan Provinsi Kabupaten
/ Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

KEK Bitung Sulawesi 
Utara 

Kota 
Bitung 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

KEK 

Terminal 
Tipe-A Liwas 

Sulawesi 
Utara 

Kota 
Manado 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

 

PKN 
Kawasan 
Perkotaan 
Manado 
Bitung 

Sulawesi 
Utara 

Kota 
Bitung; 
Kota 
Manado 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

PKN 

 

Kawasan 
Pengemban
gan Ekonomi 
Terpadu 
Manado – 
Bitung 

Sulawesi 
Utara 

Kota 
Bitung; 
Kota 
Manado 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

Kawasan 
Metropolitan 

 

Kawasan 
Konservasi 
dan Wisata 
Daerah 
Aliran Sungai 
Tondano 

Sulawesi 
Utara 

Kota 
Manado 

 

WPS 
24 

Kawasan 
24.1 

 

 

3.1.2.2 Kawasan 24.2 - Kawasan Strategis Pertanian dan Pariwisata Tomohon – Tondano 

Kawasan 24.2 didasarkan pada pengembangan kawasan pertanian dan pariwisata 
Tomohon – Tondano dimana terdapat Danau Tondano di Kab. Minahasa yang bisa 
dijadikan sebagai sumber air untuk pengairan di wilayah pertanian yang ada di 
sekitar danau. Selain itu, Danau Tomohon juga memiliki potensi pariwisata karena 
keindahan lokasi dan sekitarnya. Potensi wisata di kawasan ini tidak hanya Danau 
Tondano karena di Kota Tomohon terdapat suatu danau indah bernama Danau 
Linow.  
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Tabel 3. 2 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 24.2 

Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Kawasan 
Metropolitan 
Bimindo 

Sulawesi 
Utara 

Kab. 
Minahasa 

WPS 
24 

Kawasan 
24.2 

Kawasan 
Metropolitan 

PKW 
Tomohon 

Sulawesi 
Utara 

Kota 
Tomohon 

WPS 
24 

Kawasan 
24.2 PKW 

PKW Tondano Sulawesi 
Utara 

Kab. 
Minahasa 

WPS 
24 

Kawasan 
24.2 PKW 

Kawasan 
Konservasi 
dan Wisata 
Daerah Aliran 
Sungai 
Tondano 

Sulawesi 
Utara 

Kab. 
Minahasa 

WPS 
24 

Kawasan 
24.2 - 

3.1.2.3 Kawasan 24.3 Kawasan Ekonomi Dumoga - Kotamobagu (Bolaang Mongondow) 

Kawasan 24.3 didasarkan pada pengembangan kawasan Pusat Kegiatan Wilayah 
(PKW) Kotamobagu. Kawasan ini diindikasikan sebagai wilayah pertanian dengan 
adanya daerah irigasi yaitu DI Daratan Kotamobagu. Kawasan 24.3 ini diharapkan 
mampu menjadi kawasan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan 
utama yang menjadi prioritas di WPS 24.  
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Tabel 3. 3 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 24.3 

Kawasan Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 
WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Bendungan Lolak Sulawes
i Utara 

Kab. Bolaang 
Mongondow 

WPS 24 Kawasan 
24.3 

Bendungan 

PKW Kotamobagu Sulawes
i Utara 

Kota 
Kotamobagu 

WPS 24 Kawasan 
24.3 

PKW 

3.1.2.4 Kawasan 25.1 Kawasan Strategis Pertanian dan Perikanan Gorontalo 

Kawasan 25.1 didasarkan pada pengembangan kawasan di WPS 25 khususnya di 
wilayah yang merupakan delineasi Provinsi Gorontalo dimana Kota Gorontalo 
(PKN) sebagai pusat kegiatan pengembangan kawasan. Pada kawasan ini juga 
terdapat beberapa Kawasan Perdesaan Nasional dan Kawasan Pertanian Nasional 
serta DI kewenangan pemerintah pusat untuk menyokong kawasan pertanian 
yang mendukung pengembangan kawasan di WPS 25. Selain itu, pengembangan 
kawasan PKN Gorontalo ini juga dilengkapi oleh dukungan moda transportasi 
udara yaitu Bandara Djalaluddin yang terletak di Kabupaten Gorontalo.  

Tabel 3. 4 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 25.1 

Kawasan Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 
WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Pelabuhan 
Torosik (PR) 

Sulawesi 
Utara 

Kab. 
Bolmong 
Selatan 

WPS 
25 

Kawasan 
25.1 

PR 

Bendungan 
Bonehulu 

Gorontalo Kab. Bone 
Bolango 

WPS 
25 

Kawasan 
25.1 

Bendungan 

Bendungan 
Bolangu 
Hulu 

Gorontalo Kab. Bone 
Bolango 

WPS 
25 

Kawasan 
25.1 

Bendungan 

KPPN 
Mootilango 

Gorontalo Kab. 
Gorontalo 

WPS 
25 

Kawasan 
25.1 

KPPN 
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Kawasan Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 
WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

KPPN 
Tolangohula 

Gorontalo Kab. 
Gorontalo 

WPS 
25 

Kawasan 
25.1 

KPPN 

PKN 
Gorontalo 

Gorontalo Kota 
Gorontalo 

WPS 
25 

Kawasan 
25.1 

PKN 

PKW Isimu Gorontalo Kab. 
Gorontalo 

WPS 
25 

Kawasan 
25.1 

PKW 
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3.1.2.5 Kawasan 26.1 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Palu – Donggala – Poso – 
Parigi Moutong  

Kawasan 26.1 didasarkan pada pengembangan kawasan Pertumbuhan Ekonomi 
Terpadu Palu-Donggala-Poso-Parigi Moutong dimana kota Palu sebagai PKN. 
Pengembangan kawasan ini didukung oleh moda transportasi udara yaitu 
Bandara Mutiara SIS Aljufri di Kota Palu dan moda transportasi laut yaitu 
Pelabuhan Feeder Pantoloan, serta dua pelabuhan ASDP yaitu Pelabuhan 
Kabonga dan Pelabuhan Lero. Adanya dukungan moda transportasi udara dan 
laut ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kawasan 
industri yang ada di dalam WPS. Pada kawasan ini juga terdapat banyak KPN dan 
DI kewenangan pusat yang menyokong Provinsi Sulawesi Tengah sebagai 
kawasan lumbung pangan nasional. Berikut merupakan daftar sub kawasan yang 
ada di dalam kawasan 26.1  

Tabel 3. 5 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 26.1 

Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

KEK Palu Sulawesi 
Tengah 

Kota Palu WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

KEK 

KI Palu Sulawesi 
Tengah 

Kota Palu WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

KI 

KPPN Poso 
Pesisir Utara 
(Poso) 

Sulawesi 
Tengah 

Kab. Poso WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

KPPN 

KTM Parigi 
Moutong 

Sulawesi 
Tengah 

Kab. Parigi 
Moutong 

WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

KTM 

KTM Tampalore Sulawesi 
Tengah 

Kab. Poso WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

KTM 

Lumbung 
Pangan Nasional 
Sulawesi Tengah 

Sulawesi 
Tengah 

- WPS 
26 

- Lumbung 

Pelabuhan ASDP 
Kabonga 

Sulawesi 
Tengah 

Kab. 
Donggala 

WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

ASDP 
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Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Pelabuhan 
Umum 
Pantoloan 

Sulawesi 
Tengah 

Kota Palu WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

Pelabuhan 
Umum 

PKN Palu Sulawesi 
Tengah 

Kota Palu WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

PKN 

PKW Donggala Sulawesi 
Tengah 

Kab. 
Donggala 

WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

PKW 

PKW Poso  Sulawesi 
Tengah 

Kab. Poso WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

PKW 

Pelabuhan 
Penyeberangan 
Taipa 

Sulawesi 
Tengah 

Kota Palu WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

- 

Kawasan Poso 
dan Sekitarnya  

Sulawesi 
Tengah 

Kab. Poso WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

  

Kawasan Kritis 
Lingkungan 
Buol-Lambunu  

Sulawesi 
Tengah 

Kab. Parigi 
Moutong 

WPS 
26 

Kawasan 
26.1 

  

3.1.2.6 Kawasan 26.2 Kawasan Pertumbuhan Baru Banggai dan Pariwisata Togean – 
Tomini 

Sedangkan pada kawasan 26.2 didasarkan pada pengembangan kawasan 
pertumbuhan baru Banggai dengan adanya dukungan dari beberapa DI 
kewenangan pusat untuk menyokong kawasan lumbung pangan nasional dan 
pengembangan kawasan pariwisata di teluk tomini dimana terdapat pulau 
Togean yang bisa menjadi tujuan wisata baik lokal maupun mancanegara. 
Pengembangan kawasan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan 
ekonomi di kawasan ini dimana terdapat PKW Luwuk. Berikut daftar sub kawasan 
yang ada di dalam kawasan 26.2 
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Tabel 3. 6 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 26.2 

Kawasan Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 
WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

KTM Padauloyo Sulawesi 
Tengah 

Kab. Tojo Una-
Una 

WPS 
26 

Kawasan 
26.2 

KTM 

PKW Luwuk  Sulawesi 
Tengah 

Kab. Banggai WPS 
26 

Kawasan 
26.2 

PKW 

Kawasan 
Pengembangan 
Ekonomi 
Terpadu Batui 

Sulawesi 
Tengah 

Kab. Banggai WPS 
26 

Kawasan 
26.2 

  

Kawasan Kritis 
Lingkungan 
Balingara 

Sulawesi 
Tengah 

Kab. Tojo Una-
una 

WPS 
26 

Kawasan 
26.2 
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3.1.2.7 Kawasan 27.1 Kawasan Pariwisata dan Pertanian Mamuju – Mamasa – Toraja 

Pengembangan kawasan 27.1 didasarkan pada pengembangan kawasan 
pertanian dengan adanya dukungan DI kewenangan pusat yang diharapkan 
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan juga sebagai penyokong 
untuk PKW Mamuju. Selain kawasan pertanian, pada kawasan 27.1 ini juga 
terdapat kawasan wisata yang bisa dikembangkan di antaranya adalah kawasan 
wisata Toraja. Kawasan 27.1 ini juga didukung oleh moda transportasi udara yaitu 
Bandara Tampa Padang di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan 
dukungan moda transportasi laut berupa Pelabuhan Laut ASDP. Berikut daftar sub 
kawasan yang ada di kawasan 27.1 

Tabel 3. 7 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 27.1 

Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Pelabuhan ASDP 
Mamuju 

Sulawesi 
Barat 

Kab. 
Mamuju 

WPS 27, 
28 

Kawasan 
27.1, 
28.1 

ASDP 

KPPN Tommo 
(Mamuju) 

Sulawesi 
Barat 

Kab. 
Mamuju 

WPS 27, 
28 

Kawasan 
27.1, 
28.1 

KPPN 

KPPN Karossa, 
Tobadak 
(Mamuju 
Tengah)  

Sulawesi 
Barat 

Kab. 
Mamuju 
Tengah 

WPS 27, 
28 

Kawasan 
27.1, 
28.1 

KPPN 

PKW Mamuju Sulawesi 
Barat 

Kab. 
Mamuju 

WPS 27, 
28 

Kawasan 
27.1, 
28.1 

PKW 

KTM Tobadak Sulawesi 
Barat 

Kab. 
Mamuju 
Tengah 

WPS 27, 
28 

Kawasan 
27.1, 
28.1 

KTM 

KPPN Towuti Sulawesi 
Selatan 

Kab. Luwu 
Timur 

WPS 27 Kawasan 
27.1 

KPPN 

Bandar Udara Sulawesi Kab. Tana WPS 27 Kawasan Bandar 



93

  

 

 

Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Baru Buntu 
Kunik: Pontiku 

Selatan Toraja 27.1 Udara 
Baru 

KSPN Toraja dsk Sulawesi 
Selatan 

Kab. Tana 
Toraja 

WPS 27 Kawasan 
27.1 

KSPN 

PKW Palopo  Sulawesi 
Selatan 

Kota 
Palopo 

WPS 27 Kawasan 
27.1 

PKW 

KTM Mahalona Sulawesi 
Selatan 

Kab. Luwu 
Timur 

WPS 27 Kawasan 
27.1 

KTM 

Kawasan Toraja 
dan Sekitarnya 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. 
Tanatoraja 

WPS 27 Kawasan 
27.1 

  

Kawasan 
Soroako dan 
Sekitarnya 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. Luwu 
Timur 

WPS 27 Kawasan 
27.1 

  

3.1.2.8 Kawasan 27.2 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Buton – Kolaka – Kendari 
– Konawe – Morowali 

Kawasan 27.2 didasarkan pada pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi 
terpadu dimana Kota Kendari menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan 
didukung oleh moda transportasi udara Bandara Haluoleo dan Pelabuhan Kendari 
sebagai salah satu dari 24 pelabuhan rencana tol laut sebagai pintu keluar masuk 
barang dan jasa dari dan ke Pulau Sulawesi khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara. 
Berikut daftar sub kawasan yang ada di kawasan 27.2 

Tabel 3. 8 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 27.2 

Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Bendungan 
Ladongi 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Kolaka 
Timur             

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

Bendungan 
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Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Bendungan 
Loea 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Kolaka 
Timur             

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

Bendungan 

Bendungan 
Pelosika 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Konawe         

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

Bendungan 

KI Konawe Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Konawe 
Utara 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

KI 

KPPN 
Kabangka, 
Kontu 
Kowuna 
(Raha) 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. Muna WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

KPPN 

KPPN 
Tinanggea 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Konawe 
Selatan 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

KPPN 

KTM Hialu Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Konawe 
Utara 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

KTM 

KTM 
Kantisa 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. Muna WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

KTM 

KTM 
Tinanggea 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Konawe 
Selatan 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

KTM 

Pelabuhan 
ASDP 
Malili 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Kolaka 
Utara 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

ASDP 

Pelabuhan Sulawesi Kab. Muna WPS Kawasan ASDP 
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Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

ASDP Raha Tenggara 27 27.2 

Pelabuhan 
Lameluru 
(PL) 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Konawe 
Utara 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

PL 

Pelabuhan 
Laut 
Lawele (PL) 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. Buton WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

PL 

Pelabuhan 
Laut 
Wamengk
oli (PL) 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. Buton 
Tengah 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

PL 

Pelabuhan 
Umum 
Kendari 

Sulawesi 
Tenggara 

Kota 
Kendari 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

Pelabuhan 
Umum 

PKN 
Kendari 

Sulawesi 
Tenggara 

Kota 
Kendari 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

PKN 

PKW Bau-
Bau  

Sulawesi 
Tenggara 

Kota Bau-
Bau 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

PKW 

PKW 
Kolaka  

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Kolaka 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

PKW 

PKW 
Lasolo  

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Konawe 
Utara 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

PKW 

PKW Raha Sulawesi 
Tenggara 

Kab. Muna WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

PKW 

PKW 
Unaaha  

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Konawe 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

PKW 
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Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

PPS 
Kendari 

Sulawesi 
Tenggara 

Kota 
Kendari 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

PPS 

Kawasan 
Pengemba
ngan 
Ekonomi 
Terpadu 
Buton, 
Kolaka, 
dan 
Kendari  

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Buton, 
Kab. 
Kolaka. 
Kota 
Kendari 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

Kawasan 
Metropolitan 

Kawasan 
Taman 
Nasional 
Rawa Aopa 
- 
Watumoha
i dan Rawa 
Tinondo  

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Kolaka, 
Kab. 
Konawe. 
Kab. 
Konawe 
Sekatan 

WPS 
27 

Kawasan 
27.2 

 

3.1.2.9 Kawasan 27.3 Kawasan Strategis Pariwisata Wakatobi 

Kawasan 27.3 didasarkan pada pengembangan kawasan strategis pariwisata 
dimana terdapat Kepulauan Wakatobi yang menjadi kawasan strategis pariwisata 
nasional prioritas. Kawasan ini didukung oleh adanya moda transportasi laut 
berupa pelabuhan ASDP. Berikut merupakan daftar sub kawasan yang ada di 
dalam kawasan 27.3 

Tabel 3. 9 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 27.3 

Kawasan Provinsi Kabupaten/
Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

KPPN Wangi-wangi 
Selatan (Wangi-
wangi) 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Wakatobi 

WPS 
27 

Kawasan 
27.3 

KPPN 
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Kawasan Provinsi Kabupaten/
Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

KSPN Wakatobi Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Wakatobi 

WPS 
27 

Kawasan 
27.3 

KSPN 

Pelabuhan ASDP 
Kaladupa 

Sulawesi 
Tenggara 

Kab. 
Wakatobi 

WPS 
27 

Kawasan 
27.3 

ASDP 
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3.1.2.10 Kawasan 28.1 Kawasan Pertumbuhan Baru dan Minapolitan Mamuju 

Kawasan 28.1 didasarkan pada pengembangan kawasan Mamuju sebagai Pusat 
Kegiatan Wilayah (PKW) dengan dukungan moda transportasi udara yaitu 
Bandara Tampa Padang dan dukungan moda transportasi laut berupa pelabuhan 
ASDP. Berikut merupakan daftar sub kawasan yang ada di dalam kawasan 28.1 

Tabel 3. 10 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 28.1 

Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Pelabuhan 
ASDP Mamuju 

Sulawesi 
Barat 

Kab. 
Mamuju 

WPS 
27, 
28 

Kawasan 
27.1, 
28.1 

ASDP 

KPPN Tommo 
(Mamuju) 

Sulawesi 
Barat 

Kab. 
Mamuju 

WPS 
27, 
28 

Kawasan 
27.1, 
28.1 

KPPN 

KPPN Karossa, 
Tobadak 
(Mamuju 
Tengah)  

Sulawesi 
Barat 

Kab. 
Mamuju 
Tengah 

WPS 
27, 
28 

Kawasan 
27.1, 
28.1 

KPPN 

PKW Mamuju Sulawesi 
Barat 

Kab. 
Mamuju 

WPS 
27, 
28 

Kawasan 
27.1, 
28.1 

PKW 

KTM Tobadak Sulawesi 
Barat 

Kab. 
Mamuju 
Tengah 

WPS 
27, 
28 

Kawasan 
27.1, 
28.1 

KTM 

Lumbung 
Pangan 
Nasional 
Sulawesi 
Selatan 

Sulawesi 
Selatan 

- WPS 
28 

- Lumbung 
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3.1.2.11 Kawasan 28.2 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Pare – Pare 

Kawasan 28.2 didasarkan pada pengembangan kawasan ekonomi terpadu Pare-
pare dimana terdapat beberapa PKW dan didukung oleh adanya moda 
transportasi laut berupa pelabuhan ASDP. Pada kawasan 28.2 ini juga terdapat 
beberapa KPN dan DI kewenangan pusat yang diharapkan mampu menyokong 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan lumbung pangan nasional. Berikut 
merupakan daftar sub kawasan yang ada di dalam kawasan 28.2 

Tabel 3. 11 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 28.2 

Kawasan Provinsi Kabupaten/
Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Pelabuhan 
Marabombang 
(PR) 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. Pinrang WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

PR 

Pelabuhan ASDP 
Lero 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. Pinrang WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

ASDP 

Pelabuhan ASDP 
Pare-Pare 

Sulawesi 
Selatan 

Kota Pare-
Pare 

WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

ASDP 

Pelabuhan ASDP 
Pinrang 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. Pinrang WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

ASDP 

KPPN 
Duampanua, 
Lansirang, 
Mattiro Sompe, 
Suppa (Pinrang) 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. Pinrang WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

KPPN 

Pelabuhan Laut 
Marabombang 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. Pinrang WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

- 

KPPN Balusu, 
Mallusetasi 
(Barru) 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. Barru WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

KPPN 
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Kawasan Provinsi Kabupaten/
Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

KPPN Maritengae 
(Sidrap) 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. 
Sidenreng 
Rappang 

WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

KPPN 

PKW Barru  Sulawesi 
Selatan 

Kab. Barru WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

PKW 

PKW Pare-Pare Sulawesi 
Selatan 

Kota Pare-
Pare 

WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

PKW 

Kawasan 
Pengembangan 
Ekonomi Terpadu 
Parepare  

Sulawesi 
Selatan 

Kota 
Parepare 

WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

  

Kawasan Stasiun 
Bumi Sumber 
Alam Parepare 

Sulawesi 
Selatan 

Kota 
Parepare 

WPS 
28 

Kawasan 
28.2 

  

3.1.2.12 Kawasan 28.3 Kawasan Megapolitan dan Pusat Pertumbuhan Mamminasata 

Kawasan 28.3 didasarkan pada pengembangan kawasan megapolitan dan pusat 
pertumbuhan Mamminasata dengan dukungan moda transportasi udara berupa 
Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan HUB Makassar yang 
merupakan salah satu dari 24 pelabuhan rencana tol laut. Selain itu kawasan ini 
juga didukung dengan adanya pelabuhan ASDP. Dukungan moda transportasi 
laut ini diharapkan mampu menjadi jalur masuk dan keluar barang dan jasa dari 
dan menuju Pulau Sulawesi khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan ini 
juga diharapkan mampu menyokong pusat – pusat kegiatan industri yang ada di 
dalam WPS khususnya kawasan 28.3. Berikut merupakan daftar sub kawasan 
yang ada di dalam kawasan 28.3. 
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Tabel 3. 12 Sub Kawasan di Dalam Kawasan 28.3 

Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Pelabuhan 
Umum 
Makassar (HUB) 

Sulawesi 
Selatan 

Kota 
Makassar 

WPS 
28 

Kawasan 
28.3 

Pelabuhan 
Umum 

Pelabuhan ASDP 
Maros 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. 
Maros 

WPS 
28 

Kawasan 
28.3 

ASDP 

Bandar Udara 
Kargo 
Hasanuddin 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. 
Maros 

WPS 
28 

Kawasan 
28.3 

Bandar 
Udara Kargo 

PKN Kawasan 
Perkotaan 
Makassar - 
Sungguminasa - 
Takalar - Maros 
(Maminasata) 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. 
Gowa, 
Kab. 
Maros, 
Kab. 
Takalar, 
Kota 
Makassar 

WPS 
28 

Kawasan 
28.3 

PKN 

Kawasan 
Metropolitan 
Maminasata 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. 
Gowa, 
Kab. 
Maros, 
Kab. 
Takalar, 
Kota 
Makassar 

WPS 
28 

Kawasan 
28.3 

Kawasan 
Metropolitan 

Kota Baru 
Makassar 

Sulawesi 
Selatan 

Kota 
Makassar 

WPS 
28 

Kawasan 
28.3 

Kota Baru 

KTM Punaga Sulawesi 
Selatan 

Kab. 
Takalar 

WPS 
28 

Kawasan 
28.3 

KTM 
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Kawasan Provinsi Kabupaten
/Kota WPS Dalam 

Kawasan Jenis 

Bendungan 
Pamukkulu 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. 
Takalar 

WPS 
28 

Kawasan 
28.3 

Bendungan 

Bendungan 
Karalloe 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. Gowa WPS 
28 

Kawasan 
28.3 

Bendungan 

Bendungan 
Jenelata 

Sulawesi 
Selatan 

Kab. Gowa WPS 
28 

Kawasan 
28.3 

Bendungan 

Kawasan 
Perkotaan 
Makassar – 
Maros – 
Sungguminasa - 
Takalar 
(Mamminasata)  

Sulawesi 
Selatan 

Kab. 
Gowa, 
Kab. 
Maros, 
Kab. 
Takalar, 
Kota 
Makassar 

WPS 
28 

Kawasan 
28.3 

Kawasan 
Metropolitan 

  



104

 

 
 

Ga
m

ba
r 3

. 1
0 

Pe
ta

 K
aw

as
an

 d
i W

PS
 2

8 
M

ak
as

sa
r –

 P
ar

e 
pa

re
 –

 M
am

uj
u 



105

  

 

 

33.2 Analisis Kelayakan Program Jangka Pendek 2018 – 2020 Pulau Sulawesi  

Analisis kelayakan program jangka pendek adalah analisis terkait kebutuhan 
infrastruktur PUPR seluruh kawasan – kawasan strategis baik yang ada dalam 
kawasan, antar kawasan, ataupun antar WPS dalam program pembangunan jangka 
pendek 2018 – 2020. Merujuk pada pola kerja sinkronisasi program dan 
pembiayaan pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan 
dengan infrastruktur PUPR, terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam 
analisis kelayakan program yaitu (1) identifikasi kawasan terdukung sesuai dengan 
program prioritas yang telah diarahkan oleh pusat perencanaan infrastruktur 
PUPR, (2) identifikasi fungsi kawasan terdukung, (3) identifikasi jangka waktu 
berfungsinya kawasan terdukung, (4) potensi, dan  (5) tantangan. Berdasasrkan 
kriteria – kriteria tersebut akan dihasilkan indikasi program yang selanjutnya 
diintegrasikan dengan kriteria pemrograman.  

Pada bagian ini, analisis kelayakan akan terbagi kedalam 3 (tiga) bagian yaitu (1) 
Analisis Kelayakan Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Pendek 
dalam Kawasan, (2) Analisis Kelayakan Program Pembangunan Infrastruktur PUPR 
Jangka Pendek Antar Kawasan dalam WPS, dan (3) Analisis Kelayakan Program 
Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Pendek antar WPS. Berikut merupakan 
analisis kelayakan program pembangunan jangka pendek 2018-2020 keterpaduan 
pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.  

3.2.1 Analisis Kelayakan Program Jangka Pendek dalam Kawasan 

Analisis kelayakan program jangka pendek dalam kawasan adalah program – 
program jangka pendek yang ada di setiap kawasan dalam Wilayah Pengembangan 
Strategis. Pembahasan terkait kebutuhan program disusun dalam rangka 
mendukung kebutuhan masing – masing sub kawasan yang ada.  

3.2.1.1 Kawasan (24.1) Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Manado Bitung 

a. Pelabuhan Umum Bitung 

Pelabuhan ini mendukung pengembangan KEK Bitung, kegiatan industri KTI 
(Ambon dan Ternate sebagai pengembangan pertanian, industri dan 
pertambangan) serta Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Nunukan (batubara, 
minyak bumi dan kayu lapis) 
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b. Bandar Udara Kargo Sam Ratulangi 

Bandar Udara Kargo Sam Ratulangi adalah sebuah bandar udara yang terletak 
di Kecamatan Mapanget, kira-kira 30 menit dari arah pusat Kota Manado, 
Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Bandar udara ini selesai dipugar pada 
tahun 2001. Kawasan yang asri dan hijau menghiasi daerah sekitar Bandara 
Udara Internasional Sam Ratulangi. Bandara ini dinamai sesuai nama Dr. 
Gerungan Saul Samuel Yacob Ratulangi, pahlawan nasional Indonesia asal 
Sulawesi Utara. Bandara ini memiliki kapasitas 3 juta penumpang/tahun. 

c. Bendungan Kuwil Kawangkoan 

Bendungan Kuwil Kawangkoan memiliki daya tampung mencapai 23,37 juta m3, 
terletak melintang di Sungai Tondano di sebelah hilir PLTA Tanggari II. 
Bendungan ini berfungsi sebagai penyedia air baku untuk Kota Manado, 
Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung dengan debit sebesar 4,50 
m3/detik dan sebagai penyedia energi listrik dengan kapasitas sebesar 2 x 0,7 
MW. Selain itu, bendungan ini berfungsi mereduksi banjir sebesar 282,18 
m3/detik terhadap Kota Manado dan sekitarnya; dan pengembangan 
pariwisata khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Beberapa potensi alam 
pendukung bendungan ini yaitu banyak dialiri sungai (DAS Tondano dan DAS 
Taduan), wilayah berbukit yang ideal untuk rencana pembangunan Bendungan 
Kuwil di Kawangkoan. Produk unggulan yaitu tanaman pangan (padi, jagung, 
ubi-ubian) dan holtikultura, serta produk perkebunan (kelapa, cengkeh, vanili, 
cokelat/kakao, dan pala). Pembangunan Bendungan Kuwil tertunda akibat 
proses pembebasan lahan pada tahun 2016 dan diharapkan dapat mulai 
dilaksanakan pada TA 2017. 

d. PPS Bitung 

Melayani kegiatan kapal penangkap ikan, dengan kawasan fishing ground Teluk 
Tomini, perairan Laut Sulawesi dan Maluku, serta Samudera Pasifik. 

e. KI Bitung 

KI Bitung sebagai bagian dari KEK Bitung di Desa Tanjung Merah. Kawasan ini 
merupakan Kawasan Industri Modern (KI Generasi III) dan memiliki basis 
industri agroindusti dan perikanan/kelautan berbasis ekspor dan logistik. 

f. Kawasan Metropolitan Bimindo 

Kawasan metropolitan Bimindo terbentuk pada tahun 2011 dari proses 
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integrasi 3 kota besar di Sulawesi Utara yaitu Kota Bitung, Kota Minahasa, dan 
Kota Manado. Menurut RTRW Provinsi Sulawesi Utara, delineasi kawasan 
metropolitan Bimindo mencakup 34 kecamatan yang tersebar di ketiga kota 
tersebut. Salah satu kriteria dasar pemilihan lokasi kawasan metropolitan baru 
di Indonesia ialah adanya potensi cepat tumbuh pada daerah tersebut. Struktur 
ekonomi Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa wilayah – wilayahnya 
memiliki kegiatan ekonomi yang beragam baik sektor primer yaitu sektor 
pertanian (18%), maupun sektor sekunder yaitu perdagangan, hotel, dan 
restoran (17,5%), sektor bangunan (15,9%), dan angkutan (13,1%), serta sektor 
tersier yaitu jasa - jasa (15,2%). Kondisi ini menunjukkan adanya keberagaman 
kegiatan sektor ekonomi di masing - masing kota/kabupaten. Kegiatan sektor 
ekonomi Provinsi Sulawesi Utara masih terkonsentrasi di kawasan Manado - 
Bitung dan sekitarnya. 

Adapun, konsep awal pengembangan kawasan Bimindo ialah karena posisi 
strategis yang dimiliki oleh kawasan Bimindo, yaitu sebagai pintu gerbang 
Indonesia menuju kawasan Asia Pasifik, jalur ALKI II, destinasi wisata 
internasional (taman laut Bunaken), dan barometer perkotaan di Indonesia 
Timur. Sebagai core city dari Bimindo, perkembangan Kota Manado pun turut 
menjadi pertimbangan dari pengembangan Bimindo.  

Adapun beberapa beban fungsi dari Bimindo, yaitu PKN Manado Bitung, KEK 
Bitung, KSN Das Tondano, Bitung Hub Int’l Port, KSPN Bunaken dsk, KSPN 
Bitung Pulau Lembeh dsk dan KSPN Tondano – Tomohon. 

g. Kota Baru Manado 

Kota baru Manado merupakan konsep kawasan hunian dan komersial di 
kawasan primer CBD (Central Business District) baru di daerah Paniki – Kairagi 
Kota Manado. Kawasan ini memiliki beberapa potensi alam seperti lokasi di 
perimeter kota, kawasan berbukit, banyak cut and fill, menggunakan materi 
galian/pemotongan bukit di bagian lain Kota Manado dan kabupaten sekitar. 
Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya longsor/banjir di dalam Kota 
Manado. 

h. KEK Bitung 

Pengembangan KEK Bitung (534 ha) di Desa Tanjung Merah Bitung diatur 
melalui PP No.32/2014 tentang KEK Bitung. Target investasi Pemerintah Pusat 
(Kemenperin) mencapai Rp. 2 Triliun dan diharapkan mampu membuka 
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kesempatan kerja bagi 90.000 karyawan.Potensi eksisting pendukung kawasan 
ini dari penyediaan infrastruktur listrik (GI Tanjung Merah), air baku dari Mata 
Air Tendek dan S. Pinokalan, dan Bendungan Kuwil di Kawangkoan (mulai 
dibangun 2017). 

i. Terminal Tipe-A Liwas 

Terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Liwas Kecamatan Paal Dua sebagai 
upaya pendukung pengembangan sistem transportasi masal. 

j. PKN Kawasan Perkotaan Manado Bitung 

PKN Kawasan Perkotaan Manado Bitung terdiri Kota Manado, ibukota Provinsi 
Sulawesi Utara, yang merupakan pusat jasa & perdagangan di KTI, pusat jasa 
pelayanan ekowisata dan konvensi MICE dan Kota Bitung yang merupakan 
pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian-perikanan orientasi 
ekspor. Pengembangan kawasan ini didukung dengan adanya Bandara 
Internasional Sam Ratulangi, Pelabuhan Pengumpul Kelas II Manado dan 
Kawasan Wisata Bahari KSPN Bunaken dsk di Kota Manado dan Pelabuhan Hub 
Internasional Bitung, lokasi PPS Bitung, dan lokasi kawasan wisata KSPN Bitung 
– Lembeh dsk (wisata bahari Pulau & Selat Lembeh, Kawasan Lindung Tangkoko 
– Batuangus) di Kota Bitung. Beberapa potensi eksisting kawasan ini yaitu 
pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luas 
lahan pertanian, pengendalian perkembangan PKN dan PKW yang menjalar 
(urban sprawl), pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri 
pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri 
terpadu. Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan perkotaan 
Manado Bitung  diantaranya adalah: 

1. Rawan longsor/banjir (dalam Kota Manado, Kab. Minahasa Utara) akibat 
penggundulan hutan dan pemotongan bukit untuk reklamasi dan 
pembangunan properti di Manado. 

2. Perlu dukungan sistem pencegahan banjir di kawasan hulu DAS Tondano (di 
Kab. Minahasa Utara) 

3. Kepadatan lalu lintas dalam kota, ke/dari obyek wisata (Kota Manado, Kota 
Bitung, dan Kab. Minahasa Utara) 

4. Rawan banjir karena sistem drainase kurang memadai 
5. Perlu dukungan perbaikan lingkungan/kawasan permukiman kumuh/rawan 

banjir, antara lain di bantaran Sungai Tondano antara Jembatan Kairagi dan 
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Jembatan Megawati 
6. Penurunan kuantitas dan kualitas air di Danau Tondano  
7. Kecilnya luas kawasan hutan dan didominasi tanaman cengkeh dan kelapa 

dalam penggunaan lahan (41,5%), kurang optimal berfungsi sebagai 
kawasan resapan air (water recharge area) 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan perkotaan 
Manado Bitung, yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air :  

 Pembangunan sumber air baku skala besar (untuk industri, perumahan, 
dan penanggulangan banjir/longsor di Kota Manado dan Kab. Minahasa 
Utara), 

 Pelestarian DAS Tondano sebagai sumber air baku pertanian dan air 
bersih bagi Kab. Minahasa dan Kota Manado. Sudah ada rencana 
pembangunan Bendungan Kuwil di Kawangkoan (masuk dalam DAS 
Tondano), 

 Revitalisasi Danau Tondano 
2. Sektor Bina Marga : 

 Pembangunan/peningkatan jalan internal di Kota Manado, 
 Pembangunan/peningkatan aksesibilitas Manado – Bitung (Jalan Tol 

Manado – Bitung), 
 Jalan wisata/jalan usahatani di kawasan wisata/hinterland di sekitar 

3. Sektor Cipta Karya : 
 Pembangunan/perbaikan infrastruktur permukiman di kawasan 

perkotaan : air minum, drainase, PLP (IPAL, IPLT, TPA/TPST/TPS-3R) 
4. Sektor Perumahan dan Permukiman : 

 Pembangunan/perbaikan perumahan MBR, terutama di kawasan 
kumuh/rawan banjir di bantaran sungai 

k. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado – Bitung 

KAPET Manado – Bitung ditetapkan melalui KEPPRES No. 14 Tahun 1998 
dengan luas wilayah 201.207 ha. Cakupan wilayah meliputi Kota Bitung, Kota 
Manado, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara. Konsep 
pengembangan: Kota Manado (sebagai pusat wisata bahari dan wisata MICE); 
Kota Bitung (pusat agroindustri dan pengolahan hasil kelautan berorientasi 
ekspor). Pengembangan Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara 
sebagai pusat pertanbun tanaman pangan/hortikultura dan sumber air baku 
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skala besar. 

l. Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Tondano 

Luas DAS Tondano sekitar 51.000 ha, termasuk di dalamnya Danau Tondano 
yang memiliki luas 4.680 ha atau 8% total luas DAS Tondano. Kawasan ini 
merupakan daerah perbukitan dan pegunungan, dengan sekitar 25% lahan 
memiliki kemiringan di atas 25%. Sebagian besar kawasan ini terletak di wilayah 
Kabupaten Minahasa (meliputi 11 kecamatan dan 146 desa/kelurahan), 
sedangkan sisanya di wilayah Kota Manado (4 kecamatan). Sungai Tondano 
sebagai sumber air baku untuk air bersih bagi Kota Manado dan untuk irigasi 
pertanian bagi Kabupaten Minahasa. Danau Tondano sebagai sumber air baku 
pertanian, kawasan wisata danau dan perikanan rakyat. Terdapat tantangan 
dan potensi kerusakan yaitu kecilnya luas kawasan hutan, dominasi tanaman 
cengkeh dan kelapa dalam penggunaan lahan (41,5%), kurang optimalnya 
lahan sebagai fungsi kawasan resapan air (water recharge area). Potensi 
kerusakan lainnya yaitu terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air di Danau 
Tondano sebagai akibat pendangkalan/penyempitan danau karena 
sedimentasi/pertumbuhan enceng gondok/keramba apung perikanan tidak 
terkendali. Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini 
yaitu: 

1. Pelestarian DAS Tondano sebagai sumber air baku pertanian dan air bersih 
bagi Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Sudah ada rencana 
pembangunan Bendungan Kuwil di Kawangkoan (masuk dalam DAS 
Tondano) 

2. Revitalisasi Danau Tondano. 

3.2.1.2 Kawasan (24.2) Strategis Pertanian dan Pariwisata Tomohon – Tondano 
a. Kawasan Metropolitan Bimindo 

(Profil kawasan ini sudah dijelaskan pada Sub Bab 3.2.1.1) 
b. PKW Tomohon 

Kota Tomohon merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara sejak 
tahun 2003. Kota yang berjarak 23 km dari Kota Manado ini terdiri dari 5 
kecamatan dan memiliki produk unggulan berupa tanaman pangan (padi, 
jagung, ubi-ubian), holtikultura, dan produk perkebunan (kelapa, cengkeh, 
vanili, cokelat/kakao, dan pala). Selain itu, PKW Tomohon memiliki banyak 
obyek wisata kelas dunia seperti wisata alam, Kota Bunga Tomohon, gunung 
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berapi, dan peninggalan sejarah/ziarah. Potensi eksisting kawasan ini yaitu 
pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luas 
lahan pertanian, kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana 
letusan gunung berapi, kawasan pendayagunaan sumber air berbasis pada 
Wilayah Sungai (WS) yang merupakan WS strategis nasional (WS Tondano-
Likupang). Potensi pengembangan kegiatan wisata cukup kuat sehingga 
diperlukan antisipasi peningkatan kepadatan lalu lintas internal kabupaten 
untuk kelancaran jaringan through-traffic Manado – Kabupaten Minahasa 
Utara – Bitung. Selain itu, adanya potensi kerusakan kawasan pantai utara 
(Likupang dsk) karena gerusan ombak Laut Sulawesi. Dukungan yang 
dibutuhkan dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di 
kawasan ini adalah: 

1. Sumber air baku pertanian/irigasi yang cukup/ berkesinambungan 
2. Jalan koneksi antara kota/desa, jalan usaha tani dsb. 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan PKW Tondano, yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air :  

 Pembangunan/perbaikan fasilitas sumber air baku untuk pertanian dan 
kegiatan perkotaan/permukiman 

 Pembangunan/perbaikan bangunan pengaman Pantai Likupang dsk. 
2. Sektor Bina Marga :  

 Pembangunan/peningkatan jaringan jalan Manado – Airmadidi – Bitung 
– Likupang – Manado 

c. PKW Tondano 

Kota Tondano adalah ibu kota Kabupaten Minahasa, yang meliputi 4 
kecamatan. Kota ini terletak di tepi Danau Tondano dan memiliki suhu yang 
cukup sejuk. Kota ini dapat dijangkau dari Kota Manado sejauh 35 km ke arah 
selatan melewati Kota Tomohon, arah timur melewati Kecamatan Tombulu, 
dan arah timur laut melewati Kota Airmadidi (Ibu Kota Kabupaten Minahasa 
Utara). 

Potensi eksisting kawasan ini yaitu pengendalian perkembangan fisik PKN dan 
PKW untuk mempertahankan luas lahan pertanian, pusat pariwisata cagar 
budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan 
adaptasi bencana letusan gunung berapi, kawasan pendayagunaan sumber air 
berbasis pada Wilayah Sungai (WS) yang merupakan WS strategis nasional (WS 
Tondano-Likupang). Beberapa potensi alam Tondano yaitu memiliki kawasan 
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pertanian subur (wilayah gunung berapi aktif), potensi pariwisata berupa 
wisata alam (pemandangan alam dan danau), kawasan vulkanik (gunung 
berapi, sumber air panas) dan wisata ziarah (Makam Tuanku Imam Bonjol, Jalan 
Salib Mahawu, Bukit Kasih Kaki G. Soputan).  

Dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan sektor pertanian dan 
perkebunan di kawasan ini adalah: 
1. Sumber air baku pertanian/irigasi yang cukup/ berkesinambungan 
2. Jalan koneksi antara kota/desa, jalan usahatani dsb 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan PKW Tondano, yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air :  

 Pembangunan/perbaikan sumber air baku pertanian/irigasi yang cukup 
dan berkesinambungan 

2. Sektor Bina Marga : 
 Perbaikan/peningkatan kapasitas jalan penghubung antara kota – 

kabupaten, antar desa, dan jalan usahatani  
d. Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Tondano 

(Profil kawasan ini sudah dijelaskan pada Sub Bab 3.2.1.1) 

3.2.1.3 Kawasan (24.3) Ekonomi Dumoga – Kotamobagu (Bolaang Mongondow) 
a. Bendungan Lolak 

Bendungan Lolak yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow mulai 
konstruksi tahun 2015 dan diagendakan selesai tahun 2020. Bendungan ini 
akan menjadi sumber air baku irigasi bagi kawasan pertanian seluas 2.214 ha 
dengan mendukung penyediaan air baku 500 liter/detik dan memiliki potensi 
tenaga listrik 2,43 MV. Kawasan Lolak dsk merupakan kawasan pertanian 
dengan produk utama padi, kelapa, jagung dan perikanan laut (fishing ground 
Laut Sulawesi). Potensi pertanian ini perlu dukungan suplai air irigasi secara 
cukup, berkesinambungan, dan tanpa hambatan. Bangunan bendungan rawan 
terhadap pendangkalan karena sedimentasi sehingga diperlukan adanya sabo-
dam di bagian hilir bendungan.  

b. PKW Kotamobagu 

PKW Kotamobagu merupakan kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan 
adaptasi bencana letusan gunung berapi. Kawasan ini dilalui WS strategis 
nasional dan memiliki pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian 
tanaman pangan padi. Potensi alam kawasan ini berupa pertanian dan 
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perkebunan dengan produk unggulan tanaman pangan yaitu komoditas padi 
yang memiliki lahan panen sekitar 56,68% dari total luas panen tanaman 
pangan di Kotamobagu dan tanaman jagung dengan luas panen sekitar 5.572 
Ha. 

Dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan sektor pertanian dan 
perkebunan di kawasan ini adalah : 

1. Sumber air baku pertanian/irigasi yang cukup/ berkesinambungan 
2. Jalan koneksi antara kota/desa, jalan usahatani dsb 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan PKW Kotamobagu, 
yaitu: 

1. Sektor Sumber Daya Air :  
 Pembangunan/perbaikan sumber air baku pertanian/irigasi yang cukup 

dan berkesinambungan 
 Perlu kegiatan O&P secara berkesinambungan 

2. Sektor Bina Marga :  
 Perbaikan/peningkatan kapasitas jalan penghubung antara kota – 

kabupaten, antar desa, dan jalan usahatani 

3.2.1.4 Kawasan (25.1) Strategis Pertanian dan Perikanan Gorontalo 

a. PKN Gorontalo 

Kota Gorontalo merupakan ibukota Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah 
64,79 km atau sekitar 0,53% dari luas Provinsi Gorontalo. Kota ini merupakan 
pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, industri jasa 
pertanian tanaman pangan jagung yang berorientasi ekspor, pusat penelitian 
dan pengembangan pertanian tanaman pangan jagung, pusat wisata bahari 
dan MICE. Kawasan perkotaan ini berbasis mitigasi dan adaptasi bencana 
gempa bumi dan bencana tsunami. Kawasan ini memiliki potensi pertanian 
tanaman pangan (padi dan jagung) dan perkebunan (kelapa dan cengkeh). 
Potensi lainnya yaitu kawasan ini memiliki pusat industri pengolahan 
pertanian/kelautan berbasis ekspor yang akan memacu pertumbuhan kota 
dengan peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk perkotaan.  

Dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan industri pengolahan di 
kawasan ini adalah : 

1. Sumber air baku untuk operasional industri, 



114

  

 

 

2. Konektivitas dengan kota/kabupaten lain, konektivitas dengan sentra-
sentra produksi pertanian/perikanan (jalan usaha tani), 

3. Perumahan karyawan industri pengolahan/pariwisata 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan PKN Gorontalo, yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air :  

 Pembangunan/perbaikan sumber air baku irigasi 
2. Sektor Bina Marga :  

 Pembangunan/peningkatan kapasitas jalan koneksi antar kota/kabupaten 
lain 

 Pembangunan/peningkatan jalan usahatani 
3. Sektor Cipta Karya : 

 Pembangunan/perbaikan infrastruktur permukiman di kawasan 
perkotaan : air minum, drainase, PLP (IPAL, IPLT, TPA/TPST/TPS-3R) 

4. Sektor Perumahan dan Permukiman : 
 Pembangunan/bantuan pembiayaan perumahan karyawan industri 

pengolahan/pariwisata 
b. PKW Isimu 

Isimu merupakan ibukota Kec. Tibawa dimana terdapat Bandara Djalaluddin 
dan rencana pengembangan Terminal Intermoda: Bandara – Stasiun KA – 
Terminal Bus. Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk 
mempertahankan luas lahan pertanian. Pusat industri pengolahan dan industri 
jasa pertanian tanaman pangan jagung. Kawasan perkotaan berbasis mitigasi 
dan adaptasi bencana gempa bumi. Kecamatan Isimu potensial berkembang 
menjadi kawasan perkotaan dengan potensi pertanian dan perkebunan. 
Dengan adanya rencana Terminal Intermoda yang akan berfungsi sebagai hub 
bagi wilayah di sekitarnya, Kota Isimu berpotensi berkembang pesat, terutama 
dalam jumlah dan kepadatan penduduk. Kawasan ini berpotensi besar 
berkembang menjadi kawasan perkotaan sehingga memerlukan dukungan 
konektivitas dengan kota/sentra kegiatan perkotaan/sentra produksi pertanian 
dan perkebunan serta dukungan perumahan karyawan bandara, terminal dan 
stasiun KA. 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan PKN Gorontalo, yaitu: 
1. Sektor Bina Marga :  

 Pembangunan/perbaikan konektivitas Isimu dengan kota/kabupaten 
sekitar (Isimu – Kota Gorontalo; Isimu – Kwandang – Anggrek – Jalur 
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Pantai Utara Kab. Gorontalo Utara) 
2. Sektor Cipta Karya : 

 Pembangunan/perbaikan infrastruktur permukiman di kawasan 
perkotaan : air minum, drainase, PLP (IPAL, IPLT, TPA/TPST/TPS-3R) 

3. Sektor Perumahan dan Permukiman : 
 Pembangunan/perbaikan perumahan karyawan bandara, Terminal 

Intermoda dan Stasiun KA Isimu 
c. KPPN Mootilango 

Kecamatan Mootilango diresmikan berdasarkan SK Gub. Gorontalo No. 95 
tahun 1995. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 10.000 ha dan memiliki 
potensi alam pertanian dan perkebunan yang subur dengan komoditas 
unggulan perkebunan kelapa, tebu, dan jagung sehingga sangat potensial dan 
strategis sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional. Kawasan ini tidak 
memiliki garis pantai. Dalam pengembangannya sebagai kawasan perdesaan, 
perlu dukungan sumber air baku untuk irigasi dan perlu dukungan konektivitas 
dengan sentra-sentra produksi pertanian/perikanan (jalan usaha tani). 

d. KPPN Tolangohula 

Wilayah Kecamatan Tolangohula memiliki luas wilayah 415,92 km2 (19,4% luas 
Kab. Gorontalo). Kawasan ini memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang 
subur dengan komoditas unggulan padi, tebu, dan jagung, sangat potensial dan 
strategis dijadikan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional. Dalam 
pengembangannya sebagai kawasan perdesaan, perlu dukungan sumber air 
baku untuk irigasi dan perlu dukungan konektivitas dengan sentra-sentra 
produksi pertanian/perikanan (jalan usaha tani). Terdapat pabrik gula 
Tolangohula yang berlokasi di Desa Lakeya yang tidak didukung fasilitas IPAL 
yang layak dan mencemari Sungai Paguyaman. 

e. Bendungan Bone Hulu 

Rencana pembangunan Bendungan Bone Hulu terdapat di Kecamatan Suwawa 
Timur, Kabupaten Bone Bolango. Bendungan ini sangat diperlukan untuk 
menunjang pengembangan potensi pertanian dan perkebunan setempat (padi, 
jagung dan kelapa). Namun, saat ini rencana pembangunan terhambat 
penolakan warga Kec. Suwawa Timur sehingga diperlukan sosialisasi/konsultasi 
publik yang intensif. Selain itu, pembangunan bendungan ini memerlukan 
dokumen Dokling, LARAP dsb. 
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f. Bendungan Bolangu Hulu 

Bendungan Bolangu Hulu terdapat di Hulu Sungai Bolango. Bendungan ini 
sangat diperlukan untuk menunjang pengembangan potensi pertanian dan 
perkebunan setempat (padi, jagung dan kelapa). Namun, saat ini rencana 
pembangunan masih dalam tahap sosialisasi untuk mendapatkan persetujuan 
masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi/konsultasi publik yang intensif. 
Selain itu, pembangunan bendungan ini memerlukan dokumen Dokling, LARAP 
dsb. 

3.2.1.5 Kawasan (26.1) Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Palu – Donggala – Poso – Parigi 
Moutong 

a. KEK Palu 

KEK Palu ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Nasional KEK pada tanggal 
27 September 2013 yang menetapkan Kawasan Industri Palu (KIP) menjadi 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terletak di atas lahan seluas 1.500 ha di 
utara Kota Palu. Dari 1.500 ha KEK Palu dibagi menjadi tujuh kawasan yaitu 
sebagai kawasan industri (700 ha), kawasan perumahan (500 ha), taman 
pendidikan dan pusat penelitian (100 ha), kawasan komersial (100 ha), 
kawasan olahraga (50 ha), pergudangan (15 ha) dan sebagai kawasan lain-lain 
(5 Ha). Tantangan pengembangan kawasan ini yaitu aksesibilitas antar kawasan 
Palu dan Parigi (kawasan Barat dan Timur) sehingga diperlukan pembangunan 
jalan yang menghubungkan kawasan. 

b. PKN Palu 

Dasar hukum penetapan PKN Palu adalah Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi. 
Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai 
penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN, dengan pengembangan 
pada sektor Perdagangan, jasa Industri, Perkebunan, Kelautan dan Pariwisata. 
Beberapa tantangan dan potensi kerusakan dalam pengembangan PKN Palu 
diantaranya kesulitan dalam pembebasan lahan, masih memerlukan sumber 
daya air baku yang besar dan berkesinambungan, kawasan Kota Palu sering 
terjadi genangan di beberapa lokasi, letak perkotaan di tepi laut sehingga 
berpotensi terhadap instrusi air laut ke daratan serta jumlah tenaga kerja yang 
besar dan terkonsentrasi di pusat kota. Adapun indikasi program utama dalam 
pengembangan PKN Palu, yaitu: 
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1. Sektor Sumber Daya Air : 
 Penyediaan sumber air yang berkelanjutan 
 Penanggulangan banjir 
 Pembangunan pengaman pantai 

2. Sektor Bina Marga :  
 Pembangunan jalan yang menghubungkan kawasan 

3. Sektor Cipta Karya : 
 Penyediaan infrastruktur air bersih permukiman 
 Pengelolaan sampah 
 Pengelolaan limbah 

4. Sektor Perumahan dan Permukiman : 
- Pembangunan perumahan layak huni 

c. KI Palu 

KI Palu sebagai bagian dari konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah 
kawasan yang akan dibangun di atas tanah seluas 700 ha. Kawasan ini 
merupakan pusat industri rotan, perikanan dan kakao. KIP ini diharapkan dapat 
berfungsi sebagai pintu gerbang investasi ke kawasan bagian Timur Indonesia, 
serta mendukung kemajuan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi 
Tengah yang akan menjadi fokus utama dalam program pengembangan 
kawasan industri dengan kompetensi inti pada industri meubel rotan 
(finishing). Dalam pengembangan kawasan ini, terdapat tantangan yaitu limbah 
yang dihasilkan berpotensi merusak alam dan jumlah tenaga kerja yang besar 
dan terkonsentrasi di pusat kota. Beberapa dukungan yang dibutuhkan dalam 
pengembangan KI Palu diantaranya kebutuhan sumber energi yang besar, 
kebutuhan aksesibilitas pengangkutan bahan baku dan hasil industri, 
kebutuhan sumber daya air baku yang besar dan berkesinambungan. Adapun 
indikasi program utama dalam pengembangan KI Palu, yaitu: 

1. Sektor Bina Marga :  
 Pembangunan jalan poros untuk mendukung KI Palu 

2. Sektor Cipta Karya : 
 Pembuatan fasilitas pengelolaan limbah 
 Pembuatan tampungan air 
 Pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih masyarakat 
 Pengelolaan sampah lingkungan 
 Pengelolaan limbah 
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3. Sektor Perumahan dan Permukiman : 
 Pembangunan perumahan layak huni 

d. Pelabuhan Umum Pantoloan 

Pelabuhan Pantoloan terletak di wilayah Kota Palu yang merupakan pelabuhan 
utama di Provinsi Sulawesi Tengah. Letak geografis Pelabuhan Pantoloan 00” – 
06” LU/119” – 07” BT dan merupakan pelabuhan terbuka untuk pelayaran 
dalam negeri dan luar negeri. Pelabuhan Pantoloan terletak pada Alur Laut 
Kepulauan Indonesia, yaitu ALKI 2 yang dilayari oleh kapal-kapal kontainer dan 
tanker kapasitas besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi 
Tengah, pelabuhan yang dikembangkan menjadi pelabuhan peti kemas ini 
memberikan kontribusi ekspor sebesar 2,24 ribu ton atau 2,37 juta US Dolar 
pada bulan Oktober 2015. Pelabuhan yang berlokasi di Teluk Palu ini sangat 
strategis dikembangkan menjadi pelabuhan bongkar muat bertaraf 
internasional di masa depan sebab memiliki kedalaman perairan yang jauh 
melebihi pelabuhan-pelabuhan lainnya di nusantara sehingga memungkinkan 
kapal-kapal kontainer berukuran besar bersandar di Pantoloan. Lalu lintas kapal 
laut yang masuk dan keluar wilayah Kota Palu dilayani oleh 2 pelabuhan yaitu 
Pantoloan dan Talise. Beberapa dukungan yang dibutuhkan dan potensi 
kerusakan dalam pengembangan pelabuhan ini, diantaranya daya dukung jalan 
untuk kendaraan kecil dan besar, khususnya truk kontainer yang lalu lalang 
keluar masuk pelabuhan, kebutuhan air baku yang besar, limbah dan sanitasi 
kawasan pelabuhan serta kebutuhan perumahan buruh dan masyarakat pesisir. 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan PKN Palu, yaitu: 

1. Sektor Sumber Daya Air : 
 Peningkatan dan pembangunan intake air baku kawasan pelabuhan 

2. Sektor Bina Marga :  
 Pembangunan jalan dan jembatan khusus kendaraan berat 

3. Sektor Cipta Karya : 
 Pembangunan IPAL, IPLT dan TPS kawasan pelabuhan 

4. Sektor Perumahan dan Permukiman : 
 Pembangunan perumahan layak huni 

e. PKW Donggala 

Dasar hukum penetapan PKW Donggala adalah Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi. 
Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai 
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penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN, dengan pengembangan 
pada sektor Agroindustri, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. 

Beberapa tantangan dalam pengembangan PKW Donggala yaitu aksesibiltas 
perkotaan untuk pengangkutan hasil bumi dan hasil olahan, pengelolaan 
limbah perkotaan, pengelolaan sampah perkotaan, penyediaan air minum 
masyarakat perkotaan, berkembangnya lingkungan kumuh di perkotaan. Selain 
itu, Donggala mempunyai pantai yang memanjang di sisi barat sehingga dapat 
menimbulkan abrasi dan kerusakan permukiman di sekitar pantai. 

f. KTM Parigi Moutong 

KTM Bahari Tomini Raya, yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi 
Sulawesi Tengah merupakan kawasan potensial mencakup 50 desa pada empat 
kecamatan (dengan luas kawasan 1.957,60 km2), yaitu kecamatan Mepanga, 
Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Taopa dan Kecamatan Moutong (Kec. 
Bolano Lambunu sebagai kawasan inti dan calon pusat KTM berada di desa 
Bolano Barat). Perairan pesisir Kabupaten Parigi Moutong merupakan bagian 
dari perairan Teluk Tomini yang merupakan salah satu teluk terbesar di 
Indonesia dengan luas 59.500 km2. Teluk Tomini juga merupakan teluk yang 
cukup subur dan memiliki potensi untuk dikembangkan budidaya laut. Di 
sepanjang pesisir Kabupaten Parigi Moutong terdapat tanaman mangrove yang 
tersebar pada 4 kecamatan, yaitu kecamatan Mepanga, Taopa, Bolano dan 
Moutong seluas 2.401,60 ha Mangrove yang berguna sebagai penahan abrasi 
dan tempat pemijahan biota laut. Pengembangan KTM Bahari adalah 
menciptakan sentra-sentra komoditas budidaya laut (marine-kultur), baik 
perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, wisata bahari, agribisnis, 
dan agroindustri. 

Beberapa dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan ini, yaitu: 
1. aksesibilitas antar KTM dengan Kota Palu,  
2. penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, dan infrastruktur lingkungan 

KTM, 
3. perumahan yang belum layak huni, 
4. pengembangan sektor tanaman pangan dan perikanan 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan PKN Palu, yaitu: 

1. Sektor Sumber Daya Air : 
 Pembangunan daerah dan jaringan irigasi 
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 Pembangunan tampungan air dan intake 
2. Sektor Bina Marga :  

 Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan 
3. Sektor Cipta Karya : 

 Pembangunan SPAM, IPAL, IPLT, TPA 
 Pembangunan jalan lingkungan KTM 

4. Sektor Perumahan dan Permukiman : 
 Pembangunan perumahan layak huni 

g. Pelabuhan ASDP Kabonga 

Pelabuhan Kabonga Donggala dikembangkan menjadi pusat pengangkutan 
penumpang. Beberapa dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Pelabuhan Kabonga yaitu daya dukung jalan untuk kendaraan kecil dan besar, 
khususnya truk kontainer yang lalu lalang keluar masuk pelabuhan, kebutuhan 
air baku yang besar, limbah dan sanitasi kawasan pelabuhan, dan kebutuhan 
perumahan buruh dan masyarakat pesisir. 

h. Kawasan Kritis Lingkungan Buol – Lambunu 

Merupakan kawasan rehabilitasi dan pengembangan Kawasan Strategis 
Nasional dengan sudut kepentingan lingkungan hidup. Beberapa potensi 
kerusakan yang ditemukan di kawasan ini yaitu kerusakan lingkungan dan 
kawasan lindung, kerusakan akibat limpasan air, dan kerusakan kawasan akibat 
perkembangan penduduk. 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan PKN Palu, yaitu: 

1. Sektor Sumber Daya Air : 
 Pembangunan tanggul sungai dan normalisasi sungai dan DAS 
 Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan kawasan kritis 

2. Sektor Cipta Karya : 
 Penataan kawasan Balingara 
 Pembangunan RTH, reboisasi, dan revitalisasi kawasan 
 Pembangunan sanitasi masyarakat dan SPAM 

3. Sektor Perumahan dan Permukiman : 
 Pembangunan perumahan layak huni 

i. KTM Tampa Lore 

KTM Tampo Lore merupakan wilayah transmigrasi di kawasan pedesaan 
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dengan potensi pertanian dan perkebunan yang berada di dataran tinggi Napu, 
Kab. Poso. Dataran tinggi Napu adalah salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi 
Tengah dengan kondisi wilayah spesifik dan potensial untuk pengembangan 
tanaman pertanian unggulan, khususnya tanaman pangan. 

Beberapa dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan ini, yaitu: 

- aksesibilitas antar kawasan KTM dengan Kota Poso, Palu dan Morowali 
(Kawasan Barat dan Timur) 
- penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, dan infrastruktur lingkungan 

KTM 
- perumahan yang belum layak huni 
- pengembangan sektor tanaman pangan dan perikanan 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan PKN Palu, yaitu: 

1. Sektor Sumber Daya Air : 
 Pembangunan jaringan irigasi 
 Pembangunan tampungan air dan intake 

2. Sektor Bina Marga : 
 Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan KTM 

3.  Sektor Cipta Karya : 
 Pembangunan SPAM, IPLT, IPAL, dan TPA 
 Pembangunan jalan lingkungan KTM 

4. Sektor Perumahan dan Permukiman : 
 Pembangunan perumahan layak huni 

j. PKW Poso 

Dasar hukum penetapan PKW Poso adalah Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi. 
Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai 
penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN, dengan pengembangan 
pada sektor agroindustri, perikanan, perkebunan dan kehutanan. 

Beberapa tantangan dalam pengembangan kawasan ini yaitu masih kurangnya 
aksesibilitas antar kawasan dan antar wilayah Poso, sektor pariwisata yang 
belum terdukung secara optimal, pemenuhan air bersih dan air minum 
masyarakat, limbah dan sampah masih belum terkelola dengan baik, 
pertumbuhan penduduk yang menyebabkan kawasan kumuh, serta 
penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. 
Tantangan lainnya yaitu Poso mempunyai kawasan pantai di pesisir utara yang 
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banyak dihuni oleh penduduk dan kawasan padat sehingga menimbulkan 
kerusakan pantai dan bahaya gelombang pasang. 

k. Kawasan Poso dsk 

Kawasan Strategis Nasional Poso dan sekitarnya, merupakan kawasan dengan 
prioritas cagar budaya, guna menjaga perubahan fungsi lahan. Beberapa 
tantangan dalam pengembangan kawasan ini yaitu masih kurangnya 
aksesibilitas antar kawasan dan antar wilayah Poso, sektor pariwisata yang 
belum terdukung secara optimal, pemenuhan air bersih dan air minum 
masyarakat, limbah dan sampah masih belum terkelola dengan baik, 
pertumbuhan penduduk yang menyebabkan kawasan kumuh, pengembangan 
produksi pertanian, serta penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas 
lingkungan permukiman. Tantangan lainnya yaitu Poso mempunyai kawasan 
pantai di pesisir utara yang banyak dihuni oleh penduduk dan kawasan padat 
sehingga menimbulkan kerusakan pantai dan bahaya gelombang pasang. 

l. Pelabuhan penyeberangan Taipa 

Pelabuhan ini dikembangkan menjadi pelabuhan ASDP. Dukungan yang 
dibutuhkan dalam pengembangannya yaitu pembangunan jalan dan jembatan 
khusus kendaraan berat, peningkatan dan pembangunan intake air baku 
kawasan pelabuhan, pembangunan IPAL, IPLT, TPS kawasan pelabuhan dan 
pembangunan perumahan layak huni. 

3.2.1.6 Kawasan (26.2) Pertumbuhan Baru Banggai dan Pariwisata Togean – Tomini  

a. PKW Luwuk 

Dasar hukum penetapan PKW Luwuk adalah Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi. 
Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai 
penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN, dengan sektor unggulan 
untuk pengembangan pariwisata, industri pengolahan migas, perikanan, dan 
pertanian.  

Dalam pengembangan kawasan ini, beberapa dukungan yang diperlukan yaitu 
aksesibilitas menuju kawasan Banggai, aksesibilitas kawasan pariwisata dan 
industri migas, pengembangan daerah dan jaringan irigasi rawa tambak dan 
pertanian, penyediaan air baku yang berkesinambungan, penyediaan air bersih 
masyarakat, pengelolaan limbah manusia dan sampah, dan penyediaan rumah 
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yang layak huni. Dukungan lainnya yaitu Kab. Banggai mempunyai garis pantai 
yang sangat panjang, yang berpotensi abrasi dan gelombang pasang yang 
merusak kawasan perumahan dan tambak rakyat. 

b. KTM Padauloyo 

KTM Padauloyo merupakan kawasan transmigrasi yang terletak di Kecamatan 
Ampana Tete, pusat kawasan di Dataran Bulan dengan berfokus pada sektor 
unggulan pada tanaman pangan. Pada saat ini pusat KTM dipindah ke Desa 
Tanpabatu Padauloyo, KTM membentang dari Dataran Bulan sampai dengan 
Ulubongka, yang terdiri dari pantai dan lembah. 

Dalam pengembangan kawasan ini, beberapa dukungan yang diperlukan yaitu 
aksesibilitas antar kawasan Palu dan Morowali (kawasan barat dan timur), 
penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, dan infrastruktur lingkungan KTM, 
penyediaan perumahan yang layak huni, pengembangan sektor tanaman 
pangan dan perikanan, serta kerusakan akibat abrasi di pantai Tojo Una Una. 

c. Kawasan Kritis Lingkungan Balingara 

Kawasan Kritis Lingkungan Balingara merupakan kawasan konservasi hayati 
yang perlu dijaga dan dapat dikembangkan menjadi sektor pariwisata unggulan 
kawasan Tojo Una Una. Beberapa potensi kerusakan yang ditemukan di 
kawasan ini yaitu kerusakan lingkungan dan kawasan lindung, kerusakan akibat 
limpasan air, dan kerusakan kawasan akibat perkembangan penduduk. 

d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui 

KAPET Palapas (update dari KAPET BATUI) ditetapkan melalui KEPRES No. 167 
Tahun 1998 dengan luas 21.926 km2, dengan cakupan Wilayah Kota Palu, 
Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong. 
Dukungan yang diperlukan dalam pengembangannya yaitu diperlukan 
aksesibilitas antar kawasan Palu dan Parigi (kawasan Barat dan Timur). 

3.2.1.7 Kawasan (27.1) Pariwisata dan Pertanian Mamuju – Mamasa – Toraja  

a. Pelabuhan ASDP Mamuju 

Pelabuhan ASDP Mamuju, Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, 
untuk Lintas Penyeberangan Provinsi Sulawesi Barat terdapat 1 lintasan yang 
telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri 49 Tahun 1994, yaitu lintas 
penyeberangan Kariangau – Mamuju yang merupakan lintasan komersil antar 
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provinsi. Untuk prasarana transportasi ASDP, jumlah pelabuhan 
penyeberangan di Provinsi Sulawesi Barat terdapat 1 pelabuhan yaitu 
Pelabuhan Mamuju dengan status beroperasi. Penyelenggaraannya dilakukan 
oleh PT. ASDP. Sedangkan untuk alur pelayaran sungai Provinsi Sulawesi Barat 
hanya 1 alur , yaitu: Sungai Sampaga di Kabupaten Mamuju. 

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelabuhan ini yaitu truk kontainer 
long vehicle yang lalu lalang keluar masuk pelabuhan, berbaurnya kendaraan 
kecil dan besar, daya dukung jalan, kebutuhan air baku yang besar, limbah dan 
sanitasi kawasan pelabuhan, serta kebutuhan perumahan buruh dan 
masyarakat pesisir.  

Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan kawasan 
pelabuhan ini diantaranya adalah: 

1. Pembangunan jalan dan jembatan akses dari dan menuju kawasan 
pelabuhan 

2. Pembangunan bangunan pengaman pantai 
3. Pembangunan tampungan air dan intake untuk kawasan pelabuhan 
4. Pembangunan IPAL, IPLT, TPS dan SPAM kawasan pelabuhan 
5. Pembangunan jalan lingkungan kawasan permukiman pelabuhan 

b. KPPN Tommo (Mamuju) 

KPPN Tommo (Mamuju), Kawasan perdesaan Tommo adalah wilayah yang 
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya 
alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
Kecamatan Tommo adalah salah satu kecamatan yang ada di Kab. Mamuju 
dengan batas wilayah, sebelah utara adalah Kecamatan Tobadak dan Budong – 
Budong, sebelah timur adalah Kecamatan Kalumpang dan Provinsi Sulawesi 
Selatan, sebelah selatan adalah Kecamatan Sampaga dan Bonehau, dan 
sebelah barat adalah Kecamatan Pangale. Kecamatan Tommo memiliki 14 Desa 
dengan luas wilayah 827,35 km2 dan desa terluas adalah Desa Leling dengan 
luas wilayah 207,42 km2 sedangkan luas wilayah terkecil adalah Desa 
Tammejarra dengan luas wilayah 7,20 km2 dimana ke 14 desa tersebut terletak 
di wilayah yang daerah bukan pantai serta 8 desa berada di daerah dataran dan 
6 desa berada di daerah berbukit dengan masing – masing ketinggian dari 
permukaan laut 1- 40. Komoditi tanaman pangan yang diusahakan di 
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Kecamatan Tommo ada 7 macam, antara lain padi sawah,padi ladang, jagung, 
ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. 

Beberapa tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan ini 
diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Bidang Bina Marga: Sebagai kawasan perdesaan mempunyai permasalahan 
aksesibilitas antar desa dan akses menuju pusat kegiatan perkotaan; 

2. Bidang CK dan Perumahan: Sanitasi, sumber air perumahan belum terlayani 
dan memenuhi syarat kesehatan; 

3. Bidang CK Pembangunan Infrastruktur Permukiman: Sebagai kawasan 
perdesaan membutuhkan jalan akses dalam lingkungan perdesaan yang 
layak; dan 

4. Bidang SDA: Sebagai kawasan perdesaan dengan mayoritas penduduk 
adalah pertanian, perkebunan dan peternakan, potensi untuk 
mengembangkan hasil produksi belum maksimal. 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 

1. Sektor Cipta Karya:  
 Pembangunan Jalan Poros desa; 
 Pembangunan MCK, IPAL, IPLT, dan SPAM; 
 Pembangunan Jalan Perdesaan; dan 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan Jaringan Irigasi pengairan, penanggulangan banjir dan 
penyediaan air baku. 

c. KPPN Karossa, Tobadak (Mamuju Tengah) 

KPPN Karossa, Tobadak (Mamuju Tengah), Kelurahan/Desa Karossa di 
Kecamatan Karossa -Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Komoditas 
unggulan pertanian tanaman pangan adalah padi dan jagung. Dua komoditas 
ini terhampar pada lahan pertanian sawah tadah hujan dan sawah irigasi. 
Begitu juga komoditas Jagung, komoditas ini sangat berkembang di Kabupaten 
Mamuju Tengah. Sebaran paling besar tanaman padi ada di Kecamatan Karosa, 
dan Pangale. Komoditas tanaman unggulan perkebuna di wilayah Kabupaten 
Mamuju Tengah adalah Tanaman Sawit dan Kakao. Luas mangrove (hutan 
bakau) di Kabupaten Mamuju Tengah lebih kurang 171,43 ha. Kawasan 
perikanan di Kabupaten Mamuju tengah berupa kawasan perikanan tambak 
(perikanan air payau). Kawasan perikanan tambak di Kabupaten Mamuju 
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Tengah mencakup areal seluas 3.736,19 ha (1,24%), terdapat di Kecamatan 
Budongbudong, Karossa, Pangale, dan Topoyo. 

Beberapa tantangan dalam pengembangan kawasan ini dari bidang bina marga 
sebagai kawasan perdesaan mempunyai permasalahan aksesibilitas antar desa 
dan akses menuju pusat kegiatan perkotaan, bidang cipta karya dan 
perumahan yaitu sanitasi, sumber air perumahan belum terlayani dan 
memenuhi syarat kesehatan, bidang cipta karya pembangunan infrastruktur 
permukiman sebagai kawasan perdesaan membutuhkan jalan akses dalam 
lingkungan perdesaan yang layak, dan dari bidang sumber daya air sebagai 
kawasan perdesaan dengan mayoritas penduduk adalah pertanian, 
perkebunan dan peternakan,  potensi untuk mengembangkan hasil produksi 
belum maksimal. Dari tantangan tersebut, maka indikasi program utama 
pengembangan kawasan ini yaitu: 

1. Sektor Cipta Karya: 
 pembangunan jalan poros desa,  
 pembangunan MCK, IPAL, IPLT, dan SPAM,  
 pembangunan jalan perdesaan,  

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 pembangunan jaringan irigasi pengairan, penanggulangan banjir dan 
penyediaan air baku. 

d. PKW Mamuju 

PKW Mamuju, berdasarkan PP No. 88/2011 tentang RTR Sulawesi ditetapkan 
sebagai: 

• Pengembangan sentra perkebunan kakao; 
• Pusat pengembangan industri pengolahan kakao yang berorientasi ekspor; 
• Sentra pertambangan migas; 
• Pusat industri pengolahan hasil minyak dan gas bumi; 
• Pusat pariwisata cagar budaya; 

• Kawasan perkotaan berbasis mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. 

Kabupaten Mamuju terletak pada Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 10 38’ 
110” – 20 54’ 552” Lintang Selatan; dan 110 54’ 47” – 1305’ 35 Bujur Timur dari 
Jakarta; (00 0’ 0” Jakarta = 1600 48’ 28” Bujur Timur). Kabupaten yang 
beribukotakan di Kecamatan Mamuju mempunyai batas wilayah sebagai 
berikut: 
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• Utara  : Kabupaten Mamuju Utara 
• Timur  : Kabupaten Luwu Utara 
• Selatan: Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Tana Toraja 
• Barat   : Selat Makassar 

Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 794.276 ha, secara administrasi 
pemerintahan terbagi atas 16 Kecamatan, terdiri dari 143 Desa, 10 Kelurahan, 
dan 2 UPT. Kecamatan Kalumpang merupakan Kecamatan terluas dengan luas 
1.731,99 km² atau 21,81% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju 
sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Balabalakang dengan luas wilayah 
21,86 km² atau 0,28% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju. Kabupaten 
Mamuju memiliki wilayah yang berbukit-bukit dan hampir seluruh kecamatan 
dilintasi oleh sungai. Kecamatan yang paling banyak dilintasi oleh sungai adalah 
Kecamatan Bonehau yaitu sebanyak 12 sungai. 

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan PKW ini yaitu: 

1. Aksesibilitas menuju kawasan Mamuju 
2. Pengelolaan limbah dan persampahan 
3. Pertumbuhan kawasan kumuh perkotaan 
4. Kualitas rumah dan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki 

rumah 
5. Mamuju merupakan  pulau yang mempunyai pesisir yang panjang, sehingga 

berpotensi mengakibatkan abrasi dan kerusakan kawasan 

Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan PKW 
Mamuju ini diantaranya adalah: 

1. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan jalan dan jembatan poros Mamuju – Mamasa – Toraja 
 Pembangunan pengolahan limbah dan pengolahan sampah 
 Revitalisasi kawasan kumuh 
 Pembangunan drainase perkotaan Mamuju 

2. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Peningkatan kualitas dan pembangunan baru perumahan untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah 

3. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan pengamanan pantai dan pembangunan tanggul penahan 
banjir 
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e. KTM Tobadak 

Gambaran sebaran penduduk transmigrans di kawasan KTM Tobadak adalah 
sebagai berikut: Kecamatan Topoyo sebanyak 5.301 KK atau 23.509 Jiwa, 
Kecamatan Tobadak sebanyak 5.476 KK atau 21.371 jiwa, Kecamatan Budong-
budong sebanyak 4.741 KK atau 20.999 jiwa. Jumlah keseluruhan sebanyak 
15.518 KK atau 65.879 jiwa. Mata pencaharian penduduk dan beragamnya 
potensi alam maupun modal yang tersedia akan memberikan warna terhadap 
keragaman jenis lapangan pekerjaan yang dilakukan. Hasil pengamatan tim 
bahwa jenis lapangan pekerjaan yang banyak diusahakan adalah: sektor 
pertanian, perdagangan, dan jasa . Penduduk Kawasan Tobadak bekarja pada 
sektor pertanian sebesar 80% dan jenis tanaman yang dibudidayakan selain 
tanaman pangan adalah kelapa sawit, cacao dan jeruk. Luas KTM Tobadak yang 
direncanakan adalah seluas 107.500 ha, dengan pusat KTM didesa Topoyo. 
Rencana struktur pengembangan kawasan Tobadak direncanakan dalam 5 
satuan kawasan pengembangan (SKP), dimana 4 kawasan diantaranya adalah 
areal revitalisasi dan 1 skp merupakan areal pengembangan baru. 

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan KTM ini yaitu: 

1. Aksesibilitas antar kawasan KTM dengan Kota Poso, Palu dan Morowali 
(kawasan Barat dan Timur), 

2. Penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, dan infrastruktur lingkungan 
KTM, 

3. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan 
4. Perumahan yang belum layak huni 

Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan PKW 
Mamuju ini diantaranya adalah: 

1. Sektor Bina Marga: 
 Pembangunan Jalan akses ke Tobadak dan dalam kawasan KTM Tobadak 

2. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan daerah pertanian dan perkebunan baru 
 Revitalisasi kawasan kumuh 
 Penyediaan Infrastruktur Permukiman (Pengelolaan limbah, 
Persampahan, dan SPAM) 

3.  Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat 
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f. KPPN Towuti 

KPPN Towuti (Luwu Timur), Kecamatan Towuti merupakan salah satu 
kecamatan terluas di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayahnya 1.820,48 km2, 
terdiri dari luas daratan 1.219.000 km2 dan luas danau sebesar 601,48 km2. 
Kecamatan Towuti terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Luwu Timur. 
Kecamatan Towuti di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan 
Propinsi Sulawesi Tengah, sebelah timur dan sebelah selatan berbatasan 
dengan Propinsi Sulawesi Tenggara, dan di sebelah barat berbatasan dengan 
Kecamatan Nuha dan Wasuponda. Kecamatan Towuti terdiri dari 18 desa. Ada 
tiga desa yang baru mengalami perubahan dari status UPT menjadi desa yaitu 
desa Libukan Mandiri berubah status dari UPT Mahalona SP 1, desa Kalosi 
berubah status dari UPT Mahalona SP 2, dan desa Buangin berubah status dari 
UPT Buangin. Namun dalam publikasi ini masih disertakan daftar nama ketiga 
UPT yang ada karena pemerintahannya masih ada. Terdapat juga 2 desa yang 
baru mengalami pemekaran yaitu Desa Tole pemekaran dari desa Mahalona 
dan desa matompi pemekaran dari desa Pekaloa. Wilayah Kecamatan Towuti 
adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai dengan 
topografi wilayah sebagian besar merupakan daerah datar. Terdapat 4 danau 
di Kecamatan Towuti, danau terluas adalah danau Towuti dengan luas 585 km2. 
Kepadatan penduduk di Kecamatan Towuti tergolong rendah yaitu sekitar 17 
orang per kilometer persegi, jauh berada di bawah rata-rata Kabupaten Luwu 
Timur yang berkisar 39 orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat 
penduduknya adalah Desa Bantilang dengan kepadatan 334 orang per 
kilometer persegi, sedang paling rendah adalah desa Loeha dengan kepadatan 
sekitar 6 orang per kilometer persegi. Pada tahun 2012, jumlah penduduk di 
Kecamatan Towuti sebanyak 31.425 orang yang terbagi ke dalam 6.265 rumah 
tangga, dengan rata-rata penduduk dalam satu rumahtangga sebanyak 5 
orang. Luas panen padi di Kecamatan Towuti pada tahun 2012 mencapai 
30.234 ha dengan produksi sebesar 204.670,97 ton. Selain padi, Kecamatan 
Towuti juga menghasilkan Jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain. Kecamatan 
Towuti juga menjadi penghasil tanaman hortikultura berupa sayuran dan 
tanaman buah-buahan. Komoditi yang dihasilkan dari tanaman sayuran 
meliputi Cabe, Tomat, sawi, Kacang panjang, kangkung, dan Bayam. Produksi 
terbesar dihasilkan tanaman Sawi dengan total produksi 11,8 ton dari luas 
lahan sebanyak 3 ha. Tanaman buah-buahan yang dihasilkan meliputi mangga, 
durian, pepaya, pisang, dan Rambutan dengan produksi terbesar adalah buah 
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Rambutan sebanyak 139 ton. Untuk sub sektor perkebunan, Kecamatan Towuti 
merupakan produsen tanaman lada, kelapa, kelapa sawit, kakao, dan kopi. 
Tanaman lada merupakan tanaman perkebunan paling potensial di kecamatan 
Towuti dengan luas tanam sebesar 1.604,77 ha, produksinya mencapai 893,44 
ton selama tahun 2012. Kerbau merupakan ternak besar terbanyak yang 
terdapat di Kecamatan Towuti, jumlahnya mencapai 708 ekor, disusul sapi 
sebanyak 512 ekor. Ternak kecil yang paling banyak dipelihara masyarakat 
Towuti adalah ternak Kambing sebanyak 377 ekor. Untuk ternak unggas, ayam 
pedaging merupakan unggas yang paling banyak dipelihara di kecamatan ini, 
yaitu sebanyak 26.208 ekor, disusul ayam kampung dan itik masing-masing 
sebanyak 4.011 dan 150 ekor. Kecamatan Towuti memiliki danau yang terluas 
di kabupaten Luwu Timur sehingga daerah ini memiliki potensi terhadap 
perikanan tangkap di perairan umum (danau) dengan total produksi yang 
dihasilkan selama tahun 2012 sebanyak 93 ton ikan. Disamping perikanan 
tangkap, daerah ini juga memiliki potensi terhadap perikanan budidaya, jumlah 
rumah tangga pembudidaya sebanyak 118 RT yang menghasilkan sebesar 212 
ton ikan. Budidaya ikan ini dilakukukan di areal kolam dan sawah. 

Beberapa tantangan dalam pengembangan kawasan ini dari bidang bina marga 
sebagai kawasan perdesaan mempunyai permasalahan aksesibilitas antar desa 
dan akses menuju pusat kegiatan perkotaan, bidang cipta karya dan 
perumahan yaitu sanitasi, sumber air perumahan belum terlayani dan 
memenuhi syarat kesehatan, bidang cipta karya pembangunan infrastruktur 
permukiman sebagai kawasan perdesaan membutuhkan jalan akses dalam 
lingkungan perdesaan yang layak, dan dari bidang sumber daya air sebagai 
kawasan perdesaan dengan mayoritas penduduk adalah pertanian, 
perkebunan dan peternakan,  potensi untuk mengembangkan hasil produksi 
belum maksimal.  

Dari tantangan tersebut, maka indikasi program utama pengembangan 
kawasan ini yaitu: 

1. Sektor Bina Marga: 
 pembangunan jalan poros desa,  
 pembangunan MCK, IPAL, IPLT, dan SPAM,  
 pembangunan jalan perdesaan, 
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2. Sektor Sumber Daya Air: 
 pembangunan jaringan irigasi pengairan,  
 penanggulangan banjir dan penyediaan air baku. 

g. KSPN Toraja dsk 

KSPN Toraja, merupakan Kawasan Strategis dengan prioritas berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional pengembangan pada Rehabilitasi dan Pengembangan 
Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya. KSPN 
Toraja merupakan kawasan wisata budaya bertaraf internasional, dengan 
berbagai macam peninggalan benda purbakala dan kebudayaan yang dapat 
dijadikan sektor unggulan pariwisata. KSPN Toraja merupakan kawasan 
penghasil perkebunan Kopi, Kakao dan Padi, untuk Kopi merupakan trade mark 
dari wilayah ini yang sudah dikenal secara luas yaitu kopi Toraja. Dukungan yang 
diperlukan dalam pengembangan kawasan ini yaitu aksesibilitas menuju Toraja, 
aksesibilitas antar kawasan wisata, penyediaan air baku, banjir dan kerusakan 
di sepanjang aliran sungai, pengembangan sentra pertanian dan perkebunan, 
kebutuhan air minum masyarakat dan wisatawan yang layak, pengelolaan 
sampah dan limbah, permukiman kumuh dan lingkungan kumuh, dan 
kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat. 

h. PKW Palopo 

Kota Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota 
Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan 
bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 
2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 
2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 
kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2005, dilaksanakan 
pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota ini memiliki luas 
wilayah 247,52 km² dan pada akhir 2015 berpenduduk sebanyak 168.894 jiwa, 
Kota Palopo merupakan salah satu wilayah kota administrasi yang berada 
didalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 258,17 km²  
dengan 9 (sembilan) wilayah administrasi kecamatan yang meliputi Kecamatan 
Wara Selatan, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, 
Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, Kecamatan 
Telluwanua dan Kecamatan Wara Barat dengan jumlah 48 kelurahan. Tahun 
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2013 populasi penduduk Kota Palopo berjumlah 156,017 jiwa, Kota Palopo 
terdapat 6 (enam) wilayah DAS yaitu DAS Purangi,DAS Bua, DAS Songkamati, 
DAS Pacangkuda, DAS Boting dan DAS Salubattang. Pertanian 23,44 %, dan 
sektor-sektor lain 76,56 %.  

Beberapa tantangan dan potensi kerusakan yang dibutuhkan dalam 
pengembangan kawasan ini, yaitu : 

1. Kurangnya aksesibilitas menuju kawasan Palopo,  
2. Kurangnya pengelolaan limbah dan persampahan, 
3. Pemenuhan terhadap kebutuhan air minum kawasan perkotaan Palopo, 
4. Penanganan sedimentasi di DAS yang ada di Palopo yang berpotensi 

pendangkalan sungai dan muara, 
5. Pemenuhan sumber air baku secara berkesinambungan,  
6. Potensi abrasi pantai di teluk Bone 

i. KTM Mahalona 

KTM Mahalona ditetapkan berdasarkan KepMen Nakertrans RI No KEP. 
293/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di 
Kawasan Transmigrasi, KTM Mahalona, masuk dalan Tahap Pembangunan 
Tahun ke III, - Luas Kawasan 37.000 ha,  - Pusat KTM di Desa Mahalona, 715 km 
dari makassar, 48 km dari Soroako, - KTM Mahalona terdiri dari 4 SKP: Desa 
Mahalona, Loeha, Bantilang dan Tokalimbo,  - Potensi Unggulan: Pengolahan 
Kelapa sawit, Kakao, Perikanan danau Towuti, dan Padi. 

Beberapa tantangan dan potensi kerusakan dalam pengembangan kawasan ini 
yaitu aksesibilitas menuju kawasan, kurangnya prasarana infrastruktur 
permukiman, kawasan yang belum tertata, dan banyak perumahan yang belum 
memenuhi syarat kesehatan. 

j. Kawasan Soroako dan sekitarnya 

KSN Minerba Soroako, Kawasan KSN Soroako dsk, Secara geografis termasuk 
dalam Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang terletak di sebelah 
selatan khatulistiwa. Tepatnya di antara 2°03'00" - 3°03'25" Lintang Selatan dan 
119°28'56"- 121°47'27" Bujur Timur. Pada KSN Soroako terdapat: 

1. Bandar Udara Perintis Soroako (Milik PT. INCO/VALE) 
2. Bandar Udara Masamba (Luwu Utara) 

Terdapat lima danau di Kabupaten Luwu Timur : 

1. Danau Matano (dengan luas 245.70 km²), terletak di Kecamatan Nuha 
2. Danau Mahalona (25 km²),  
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3. Danau Towuti (585 km²),  
4. Danau Tarapang Masapi (2.43 km²)  
5. Danau Lontoa (1.71 km²). (terletak di Kecamatan Towuti) 

Beberapa tantangan dan potensi kerusakan dalam pengembangan kawasan ini 
yaitu aksesibilitas pengangkutan bahan baku dan pengolahan mineral tambang, 
kebutuhan air minum masyarakat, peningkatan jumlah penduduk 
menyebabkan jumlah limbah dan sampah juga meningkat, lingkungan 
perkotaan yang semakin padat di Malili sebagai ibu kota kabupaten, lingkungan 
pertambangan membutuhkan penataan kembali, dan aksesibilitas perdesaan 
kawasan Luwu timur. 

3.2.1.8 Kawasan (27.2) Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Buton – Kolaka – Kendari – 
Konawe – Morowali  

a. KI Konawe 

Kawasan Industri Konawe yang terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan 
Morosi dan Kecamatan Bondoala. KI Konawe merupakan satu dari 13 kawasan 
industri yang bakal dibangun di luar Pulau Jawa dan merupakan kawasan 
industri yang dikembangkan khusus untuk industri feronikel. Kawasan tersebut 
memiliki lahan total seluas 5.500 ha dengan estimasi serapan tenaga kerja 
sebesar 18.000 tenaga kerja. Adapun Virtue Dragon Nickel Industri 
menginvestasikan US$ 5 miliar untuk membangun pabrik pengolahan feronikel 
dengan total kapasitas 3 juta ton saat investasinya selesai pada 2019-2020. 
Selain membangun smelter pengolahan feronikel, perusahaan juga akan 
membangun pembangkit listrik sendiri berkapasitas 335 megawatt dan 
pelabuhan sendiri. 

Beberapa tantangan dan potensi kerusakan dalam pengembangan kawasan ini 
yaitu aksesibilitas bahan baku dan distribusi hasil industri, kebutuhan air baku 
yang besar, perkembangan permukiman yang pesat karena konsentrasi buruh 
dan keluarganya dalam jumlah besar, pengelolaan permukiman disekitar 
kawasan industri, dengan jumlah buruh yang banyak dan sektor lainnya yang 
berkembang maka limbah manusia semakin besar, kebutuhan air bersih untuk 
minum dan kebutuhan sehari-hari. 

b. KPPN Kabangka, Kontu Kowuna (Raha) 

Kecamatan Kabangka secara administrasi merupakan salah satu kecamatan 
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yang berada di wilayah Kabupaten Muna dengan batas-batas wilayah : 

•  Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kontukowuna 
•  Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tiworo Tengah 
•  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Parigi 
•  Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabawo 

Luas wilayah Kecamatan Kabangka 72,31 km²,  Jarak kecamatan Kabangka 
dengan Kabupaten Muna ± 40 km, dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua 
maupun roda empat dengan waktu tempuh ± 90 menit. 

Mata pencaharian penduduk kecamatan Kabangka 60% adalah petani 
sedangkan 40% bermata pencaharian sebagai Wirausaha, Pegawai Negeri Sipil, 
Buruh, Wiraswasta dan lain-lain. 

Beberapa tantangan dalam pengembangan kawasan ini dari bidang bina marga 
sebagai kawasan perdesaan mempunyai permasalahan aksesibilitas antar desa 
dan akses menuju pusat kegiatan perkotaan, bidang cipta karya dan 
perumahan yaitu sanitasi, sumber air perumahan belum terlayani dan 
memenuhi syarat kesehatan, bidang cipta karya pembangunan infrastruktur 
permukiman sebagai kawasan perdesaan membutuhkan jalan akses dalam 
lingkungan perdesaan yang layak, dan dari bidang sumber daya air sebagai 
kawasan perdesaan dengan mayoritas penduduk adalah pertanian, 
perkebunan dan peternakan,  potensi untuk mengembangkan hasil produksi 
belum maksimal.  

Dari tantangan tersebut, maka indikasi program utama pengembangan 
kawasan ini yaitu: 

1. Sektor Cipta Karya: 
 pembangunan jalan poros desa,  
 pembangunan MCK, IPAL, IPLT dan SPAM,  
 pembangunan jalan perdesaan, 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 pembangunan jaringan irigasi pengairan, penanggulangan banjir dan 
penyediaan air baku. 

c. KPPN Tinanggea 

KPPN Tinanggea (Konawe Selatan), Tinanggea adalah sebuah kecamatan di 
Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, merupakan tujuh kecamatan 
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yang merupakan wilayah pesisir (minapolitan) yakni Tinanggea, Laeya, Lainea, 
Palangga Selatan, Laonti, Moramo dan Moramo Utara. memiliki wilayah pesisir 
pantai yang cocok untuk budidaya rumput laut maupun sektor pertambakan 
ikan bandeng, lobster dan budidaya kepiting bakau. memiliki kawasan perairan 
air tawar yang cocok untuk budidaya ikan air tawar (ikan nila, mujair dan ikan 
lele). 

Beberapa tantangan dalam pengembangan kawasan ini dari bidang bina marga 
sebagai kawasan perdesaan mempunyai permasalahan aksesibilitas antar desa 
dan akses menuju pusat kegiatan perkotaan, bidang cipta karya dan 
perumahan yaitu sanitasi, sumber air perumahan belum terlayani dan 
memenuhi syarat kesehatan, bidang cipta karya pembangunan infrastruktur 
permukiman sebagai kawasan perdesaan membutuhkan jalan akses dalam 
lingkungan perdesaan yang layak, dan dari bidang sumber daya air sebagai 
kawasan perdesaan dengan mayoritas penduduk adalah pertanian, 
perkebunan dan peternakan,  potensi untuk mengembangkan hasil produksi 
belum maksimal.  

Dari tantangan tersebut, maka indikasi program utama pengembangan 
kawasan ini yaitu: 

1. Sektor Cipta Karya: 
 pembangunan jalan poros desa,  
 pembangunan MCK, IPAL, IPLT, dan SPAM, 
 pembangunan jalan perdesaan, 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 pembangunan jaringan irigasi pengairan,  
 penanggulangan banjir dan penyediaan air baku. 

d. KTM Hialu 

KTM Hialu, Luas Kawasan: 40.505 ha, Terletak di kecamatan Wiwirano, 
Langgikima dan Asera , Kabupaten Konawe Utara, Pusat KTM di Lamonae 
Utama, Jumlah Penduduk 17067 jiwa/3.977 KK, Jumlah SKP/Desa Utama: 4 SKP, 
Linomomyo (SKPI), Langgikima (SKP II) , Wawoheo-Lamonae, Sektor unggulan 
adalah Padi, Coklat, dan Kelapa Sawit. 

Dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan ini yaitu 
aksesibilitas menuju kawasan, pengembangan hasil pertanian dan perkebunan, 
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sering terjadinya banjir di kawasan aliran sungai linomoyo dan landawe, 
kurangnya prasana infrastruktur permukiman, banyak perumahan yang belum 
memenuhi syarat kesehatan. 

e. KTM Kantisa 

KTM Kantisa, KTM KANTISA di Kabupaten Muna terletak di Kecamatan Tiworo 
Kepulauan, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Sawerigadi. 
KecamatanKabangka, Kecamatan Kusambi.  KTM Kantisa mempunyai Pusat 
Pengembangan Ekonomi dengan luas sekitar 120 ha dan direncanakan 
dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti Pusat Kegiatan Ekonomi Wilayah; 
Pusat Kegiatan Industri Pengolahan Hasil; Pusat Pelayanan Jasa Perdagangan; 
Pusat Pelayanan Kesehatan; Pusat Pendidikan dan Pelatihan; Sarana 
Pemerintahan; Fasilitas Umum dan Sosial. 

Kurangnya aksesibilitas kawasan perdesaan untuk mengangkut hasil 
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata, 
Ketersediaan Air baku untuk kebutuhan masyarakat pesisir, Limbah 
permukiman dan sampah, Kebutuhan air minum penduduk desa, Peningkatan 
hasil pertanian dan perkebunan, Pantai di sepanjang selatan Konawe 
berpotensi mengalami abrasi dan hantaman gelombang pasang, Wilayah 
perdesaan berpotensi banjir akibat luapan sungai, Kurangnya kualitas rumah 
dan banyaknya penduduk yang belum memiliki rumah. 

f. KTM Tinanggea 

KTM Tinanggea (Konawe Selatan), merupakan kawasan transmigrasi terpadu, 
Jumlah Penduduk 20.236 Jiwa/4.045 KK, Pusat KTM adalah di Desa Merongan 
Raya, Luas 44.826,65 ha, kawasan perencanaan 108.679 ha, Potensi Unggulan: 
Padi, dan Kakao, KTM Tinanggea terdiri dari 4 SKP: Desa Lambodi Jaya, 
Bimamaroa, Punggawa Kawu, dan Desa Basala, Akses menuju KTM Tinggaea ± 
120 km dari Kendari. 

Kurangnya aksesibilitas kawasan perdesaan untuk mengangkut hasil 
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata, 
Ketersediaan Air baku untuk kebutuhan masyarakat pesisir, Limbah 
permukiman dan sampah, Kebutuhan air minum penduduk desa, Peningkatan 
hasil pertanian dan perkebunan, Pantai di sepanjang selatan Konawe 
berpotensi mengalami abrasi dan hantaman gelombang pasang, Wilayah 



137

  

 

 

perdesaan berpotensi banjir akibat luapan sungai, Kurangnya kualitas rumah 
dan banyaknya penduduk yang belum memiliki rumah. 

g. Pelabuhan ASDP Raha 

Pelabuhan ASDP Raha, Pelabuhan Nusantara Raha yang melayani rute 
pelayaran dari Raha ke Kota-Kota lain di seluruh indonesia yakni: Kendari, 
BauBau, Makassar, Bitung, Kolonodale, Luwuk, Bima, Lembar, Benoa, Taliabu 
dll, dan merangkap pelabuhan ferry sementara dengan rute Raha-Pure sambil 
menunggu pembangunan pelabuhan ferry baru. 

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelabuhan ini yaitu jalan akses 
menuju pelabuhan yang masih belum baik, abrasi dan gelombang pasang di 
sekitar kawasan pelabuhan, kebutuhan air bersih, dan lingkungan kumuh. Dari 
tantangan tersebut, maka indikasi program utama untuk pelabuhan ini yaitu: 

1. Sektor Bina Marga: 
 pembangunan jalan akses pelabuhan, 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 pembangunan bangunan pengaman pantai,  
 pembangunan tampungan air dan intake,  

3. Sektor Cipta Karya: 
 pembangunan IPAL, IPLT, TPS, dan SPAM kawasan pelabuhan, 
 pembangunan jalan lingkungan kawasan permukiman pelabuhan. 

h. Pelabuhan Lameluru (PL) 

Pelabuhan Lokal Lameluru, merupakan pelabuhan transportasi penumpang 
kawasan Konawe Utara menuju daerah-daerah kepulauan dan sekitar pantai 
kawasan Sulawesi Tenggara. Beberapa tantangan dalam pengembangan 
pelabuhan ini yaitu jalan akses menuju pelabuhan yang masih belum baik, 
abrasi dan gelombang pasang di sekitar kawasan pelabuhan, kebutuhan air 
bersih, dan lingkungan kumuh. Dari tantangan tersebut, maka indikasi program 
utama untuk pelabuhan ini yaitu pembangunan jalan akses pelabuhan, 
pembangunan bangunan pengaman pantai, pembangunan tampungan air dan 
intake, pembangunan IPAL, IPLT, TPS dan SPAM kawasan pelabuhan, dan 
pembangunan jalan lingkungan kawasan permukiman pelabuhan. 

i. Pelabuhan Laut Lawele (PL) 

Pelabuhan Lawele (Nambo Lagunturu) (Buton), merupakan pelabuhan untuk 
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kegiatan kawasan lawele yang merupakan penghasil tambang aspal. Beberapa 
tantangan dalam pengembangan pelabuhan ini yaitu jalan akses menuju 
pelabuhan yang masih belum baik, abrasi dan gelombang pasang di sekitar 
kawasan pelabuhan, kebutuhan air bersih, dan lingkungan kumuh. Dari 
tantangan tersebut, maka indikasi program utama untuk pelabuhan ini yaitu 
pembangunan jalan akses pelabuhan, pembangunan bangunan pengaman 
pantai, pembangunan tampungan air dan intake, pembangunan IPAL, IPLT, TPS 
dan SPAM kawasan pelabuhan, dan pembangunan jalan lingkungan kawasan 
permukiman pelabuhan. 

j. Pelabuhan Laut Wamengkoli (PL) 

Pelabuhan Wamengkoli (Buton tengah), Pelabuhan Fery Wamengkoli. 
Merupakan salah satu pelabuhan dengan rute “gemuk” di Sulawesi Tenggara. 
Pelabuhan ini melayani rute Wamengkoli-Baubau tidak kurang 12 kali dalam 
sehari. Selain kapal fery, speed boat juga ada di pelabuhan ini dan melayani 35 
rute. Beberapa tantangan dalam pengembangan pelabuhan ini yaitu jalan akses 
menuju pelabuhan yang masih belum baik, abrasi dan gelombang pasang di 
sekitar kawasan pelabuhan, kebutuhan air bersih dan lingkungan kumuh. Dari 
tantangan tersebut, maka indikasi program utama untuk pelabuhan ini yaitu:  

1. Sektor Bina Marga: 
 pembangunan jalan akses pelabuhan 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 pembangunan bangunan pengaman pantai 
 pembangunan tampungan air dan intake 

3. Sektor Cipta Karya: 
 pembangunan IPAL, IPLT, TPS dan SPAM kawasan pelabuhan 
 pembangunan jalan lingkungan kawasan permukiman pelabuhan. 

k. PKN Kendari 

PKN Kendari, merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Luas 
Wilayah 295.89 km², jumlah penduduk 368.322  jiwa (sensus 2013), Prioritas 
(I/C/1) PP 26 Tahun 2008. Sebagai PKN, Kendari merupakan pintu gerbang dan 
pusat pemeritahan Sulawesi Tenggara, yang merupakan kawasan dengan 
perkembangan pesat dengan andalan kawasan agroindustri, pertambangan, 
perikanan, perkebunan, pertanian, industri, pariwisata. 

Aksesibilitas antar kawasan dalam kota dan luar kota (antar kabupaten) serta 
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aksesibilitas kawasan pariwisata, Karena merupakan Ibu Kota Provinsi sangat 
berpotensi terjadi penumpukan kendaraan yang berasal dari luar kota yang 
menuju kendari, Kendari berada dalam kawasan pesisir sehingga berpotensi 
terhadap abrasi, Sering terjadi genangan dalam kota jika terjadi hujan dapat 
mengakibatkan luapan sungai-sungai yang melintasi Kendari, Di Kendari 
terdapat teluk yang berpotensi pendangkalan akibat sedimen yang dibawa oleh 
sungai-sungai yang bermuara di teluk Kendari, Pengembangan hasil produksi 
pertanian dan perkebunan, Sebagai Ibu Kota Provinsi mempunyai 
permasalahan dalam pengelolaan infrastruktur limbah, persampahan dan 
pengembangan air minum yang berkesinambungan, Sebagai Ibu Kota Provinsi 
mempunyai permasalahan dalam pemenuhan perumahan penduduk. 

l. PKW Bau-Bau 

PKW BauBau, merupakan pusat kegiatan wilayah, Kota Baubau adalah sebuah 
kota di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Baubau memperoleh status kota pada 
tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan UU No. 13 Tahun 2001. Baubau menduduki 
peringkat ke-8 sebagai kota terbesar di Sulawesi berdasarkan jumlah populasi 
tahun 2010 atau urutan ke-2 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara [3]. Hasil 
registrasi penduduk pada akhir tahun 2006 berjumlah 122.339 jiwa. Dari 
jumlah tersebut, terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 57.027 jiwa 
(46,61%) dan perempuan 65.312 jiwa (53,39%). Berdasarkan sensus penduduk 
tahun 2010 jumlah penduduk Kota Baubau sebanyak 137.118 jiwa, dengan 
kepadatan sebesar 1.113 per km², dan pertumbuhan sebesar 2,975% per 
tahun. 

Nilai PDRB daerah Kota Baubau berdasarkan harga berlaku pada tahun 2007 
sebesar. Rp 1.254,49 miliar, sedangkan berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 
586,n32 miliar. Kota Baubau adalah daerah penghubung (Connecting Area) 
antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), 
selain itu bagi masyarakat daerah hinterland-nya, Kota Baubau berperan 
sebagai daerah akumulator hasil produksi dan distributor kebutuhan daerah 
tersebut, dengan penghubung menggunakan pelabuhan Fery ASDP, yaitu 
Pelabuhan Batulo. 

Kota Baubau dapat diakses secara langsung dengan 3 (tiga) cara, yaitu: Melalui 
laut dengan menggunakan kapal laut PELNI yang menyinggahi Pelabuhan 
Murhum sebanyak 24 kali dalam sebulan. Lamanya perjalanan dari Jakarta ke 
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Baubau selama 3 hari, Melalui jalur udara dari Jakarta melalui Kendari dengan 
menggunakan pesawat Garuda Airlines, Lion Air dan Sriwijaya selama 3 jam 
selanjutnya menuju ke Bau-bau dengan menggunakan jet foil (kapal cepat) 
selama 5 jam sambil menikmati pemandangan pesisir Pulau Buton dan Pulau 
Muna, Melalui jalur udara dari Makasar ke Baubau dengan menggunakan 
pesawat Lion Air dan Garuda Airlines. 

Aksesibilitas kawasan, Pengelolaan limbah dan persampahan, Pemenuhan air 
minum, Pertumbuhan kawasan kumuh perkotaan, Kualitas rumah dan masih 
banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah, Potensi terjadinya 
genagan dan banjir di Bau-bau akibat luapan sungai, Muna merupakan  pulau 
yang mempunyai pesisir yang panjang, sehingga berpotensi mengakibatkan 
abrasi dan kerusakan kawasan.  

m. PKW Kolaka 

PKW Kolaka, Ibu Kota Kab Kolaka dengan sektor unggulan Agroindustri, 
Pertambangan, Perikanan, Perkebunan, dan Pertanian, Kabupaten Kolaka 
adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kotanya 
adalah Kolaka. Wilayah Kabupaten Kolaka disebelah utara berbatasan dengan 
Kabupaten Wulu, disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana, 
Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Konawe, dan sebelah Barat 
berbatasan dengan Teluk Bone. Luas wilayah Kabupaten Kolaka 6.918,38 km² 
yang terbagi menjadi sebelas kecamatan. Kabupaten Kolaka memiliki hasil 
tambang berupa biji nikel yang banyak ditemukan di kecamatan Pomalaa. Hasil 
tambang ini dikelola oleh PT. Pertambangan Nikel Indonesia dimerger dengan 
enam perusahaan negara lainnya seperti PN Logam Mulia pada 5 Juli 1968 dan 
berubah menjadi PT. Aneka Tambang. Selain bijih nikel, perusahaan ini juga 
memproduksi feronikel atau feni yang merupakan paduan logam antara nikel 
dan besi (fero). Bijih nikel dipasarkan ke Jepang dan Australia. Sedangkan 
feronikel dalam bentuk batangan logam atau ingot dijual ke negara Jerman, 
Inggris, Belgia, dan Jepang. Di sektor pertanian, Kabupaten Kolaka 
menghasilkan kakao dan tanaman perkebunan seperti merica dan cengkeh. 
Untuk tanaman pangan komoditi yang dihasilkan kabupaten ini adalah ubi jalar, 
kacang tanah, jagung, ubi kayu, kacang kedelai, kacang hijau, jagung, kacang 
kedelai, dan kacang hijau. 

Aksesibilitas dalam kota, Aksesibilitas menuju kawasan luar kota, Penyediaan 
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air baku, Kawasan pantai yang berpotensi abrasi, Kawasan perkotaan Kolaka 
dan sekitarnya juga mempunyai potensi banjir akibat genagan dan luapan 
sungai, Pengembangan hasil pertanian dan perkebunan, Pertumbuhan 
kawasan kumuh perkotaan, Limbah dan persampahan, Penyediaan air minum 
masyarakat, dan kualitas perumahan masyarakat yang kurang dan banyaknya 
penduduk yang belum memiliki rumah. 

n. PKW Lasolo 

PKW Lasolo, Luas wilayah ±11.960 km², jumlah penduduk 57.077 jiwa (2013), 
Prioritas (II/C/1) PP 26 Tahun 2008, Kawasan andalan Perikanan, perkebunan, 
pariwisata dan pertanian. 

Aksesibilitas menuju kawasan, Pengembangan hasil pertanian dan 
perkebunan, Kebutuhan air baku perkotaan, PKW Lasolo terletak di tepi pantai 
sehingga berpotensi terjadinya abrasi dan kerusakan lingkungan mayrakat 
pesisir, Sering terjadi genangan dalam kota Lasolo/Asera, Sering terjadinya 
banjir di kawasan aliran sungai linomoyo dan landawe, Kurangnya prasana 
infrastruktur permukiman, banyak perumahan yang belum memenuhi syarat 
kesehatan. 

o. PKW Raha 

PKW Raha, terletak di pesisir Selat Buton, merupakan ibu kota Kabupaten 
Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Total area dari kota ini adalah 47,11 km² 
terdiri dari 12 kelurahan, dan 7 desa, dengan jumlah penduduk 53.246 jiwa, 
dengan kepadatan 1.130,24/km². Kota Raha pada tahun 2013 terdiri dari: 
Kecamatan Katobu, Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Duruka, Kecamatan 
Lasalepa. Kota Raha memiliki tempat wisata yang sering dikunjungi masyarakat 
setempat yakni : Kawasan Sarana Olahraga La Ode Pandu, terletak di bibir 
pantai Kota Raha, Mata Air Jompi terletak di hutan kota Warangga, Kelurahan 
Laende Kecamatan Katobu. Mata air ini merupakan pemasok kebutuhan air 
minum dan air bersih bagi penduduk Kota Raha. Transportasi Laut di Kota Raha 
dilayani oleh dua pelabuhan yakni Pelabuhan Nusantara Raha yang melayani 
rute pelayaran dari Raha ke kota – kota lain di seluruh Indonesia yakni: Kendari, 
Bau-Bau, Makassar, Bitung, Kolonodale, Luwuk, Bima, Lembar, Benoa, Taliabu 
dll, dan merangkap pelabuhan ferry sementara dengan rute Raha-Pure sambil 
menunggu pembangunan pelabuhan ferry baru, dan Pelabuhan Laino yang 
melayani rute Raha-Pure, Raha-Maligano dan wilayah-wilayah kecamatan 



142

  

 

 

seberang lautan di Kabupaten Muna. Bandar Udara Sugi Manuru terletak di 
Kecamatan Kusambi, sekitar 25 km dari Kota Raha, yang saat ini sedang dalam 
penjajakan untuk melayani rute Raha-Makassar. 

Aksesibilitas antar kawasan, Pengelolaan limbah dan persampahan, 
Pertumbuhan kawasan kumuh perkotaan, Kualitas rumah dan masih 
banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah, Muna merupakan  pulau 
yang mempunyai pesisir yang panjang, sehingga berpotensi mengakibatkan 
abrasi dan kerusakan kawasan. 

p. PKW Unaaha 

PKW Unaaha, Kota Unaaha adalah sebuah kecamatan (sub district) di ibu kota 
dari kabupaten Konawe, provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Unaaha 
berbatasan dengan kabupaten Kolaka dan Kota Kendari. Mata pencaharian 
utama di daerah ini adalah pegawai negeri sipil, petani dan pedagang. Kota 
Unaaha, ibukota Kabupaten Konawe, merupakan salah satu kota kecil di jazirah 
tenggara pulau Sulawesi yang hingga saat ini masih sedang berbenah untuk 
menggapai harapan salah satu kota dengan tingkat kemajuan yang pesat 
seperti halnya kota-kota lain di Indonesialuas wilayah 33,75 km², jumlah 
penduduk 24.476 jiwa (2013), PDRB: Rp 7.123.669,-/kapita; Prioritas (II/C/1) PP 
26 Tahun 2008. 

Aksesibilitas kawasan perkotaan, Kebutuhan air baku yang besar, Sering terjadi 
banjir akibat luapan sungai, Perkembangan permukiman perkotaan yang pesat 
karena konsentrasi kegiatan berada pada Ibu Kota Kabupaten, Pengelolaan 
permukiman disekitar kawasan perkotaan Unaaha, Kebutuhan air bersih untuk 
minum dan kebutuhan sehari-hari perkotaan. 

q. Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa – Watumohai dan Rawa Tinondo 

KSN Lingkungan Hidup Rawa Aopa Watumohai-Tinondo (wilayah Konawe 
Selatan), merupakan kawasan situs ramsar dunia yang dilindungi, yang 
mempunyai potensi untuk pendidikan, kawasan lindung dan pariwisata, 
TNRAW, kawasan yang ditetapkan Menteri Kehutanan melalui keputusan 
Nomor 756/Kpts-II/1990 seluas 105.194 ha dan terletak pada empat wilayah 
kabupaten (Konawe, Konsel, Kolaka dan Bombana), juga merupakan situs 
Ramsar dunia, dengan bentang ekosistem mulai dari mangrove, savanna, hutan 
dataran sampai pegunungan rendah dan rawa, Pada bagian utara kawasan 
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terdapat rawa Aopa yang pasokan airnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan 
hutan dataran rendah di pegunungan Ndolusamba – Makaleleo, pada bagian 
tengah dan selatan, daerah tangkapan hujan di pegunungan Watumohai - 
Mendoke merupakan sumber air bagi sungai-sungai yang mengalir melalui 
savanna kedaerah mangrove. 

Berkurangnya luas rawa dan kawasan lindung akibat penyerobotan tanah untuk 
permukiman, Kerusakan lingkungan KSN TNRAW akibat limbah dan sampah, 
Peningkatan kualitas perumahan di sekeliling KSN TNRAW, Pembangunan baru 
rumah masyarakat di sekelliling TNRAW. 

3.2.1.9 Kawasan (27.3) Strategis Pariwisata Wakatobi 
a. KPPN Wangi-wangi Selatan (Wangi – Wangi) 

KPPN Wangi-wangi Selatan (Wangi-wangi), Wangi-wangi Selatan adalah 
sebuah kecamatan di Kabupaten Wakatobi, Jumlah penduduk berada di 
Kecamatan Wangi-wangi Selatan, 23,37 % berada di Kecamatan Wangi-wangi, 
19,05 % berada di Kecamatan Kaledupa, 17,86 % berada di Kecamatan Tomia 
dan 15,01 berada di Kecamatan Binongko. Jumlah penduduk bila dibandingkan 
dengan luas wilayah, maka kecamatan yang paling padat penduduknya adalah 
Kecamatan Kaledupa 166 jiwa/km², menyusul Kecamatan Tomia 141 jiwa/km², 
kemudian Kecamatan Wangi-wangi Selatan 109 jiwa/km². Dari seluruh lahan 
yang ada di Kabupaten Wakatobi, 37% digunakan untuk usaha pertanian yaitu 
untuk tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk 
tanaman kayu-kayuan/hutan rakyat, dan perkebunan rakyat. Tanaman bahan 
makanan yang diusahakan di Kabupaten Wakatobi terdiri dari padi ladang, 
Jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Dari lima jenis tanaman bahan 
makanan yang diusahakan di Kabupaten Wakatobi, tanaman ubi kayu 
merupakan tanaman yang paling tinggi produksinya. Untuk Produksi tanaman 
buah-buahan di Kabupaten ini terdiri dari alpokat, belimbing, duku/langsat, 
jambu biji, Jambu Air, Jeruk, Mangga, Nangka/Cempedak, Nenas, Pepaya, 
Pisang, Sirsak dan Sukun. Kabupaten ini juga banyak menghasilkan produk 
sayur-sayuran seperti terdiri dari bawang merah, kacang merah, kacang 
panjang, cabe/lombok, tomat, terung, ketimun, labu, kangkung, bayam dan 
semangka. Di sektor perkebunan, komoditas unggulan dari kabupaten ini 
terdiri dari 12 jenis yaitu Aren/Enau, Asam Jawa, Cengkeh, Jambu Mete, 
Coklat/Kakao, Kapuk, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kemiri, Kopi, Lada dan 
Pala. Sektor lain yang sudah lama menjadi urat nadi kegiatan ekonomi 
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Wakatobi adalah perikanan. Di perairan wilayah ini hidup berbagai jenis ikan 
karang seperti botana, bendera, beberapa ikan hias, dan napoleon. Selain itu 
terdapat beberapa ikan ekonomis seperti cakalang, kerapu, sunu, cucut, tuna, 
dan kakap. 

Beberapa tantangan dalam pengembangan kawasan ini dari bidang bina marga 
sebagai kawasan perdesaan mempunyai permasalahan aksesibilitas antar desa 
dan akses menuju pusat kegiatan perkotaan, bidang cipta karya dan 
perumahan yaitu sanitasi, sumber air perumahan belum terlayani dan 
memenuhi syarat kesehatan, bidang cipta karya pembangunan infrastruktur 
permukiman sebagai kawasan perdesaan membutuhkan jalan akses dalam 
lingkungan perdesaan yang layak, dan dari bidang sumber daya air sebagai 
kawasan perdesaan dengan mayoritas penduduk adalah pertanian, 
perkebunan dan peternakan,  potensi untuk mengembangkan hasil produksi 
belum maksimal. Dari tantangan tersebut, maka indikasi program utama 
pengembangan kawasan ini yaitu: 

1. Sektor Sumber Daya Air: 
 pembangunan jaringan irigasi pengairan  
 penanggulangan banjir dan penyediaan air baku 

2. Sektor Cipta Karya: 
 pembangunan jalan poros desa 
 pembangunan MCK, IPAL, IPLT, dan SPAM 
 pembangunan jalan perdesaan  

b. KSPN Wakatobi 

KSPN Wakatobi (Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko), merupakan 
kawasan dengan sektor unggulan wisata bawah lautnya yang merupakan 
terumbu karang salah satu yang terbaik di dunia, Kabupaten Wakatobi adalah 
salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu 
kotakabupaten ini terletak di Wangi-wangi, dibentuk berdasarkan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003. 
Luas wilayahnya adalah 823 km² dan pada tahun 2011 berpenduduk 94.846 
jiwa. 

Wakatobi juga merupakan nama kawasan taman nasional yang ditetapkan 
pada tahun 1996, dengan luas keseluruhan 1,39 juta ha, menyangkut 
keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah 
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satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. 

Kurangnya aksesibilitas disetiap pulau, Pantai dikawasan pulau wanci 
perbotensi tergerus gelombang laut terutama di kawasan permukiman pesisir, 
Kurangnya air bersih, Limbah masi terbuang ke laut dan sampah belum 
tertangani, Tumbuhnya permukiman kumuh di tepi pantai dan daratan.  

c. Pelabuhan ASDP Kaladupa 

ASDP Kaledupa, merupakan pelabuhan penyeberangan dan angkutan sebagai 
pintu masuk ke kepulauan Wakatobi. Beberapa tantangan dalam 
pengembangan pelabuhan ini yaitu jalan akses menuju pelabuhan yang masih 
belum baik, abrasi dan gelombang pasang di sekitar kawasan pelabuhan, 
kebutuhan air bersih, dan lingkungan kumuh. Dari tantangan tersebut, maka 
indikasi program utama untuk pelabuhan ini yaitu: 

1. Sektor Bina Marga: 
 pembangunan jalan akses pelabuhan 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 pembangunan bangunan pengaman pantai 
 pembangunan tampungan air dan intake 

3. Sektor Cipta Karya: 
 pembangunan IPAL, IPLT, TPS, dan SPAM kawasan pelabuhan 
 pembangunan jalan lingkungan kawasan permukiman pelabuhan 

3.2.1.10 Kawasan (28.1) Pertumbuhan Baru dan Minapolitan Mamuju 
a. Pelabuhan ASDP Mamuju 

(Profil kawasan ini sudah dijelaskan pada Sub Bab 3.2.1.7) 
b. KPPN Tommo (Mamuju) 

(Profil kawasan ini sudah dijelaskan pada Sub Bab 3.2.1.7) 
c. KPPN Karossa, Tobadak (Mamuju Tengah) 

(Profil kawasan ini sudah dijelaskan pada Sub Bab 3.2.1.7) 
d. PKW Mamuju 

(Profil kawasan ini sudah dijelaskan pada Sub Bab 3.2.1.7) 
e. KTM Tobadak 

(Profil kawasan ini sudah dijelaskan pada Sub Bab 3.2.1.7) 
3.2.1.11 Kawasan (28.2) Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Parepare 

a. Pelabuhan Marabombang (PR) 

Pelabuhan Marabombang merupakan pelabuhan di Kabupaten Pinrang yang 
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dikembangkan untuk pelabuhan ekspor-impor, untuk pengangkutan hasil bumi 
dan kebutuhan masyarakat Pinrang. Tantangan dan potensi kerusakan yang 
dimiliki oleh kawasan pelabuhan ini yaitu: 

1. Kemantapan jalan aksesibilitas menuju pelabuhan 
2. Kawasan pelabuhan yang cenderung kumuh 
3. Limbah dan persampahan yang belum tertangani dengan baik 
4. Air bersih dan air minum di kawasan pelabuhan 

Indikasi program utama dalam mendukung pengembangan kawasan pelabuhan 
ini yaitu: 

1. Sektor Bina Marga: 
 Pembangunan jalan akses pelabuhan Marabombang 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Peningkatan kapaitas air minum dan air baku kawasan pelabuhan 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Revitalisasi dan penataan kawasan pelabuhan 
 Pembangunan pengelolaan limbah dan persampahan 

b. Pelabuhan ASDP Lero 

Pelabuhan ASDP Lero merupakan transportasi masyarakat Desa Lero yang 
merupakan sebuah daerah tanjung di depan Parepare yang dpisahkan oleh Laut 
Teluk Pare yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 
dimana dahulunya merupakan tempat persinggahan baik bagi para pelaut 
maupun para pedagang yang hendak menuju daerah lain. Saat ini menjadi pintu 
gerbang masyarakat untuk menuju daerah lain. Berikut merupakan tantangan 
dan potensi kerusakan yang ada di kawasan pelabuhan ASDP ini. 

1. Kemantapan jalan aksesibilitas menuju pelabuhan 
2. Kawasan pelabuhan yang cenderung kumuh 
3. Limbah dan persampahan yang belum tertangani dengan baik 
4. Air bersih dan air minum di kawasan pelabuhan 
Indikasi program utama: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan akses pelabuhan Lero 
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Peningkatan kapaitas air minum dan air baku kawasan pelabuhan 
3. Sektor Cipta Karya: 
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 Pembangunan pengelolaan limbah dan persampahan 
 Revitalisasi dan penataan kawasan pelabuhan 

c. Pelabuhan ASDP Pare-Pare 
Pelabuhan ASDP Pare Pare, merupakan pelabuhan penumpang dan barang 
yang melayani rute antar pulau. Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di 
kawasan pelabuhan ini adalah sebagai berikut: 
1. Kemantapan jalan aksesibilitas menuju pelabuhan 
2. Kawasan pelabuhan yang cenderung kumuh 
3. Limbah dan persampahan yang belum tertangani dengan baik 
4. Air bersih dan air minum di kawasan pelabuhan 
Adapun indikasi program utama yang mendukung pengembangan kawasan 
pelabuhan ini yaitu: 
1. Sektor Bina Marga 

 Peningkatan jalan 
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Peningkatan kapaitas air minum dan air baku kawasan pelabuhan 
3. Dektor Cipta Karya: 

 Pembangunan pengelolaan limbah dan persampahan 
 Revitalisasi dan penataan kawasan pelabuhan 

d. KPPN Duampanua, Lansirang, Mattiro Sompe, Suppa (Pinrang) 

KPPN Duampanua, Lansirang, Mattiro Sompe, Suppa (Pinrang) merupakan 
kawasan perdesaan yang terletak di beberapa kecamatan di Kabupaten 
Pinrang. Salah satu desa yaitu Desa Lero yang terletak di Kecamatan Suppa, 
Kabupaten Pinrang yang luasnya ± 47 ha. Adapun jarak dari Ibukota Kecamatan 
17 km sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten 37 km dan jarak dari Ibukota 
Provinsi 215 km. Desa ini mempunyai ketinggian tanah dari permukaan laut 3 
Meter dengan panjang pantai ± 2 km. terdiri atas daerah pemukiman penduduk 
85 % dan selebihnya adalah lahan kebun. Keadaan Wilayah Desa Lero dalam 
hal ini Daerah bibir pantai setiap Tahunnya dikontrak Abrasi dan bibir pantai 
terkikis hingga 5 meter kedaratan atau pemukiman penduduk bahkan tiga 
tahun terakhir ini Rumah penduduk yang ada di bibir pantai sudah beberapa 
unit digusur diakibatkan terkena Abrasi yang disebabkan oleh pasangnya air 
Laut pada musim Barat. Karena Desa Lero berada diwilayah Pesisir Pantai serta 
dikenal sebagai Masyarakat Bahari maka sumber Penghasilan atau mata 
pencaharian penduduknya mayoritas sebagai Nelayan dan penghasilan mereka 
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bersumber dari hasil laut, disamping itu juga ada sebagian masyarakat yang 
mempunyai profesi lain selain Sebagai Nelayan. Tantangan dan potensi 
kerusakan yang dimiliki kawasan ini yaitu: 

1. Bidang Bina Marga: Sebagai kawasan perdesaan mempunyai permasalahan 
aksesibilitas antar desa dan akses menuju pusat kegiatan perkotaan 

2. Bidang CK dan Perumahan: Sanitasi, sumber air, perumahan belum terlayani 
dan memenuhi syarat kesehatan serta Rumah masyarakat yang belum layak 
huni. 

3. Bidang CK Pembangunan Infrastruktur Permukiman: Sebagai kawasan 
perdesaan membutuhkan jalan akses dalam lingkungan perdesaan yang layak 

4. Bidang SDA: Sebagai kawasan perdesaan di pulau yang rentan terhadap 
abrasi yang merusak kawasan permukiman. 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pembangunan Pengaman pantai 
2. Sektor Cipta Karya: 

 Pembangunan Jalan Poros desa menujujalan perkotaan 
 Pembangunan MCK, IPAL, IPLT dan SPAM 
 Pembangunan Jalan lingkungan Perdesaan 

3. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan layak huni 

e. KPPN Balusu, Mallusetasi (Barru) 

Kecamatan Balusu merupakan salah satu kecamatan yang terletak dan 
berdekatan dengan Ibu Kota Kabupaten Barru, kondisi topografi wilayah 
Kecamatan Balusu adalah mempunyai panjang garis pantai 7,3 km olehnya itu 
kecamatan ini merupakan salah satu daerah pesisir pantai pada daerah sebalah 
barat sedangkan daerah sebelah timur adalah daerah  dataran dan berbukit 
sehingga diperkirakan berada pada sekitar 0 – 650 m diatas permukaan laut 
(DPL) dan dianggap sangat strategis untuk pengembangan usaha pertanian, 
meliputi tanaman pangan, perkebunan,  peternakan, perikanan dan 
kehutanan. Luas wilayah Kecamatan Balusu adalah 112,20 km2 dan/atau 
11.220 ha, yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 5 Desa  nampak menyebar dan 
umumnya berada atau berbatasan dengan pantai/laut sama seperti wilayah 
kecamatan lainya. Orbitasi Desa tidak terlauh jauh dengan Ibu Kota Kabupaten 
adalah terdekat 5 km dan terjauh s.d. 30 km sedangkan jarak pusat 
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pemerintahan Kecamatan dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan adalah 110 
km. Data luas wilayah, Kepala Desa/Kelurahan, Jumlah Dusun dan RT/RW 
tersebar 6 Desa/Kelurahan.  

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan ini diantaranya adalah 
sebagai berikut: 

1. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan 
2. Kebutuhan air baku untuk kebutuhan air bersih dan pengairan 
3. Kebutuhan air minum 
4. Pengelolaan limbah dan persampahan masih belum sepenuhnya tertangani 
5. Kawasan Barru berpotensi terhadap abrasi yang merusak kawasan 

masyarakat pesisir 
6. Meningkatnya kawasan kumuh dan kebutuhan perumahan 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pengembangan  sektor pertanian dan perikanan 
 Pembangunan tampungan air 

2. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan jaringan air minum 
 Pembangunan pengolahan limbah dan pengolahan sampah perdesaan 
 Revitalisasi kawasan kumuh dan kawasan  strategis 

3. Sektor Penyediaan Perumahan 
 Pembangunan dan peningkatan rumah layak huni 

f. KPPN Maritengae (Sidrap) 

Maritengae adalah sebuah kecamatan dengan ibukota berada di Kelurahan 
Pangkajene yang sekaligus merupakan ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang, 
mempunyai luas 6.590 ha (3,5% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng 
Rappang) dengan topografi datar 85% dan berbukit 15%, dengan batas-batas 
wilayah; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Panca Rijang, sebelah 
timur berbatasan dengan Kecamatan Watang Sidenreng, sebelah selatan 
berbatasan dengan Kecamatan Tellu Limpoe, sebelah barat berbatasan dengan 
Kecamatan Wattang Pulu.  Kecamatan Maritengngae mempunyai luas wilayah 
secara keseluruhan yaitu 65,90 km2 yang terbagi atas 7 Kelurahan dan 5 Desa. 
Kecamatan Maritengae yang terdiri atas 5 desa dan 7 kelurahan dengan jumlah 
penduduk sebanyak 46.643 jiwa, atau 16,98% dari keseluruhan penduduk 
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kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 274.652 jiwa. Kecamatan 
Maritengngae sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang 
memiliki kondisi dan potensi sumber daya alam serta pola penggunaan lahan 
sebagai penghasil tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, kacang 
hijau dan kacang kedelai, bahkan khusus untuk tanaman padi, Kabupaten 
Sidenreng Rappang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Propinsi 
Sulawesi Selatan, selain itu terdapat pula tanaman pertanian non pangan 
seperti kelapa, jambu mente, kakao dan berbagai tanaman lainnya bahkan juga 
memiliki potensi sebagai daerah penghasil telur unggas seperti ayam ras dan 
ayam buras dan jenis peternakan sapi.  

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan ini yaitu: 
1. Bidang Bina Marga: Sebagai kawasan perdesaan mempunyai permasalahan 

aksesibilitas antar desa dan akses menuju pusat kegiatan perkotaan 
2. Bidang CK dan Perumahan: Sanitasi, sumber air, perumahan belum terlayani 

dan memenuhi syarat kesehatan serta Rumah masyarakat yang belum layak 
huni 

3. Bidang CK Pembangunan Infrastruktur Permukiman: Sebagai kawasan 
perdesaan membutuhkan jalan akses dalam lingkungan perdesaan yang 
layak 

4. Bidang SDA: Sebagai kawasan perdesaan di pulau yang rentan terhadap 
abrasi yang merusak kawasan permukiman 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pembangunan Pengaman pantai 
Pembangunan Jalan Poros desa menujujalan perkotaan 

2. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan MCK, IPAL, IPLT, dan SPAM 
 Pembangunan Jalan lingkungan Perdesaan 

3. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan layak huni 

g. PKW Barru 

PKW Barru adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Barru. Kabupaten ini memiliki luas 
wilayah 1.174,72 km² dan berpenduduk sebanyak 159.235 jiwa. Potensi di 
kabupaten Barru antara lain sebagai berikut:   
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• Pelabuhan Fery Andi Mattalatta di Garongkong, yang terletak di Kelurahan 
Mangempang Kecamatan Barru yang nantinya akan menghubungkan 
Pelabuhan Batu Licin Kalimantan Selatan dan Pelabuhan - pelabuhan 
lainnya, menjadikan Kabupaten Barru sebagai sasaran berinvestasi .Adapun 
Potensi investasi yang dapat dikembangkan meliputi pengembangan 
fasilitas pelabuhan dengan mengupayakan pengadaan Kapal, Pergudangan, 
Bongkar muat dan alat teransportasi darat  

• Pelabuhan Awerange , terletak 25 km sebelah utara Kota Barru yaitu di 
Kecamatan Soppeng Riaja. Pelabuhan Awerange merupakan pelabuhan 
umum dengan panjang Dermaga 70 meter, lebar 8 meter dengan panjang 
pelataran 40 meter dan lebar 4 meter ini berstatus pelabuhan antar pulau 
yang banyak disinggahi oleh Kapal Rakyat (Non Pelni) yang mengangkut hasil 
bumi seperti beras,hasil peternakan berupa sapi dan Semen dan 
Pupuk,serta penumpang.  

• Irigasi Sederhana (Setengah teknis) dan Irigasi Pedesaan yang 
memungkinkan produksi di Bidang Pertanian dapat meningkat.  

• Kabupaten Barru yang merupakan jakur trans sulawesi dengan tersedianya 
jaringan jalan yang cukup baik dan memadai untuk menunjang distribusi 
barang dan jasa serta merupakan jalur pasar komoditas antara daerah 
kedaerah lainnya.  

• Di Kabupaten Barru tersedia Kawasan Industri yang terletak di Kecamatan 
Mallustasi dengan luas 90 ha. 

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan PKW ini adalah: 
1. Peningkatan aksesibilitas antar kawasan 
2. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan 
3. Kebutuhan air baku 
4. Potensi abrasi dipesisir Pare-pare yang dapat merusak masyarakat pesisir 
5. Kebutuhan air minum 
6. Pengelolaan limbah dan persampahan masih belum sepenuhnya tertangani 
7. Meningkatnya kawasan kumuh 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan PKW ini yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan antar kawasan 
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pengembangan  sektor pertanian dan perikanan 
 Pembangunan tampungan air 
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 Pembangunan pengamanan pantai 
3. Sektor Cipta Karya: 

 Pembangunan jaringan air minum 
 Pembangunan pengolahan limbah dan pengolahan sampah 
 Revitalisasi kawasan kumuh 

h. PKW Pare-Pare 

PKW Pare-pare dikembangkan untuk industri pengolahan hasil perikanan, 
pertanian dan perkebunan, Ditetapkan berdasarkan PP No. 88/2011 tentang 
RTR Sulwesi ditetapkan sebagai: Pengembangan sentra produksi padi; Pusat 
penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi pusat 
penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi; Kota Parepare 
merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki posisistrategis 
karena terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik 
arah Utara– Selatan maupun Timur – Barat, dengan luas 99,33 km2. Terdiri atas 
4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan. Berdasarkan luas 
wilayah dari masing-masing kecamatan Kota Parepare, menunjukkan bahwa 
wilayah kecamatan terluas adalahKecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 
66,70 km2, atau sekitar 67,15% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan 
kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Soreang 
dengan luas wilayah kurang lebih 8,33 km2 atau sekitar 8,38 % dari luas Kota 
Parepare. Sektor unggulan Kota Parepare adalah perdangan dan jasa. Sektor 
ekonomi pendukung pembangunan Kota Parepare bertumpu pada kegiatan 
industri pengolahan dan transportasi. Fasilitas penunjang PKW Pare-pare 
adalah Pelabuhan Pare-pare, Kelas Pelabuhan Pengumpul. 

Berikut merupakan tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan PKW 
Pare-pare. 

1. Peningkatan aksesibilitas antar kawasan 
2. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan 
3. Kebutuhan air baku 
4. Potensi abrasi dipesisir Pare-pare yang dapat merusak masyarakat pesisir 
5. Kebutuhan air minum 
6. Pengelolaan limbah dan persampahan masih belum sepenuhnya tertangani 
7. Meningkatnya kawasan kumuh 
8. Kebutuhan perumahan yang meningkat sebagai kawasan perkotaan 
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Adapun indikasi program utama dalam mendukung pengembangan kawasan ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan antar kawasan 
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pengembangan  sektor pertanian dan perikanan 
 Pembangunan tampungan air 
 Pembangunan pengamanan pantai 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan jaringan air minum 
 Pembangunan pengolahan limbah dan pengolahan sampah 
 Revitalisasi kawasan kumuh 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan yang layak huni 

i. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare 

KAPET Pare-pare merupakan kawasan untuk pengembangan ekonomi kawasan 
Pare-pare untuk mempercepat peningkatan perekonomian kawasan Pare-
pare.  

Dalam pengembangan kawasan ini, diperlukan aksesibilitas antar kawasan 
Makassar-Pare-pare-Polewali-Mamuju dan Pare-pare-Palopo-Malili.  

Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan kawasan ini 
yaitu pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan. 

j. Kawasan Stasiun Bumi Sumber Alam Parepare 

Kawasan Stasiun Bumi Sumber Alam Parepare, merupakan kawasan strategis 
dengan sektor pengembangan terhadap teknologi dan penginderaan jarak 
jauh.  

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan ini yaitu Kepadatan dan 
lingkungan kawasan.  

Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan kawasan ini 
adalah Penataan bangunan dan revitalisasi sekeliling kawasan. 

3.2.1.12 Kawasan (28.3) Megapolitan dan Pusat Pertumbuhan Mamminasata 
a. Pelabuhan Umum Makassar (HUB) 

Pelabuhan Umum Makassar (HUB), Soekarno-Hatta menjadi nama pelabuhan, 
khususnya pelabuhan untuk kapal penumpang dan terminal penumpang. 
Pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV). Pelabuhan 
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Umum Makassar mempunyai panjang 2.5 mil, lebar 150 m, kedalaman 10 m, 
kondii pasang tertinggi 1,8 MLWS, pasang terendah 0,9 MLWS, jumlah dermaga 
19 buah,  jumlah gudang 4x3.800 m2, 2x400 m2 dan 1x600 m2.  

Kawasan ini memiliki tantangan dan potensi kerusakan berupa: 

1. Aksesibilitas menuju kawasan pelabuhan; 
2. Kawasan pelabuhan yang cenderung kumuh; 
3. Limbah dan persampahan yang belum tertangani dengan baik; dan 
4. Air bersih dan air minum di kawasan pelabuhan. 
Adapun indikasi program utama dalam mendukung kawasan pelabuhan ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan akses jalan pelabuhan 
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Peningkatan kapaitas air minum dan air baku kawasan pelabuhan  
3. Sektor Cipta Karya: 

 Revitalisasi dan penataan kawasan pelabuhan 
 Pembangunan pengelolaan limbah dan persampahan 

b. Pelabuhan ASDP Maros 

Kawasan ini memiliki tantangan dan potensi kerusakan berupa: 
1. Aksesibilitas menuju kawasan pelabuhan; 
2. Kawasan pelabuhan yang cenderung kumuh; 
3. Limbah dan persampahan yang belum tertangani dengan baik; dan 
4. Air bersih dan air minum di kawasan pelabuhan. 
Adapun indikasi program utama dalam mendukung kawasan pelabuhan ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan akses jalan pelabuhan; 
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Peningkatan kapaitas air minum dan air baku kawasan Bandara. 
3. Sektor Cipta Karya: 

 Revitalisasi dan penataan kawasan pelabuhan; 
 Pembangunan pengelolaan limbah dan persampahan; dan 

c. Bandar Udara Kargo Hasanuddin 

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, sebelumnya bernama Bandar 
Udara Internasional Hasanuddin, bandara ini bernama Lapangan Terbang 
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Kadieng terletak 30 km dari Kota Makassar, provinsiSulawesi Selatan. Bandara 
ini mempunyai dua landasan pacu yang pertama sepanjang 3.100 m x 45 m, dan 
yang kedua 2.500 m x 45 m. Bandara ini dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura, 
merupakan bandara Internasional (Kelas A), jasa layanan penumpang dalam 
bandar udara. PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional 
Sultan Hasanuddin Makassar memberikan fasilitas terminal penumpangyang 
nyaman dan dapat menampung sampai dengan 7 Juta penumpang pertahun. 
Dalam terminal penumpang tersebut diberikan fasilitas check-in, transit, 
boarding penumpang dan 6 buah garbarata sebagai anjungan menuju pesawat 
serta fasilitas pendukung lainnya. 

Kawasan ini memiliki tantangan dan potensi kerusakan berupa: 

1. Aksesibilitas menuju kawasan bandara; 
2. Kawasan pelabuhan yang cenderung kumuh; 
3. Limbah dan persampahan yang belum tertangani dengan baik; dan 
4. Air bersih dan air minum di kawasan bandara. 
Adapun indikasi program utama dalam mendukung kawasan bandara ini yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan akses jalan Bandara (Ring Road, Fly Over, Under Pass, dan 
Tol); 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Peningkatan kapaitas air minum dan air baku kawasan Bandara. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan pengelolaan limbah dan persampahan; dan 
 Revitalisasi dan penataan kawasan Bandara; 

d. PKN Kawasan Perkotaan Makassar - Sungguminasa - Takalar - Maros 
(Maminasata) 

Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten 
Maros, Gowa dan Takalar dibentuk berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2003 dengan luas wilayah 246.230 ha. Kawasan Perkotaan 
Mamminasata merupakan kawasan pengembangan yang terbentuk akibat 
pengembangan Kota Makassar yang begitu pesat dan menyebabkan terjadinya 
aglomerasi antara tiga kota utama lainnya. Secara umum, Kota Makassar 
mendominasi semua kegiatan perkotaan di Kawasan Perkotaan Mamminasata. 
Maka, Kota Makassar, yang saat ini juga berkembang sebagai pintu gerbang 
bagi pembangunan Indonesia di Kawasan Timur, adalah representasi dari 
Kawasan Perkotaan Mamminasata dalam sistem perkotaan nasional, Makassar 
sebagai kota utama dalam lingkup Kawasan Perkotaan Mamminasata berperan 
sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hal ini berarti cakupan pelayanan 
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Makassar menjangkau wilayah nasional dan berfungsi sebagai pusat pelayanan 
produksi, distribusi dan jasa. Dalam Pengembangan Kawasan Metropolitan 
Mamminasata terdapat empat isu strategis yang menjadi perhatian utama, 
yaitu pengembangan ekonomi (investasi) dan keseimbangan antar wilayah, 
pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata dalam kerangka 
pengembangan Pulau Sulawesi, keterkaitan Kawasan Perkotaan Mamminasata 
dengan kawasan produksi di Sulsel dan Sulbar, dan penyelesaian persoalan 
internal perkotaan di Kawasan Perkotaan Mamminasata. Semua isu tersebut 
dipandang strategis karena menentukan tercapainya visi Kawasan Perkotaan 
Mamminasata yaitu terwujudnya Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan 
program perkotaan yang hijau, nyaman, indah dan sehat yang juga mampu 
mendatangkan investor serta dapat disejajarkan dengan kota metropolitan di 
dunia sebagai kawasan metropolitan terkemuka dan terdepan di Kawasan 
Timur Indonesia yang berwawasan internasional dan bersendikan kearifan 
lokal. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata yang tertuang dalam 
Perpres No. 55 tahun 2011.  

Kawasan ini memiliki tantangan dan potensi kerusakan berupa: 

1. Peningkatan aksesibilitas antar kawasan; 
2. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan; 
3. Kebutuhan air baku besar; 
4. Potensi abrasi dipesisir Kawasan yang dapat merusak masyarakat pesisir dan 

banjir di kawasan perkotaan; 
5. Kebutuhan air minum; 
6. Pengelolaan limbah dan persampahan masih belum sepenuhnya tertangani; 

dan 
7. Meningkatnya kawasan kumuh. 
Adapun indikasi program utama dalam mendukung kawasan pelabuhan ini 
yaitu: 

1. Sektor Bina Marga: 
 Pembangunan jalan dan jembatan antar kawasan. 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pengembangan  sektor pertanian, perikanan dan Industri; 
 Pembangunan tampungan air; 
 Pembangunan pengamanan pantai, tanggul banjir dan Drainase 

perkotaan. 
3. Sektor Cipta Karya: 

 Pembangunan jaringan air minum; 
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 Pembangunan pengolahan limbah dan pengolahan sampah; dan  
 Pembangunan rumah layak huni. 

e. Kawasan Metropolitan Maminasata 

Kawasan Metropolitan Maminasata, Kawasan Perkotaan Mamminasata yang 
meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Gowa dan Takalar dibentuk 
berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dengan luas 
wilayah 246.230 ha. Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai salah satu 
pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala 
internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia; ke dua, 
menciptakan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antara wilayah 
nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan 
Mamminasata, ke tiga, membangun sistem perkotaan Kawasan Perkotaan 
Mamminasata yang berhierarki, terstruktur, dan seimbang sesuai dengan 
fungsi dan tingkat pelayanannya, ke empat, menjaga keseimbangan fungsi 
lindung dan fungsi budi daya pada Kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai 
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan yang terakhir adalah 
mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi 
nasional di Kawasan Perkotaan Mamminasata. 

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan ini yaitu: 

1. Peningkatan aksesibilitas antar kawasan; 
2. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan; 
3. Kebutuhan air baku besar; 
4. Potensi abrasi dipesisir Kawasan yang dapat merusak masyarakat pesisir dan 

banjir di kawasan perkotaan; 
5. Kebutuhan air minum; 
6. Pengelolaan limbah dan persampahan masih belum sepenuhnya tertangani; 

dan  
7. Meningkatnya kawasan kumuh. 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan dan jembatan antar kawasan; 
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pengembangan  sektor pertanian, perikanan dan Industri; 
 Pembangunan tampungan air; 
 Pembangunan pengamanan pantai, tanggul banjir dan Drainase 

perkotaan; 
3. Sektor Cipta Karya: 
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 Pembangunan jaringan air minum; 
 Pembangunan pengolahan limbah dan pengolahan sampah; dan 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan rumah layak huni. 

f. Kota Baru Makassar 

Kawasan Kota Baru Maros-Gowa ini terletak di sebelah timur Kota Makasar. 
Kurang lebih 17 km dari Kota Makassar atau sekitar 15 km dari Panakukang 
Mas. akan tumbuh menjadi kota satelit bagi Kota Makassar. fungsi yang akan 
diemban Kota Baru tersebut adalah untuk menampung lonjakan penduduk 
yang saat ini pertumbuhannya rata-rata 1,76% setiap tahun. Nilai strategis 
lainnya dari kawasan ini adalah kemudahan aksesibilitas menuju pusat-pusat 
utama kawasan metropolitan Mamminasata. Seperti, Bandar Udara Sultan 
Hassanudin yang hanya berkisar 11 km, Pelabuhan Soekarno Hatta, KIMA, serta 
dilayani oleh jaringan jalan outer ring road Mamminasata. Kawasan Kota Baru 
Mamminasata memiliki luas ± 3.500 ha yang terletak di dua kecamatan, yaitu 
Kecamatan Moncongloe di Kabupaten Maros dengan luas 2.493 ha dan 
Kecamatan Pattalasang di Kabupaten Gowa dengan luas 1.038 ha. 

Tantangan dan potensi kerusakan di kawasan kota baru ini diantaranya adalah: 

1. Peningkatan aksesibilitas antar kawasan; 
2. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan; 
3. Kebutuhan air baku besar; 
4. Potensi abrasi dipesisir Kawasan yang dapat merusak masyarakat pesisir dan 

banjir di kawasan perkotaan; 
5. Kebutuhan air minum; 
6. Pengelolaan limbah dan persampahan masih belum sepenuhnya tertangani; 

dan 
7. Meningkatnya kawasan kumuh. 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan dan jembatan antar kawasan. 
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pengembangan  sektor pertanian, perikanan dan Industri; 
 Pembangunan tampungan air; 
 Pembangunan pengamanan pantai, tanggul banjir dan Drainase 

perkotaan. 
3. Sektor Cipta Karya: 
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 Pembangunan jaringan air minum; 
 Pembangunan pengolahan limbah dan pengolahan sampah; dan 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan rumah layak huni. 

g. KTM Punaga 

KTM Punaga (Kabupaten Takalar) merupakan kawasan transmigrasi yang 
dikembangkan oleh pemerintah, yang terletak di kabupaten takalar, kecamatan 
Mangarabombang, desa Punaga. Tantangan dan potensi kerusakan di kawasan 
transmigrasi ini diantaranya adalah: 

1. Aksesibilitas antar kawasan; 
2. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan; dan 
3. Kawasan kumuh dan belum tertangani infrastruktur dasar 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan Jalan akses ke Tobadak dan dalam kawasan KTM Punaga; 
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pembangunan daerah pertanian dan perkebunan baru; dan 
3. Sektor Cipta Karya: 

 Revitalisasi kawasan kumuh; 
4. Sektor Penyediaan Perumahan: 

 Penyediaan Infrastruktur Permukiman (Pengelolaan limbah, 
Persampahan, dan SPAM); 

 Penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat. 
h. Bendungan Pamukkulu 

Bendungan Pamukkulu (Kabupaten Takalar), bendungan Pamukkulu terletak di 
Desa Kaleko'mara, Kecamatan Polobangkeng Utara, Kabupaten Takalar. 
Bendungan tersebut akan mulai dikerjakan tahun depan selama lima tahun, 
dengan total anggaran Rp 1,009 trilliun dan menggunakan lahan 640 ha, 
bendungan ini akan dibangun sekitar 15 km dari Kabupaten Takalar. Memiliki 
fungsi sebagai penyedia air baku bagi daerah Takalar dan sekitarnya, 
pengendali banjir DAS Pappa, PLT hidro power, pariwisata dan perikanan darat. 
Yang paling utama adalah meningkatkan intensitas tanaman dari 150% menjadi 
250% di 6.430 ha lahan pertanian, Pembangunan fisik dari bendungan 
Pamukkulu akan mulai dikerjakan di tahun 2017, yang akan memuat debit air 
sampai 82,57 juta m3. Adapun sungai yang menjadi sumber airnya adalah 
Sungai Pamukulu, Jenemarrung dan Dingau.  
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Tantangan dan potensi kerusakan di kawasan ini diantaranya adalah kebutuhan 
air baku. Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini 
yaitu Pembangunan Bendungan dengan bangunan pelengkapnya. 

i. Bendungan Karalloe 

Bendungan Karalloe, (Kab Gowa), Bendungan Karaloe yang mempunyai tipe 
urugan batu dilapis beton (concrete faced rockfill dam/CFRD) tersebut 
ditargetkan rampung dan beroperasi secara optimal mulai 2017. Secara 
spesifik, bendungan yang terletak Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 
dan berbatasan langsung Kabupaten Jeneponto itu mempunyai tinggi dam 
mencapai 81 meter, panjang puncak bendungan 325 meter, serta panjang 
mercu pelimpahan 100 meter. Sementara untuk panjang terowongan 
mencapai 230 meter dengan diameter terowongan 3 meter serta luas 
bendungan 160 ha. mampu mengairi sawah seluas ± 20.000 Ha. 

Tantangan dan potensi kerusakan di kawasan ini diantaranya adalah kebutuhan 
air baku. Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini 
yaitu Pembangunan Bendungan dengan bangunan pelengkapnya. 

j. Kawasan Perkotaan Makassar – Maros – Sungguminasa - Takalar 
(Mamminasata) 

Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten 
Maros, Gowa dan Takalar dibentuk berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2003 dengan luas wilayah 246.230 ha. Kawasan Perkotaan 
Mamminasata merupakan kawasan pengembangan yang terbentuk akibat 
pengembangan Kota Makassar yang begitu pesat dan menyebabkan terjadinya 
aglomerasi antara tiga kota utama lainnya. Secara umum, Kota Makassar 
mendominasi semua kegiatan perkotaan di Kawasan Perkotaan Mamminasata. 
Maka, Kota Makassar, yang saat ini juga berkembang sebagai pintu gerbang 
bagi pembangunan Indonesia di Kawasan Timur, adalah representasi dari 
Kawasan Perkotaan Mamminasata. Di dalam sistem perkotaan nasional, 
Makassar sebagai kota utama dalam lingkup Kawasan Perkotaan Mamminasata 
berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hal ini berarti cakupan 
pelayanan Makassar menjangkau wilayah nasional dan berfungsi sebagai pusat 
pelayanan produksi, distribusi dan jasa, serta berfungsi sebagai simpul 
transportasi untuk melayani wilayah nasional atau beberapa propinsi.   

Tantangan dan potensi kerusakan di kawasan ini diantaranya adalah: 

1. Peningkatan aksesibilitas antar kawasan; 
2. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan; 
3. Kebutuhan air baku besar; 
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4. Potensi abrasi dipesisir Kawasan yang dapat merusak masyarakat pesisir dan 
banjir di kawasan perkotaan; 

5. Kebutuhan air minum; 
6. Pengelolaan limbah dan persampahan masih belum sepenuhnya tertangani; 

dan 
7. Meningkatnya kawasan kumuh. 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan dan jembatan antar kawasan; 
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pengembangan  sektor pertanian, perikanan dan Industri; 
 Pembangunan tampungan air; 
 Pembangunan pengamanan pantai, tanggul banjir dan Drainase 

perkotaan. 
3. Sektor Cipta Karya: 

 Pembangunan jaringan air minum. 
 Pembangunan pengolahan limbah dan pengolahan sampah; dan 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan rumah layak huni. 

33.2.2 Analisis Kelayakan Program Jangka Pendek Antar Kawasan 

Analisis program jangka pendek antar kawasan dalam WPS merupakan analisis yang 
didasarkan pada potensi antar kawasan dalam WPS tersebut, potensi kawasan 
pendukung antar kawasan dalam WPS, tantangan dan potensi kerusakan dan indikasi 
program utama dalam penanganan tantangan dan potensi kerusakan tersebut. Dalam 
Pulau Sulawesi tidak terdapat kota/kabupaten yang masuk ke dalam deliniasi antar 
kawasan. 

3.2.3 Analisis Kelayakan Program Jangka Pendek Antar WPS 

Analisis kelayakan program jangka pendek antar WPS adalah program – program jangka 
pendek yang ada di setiap sub kawasan yang tidak masuk ke dalam WPS namun berada 
di antar WPS. Pembahasan terkait kebutuhan program disusun dalam rangka mendukung 
kebutuhan masing – masing sub kawasan  yang ada. 
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3.2.3.1 Antar WPS 24 Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu dan WPS 25 
Gorontalo – Kotamobagu  

a. PPN Kwandang 

Luas lahan PPN Kwandang yaitu sekitar 3 ha. Pelabuhan ini melayani fishing 
ground Laut Sulawesi dan sekitarnya (ZEEI dan Laut Teritorial). Panjang 
dermaga sekitar 150m dengan kapasitas tambat kapal 30-60 GT.  

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di PPN ini yaitu: 

1. Kurangnya fasilitas suplai air bersih untuk operasional pelabuhan (utk kapal 
ikan, proses pelelangan ikan, pabrik es dan fasilitas sanitasi: KM, toilet). 

2. Kurangnya fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah (IPAL dan TPST) 
Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan PPN 
Kwandang ini diantaranya adalah dari sektor Cipta Karya yaitu: 
1. Sektor Cipta Karya: 

 Pembangunan/perbaikan fasilitas air bersih untuk operasional 
pelabuhan; dan 

 Pembangunan/perbaikan IPAL, IPLT dan TPST/TPS-3R. 
b. KPPN Wonosari 

Luas KPPN Wonosari adalah sekitar 229,1 km2 dengan topografi berupa dataran 
rendah dan sebagian berbukit-bukit. KPPN Wonosari ditetapkan sebagai 
kawasan pertanian dan agro industri terpadu: Pengembangan pengolahan 
limbah pertanian tanaman pangan (padi, jagung) dan limbah 
perikanan/kelautan menjadi pakan ternak (sapi, kambing).  

Pengembangan sebagai kawasan pertanian dan agro industri terpadu perlu 
dukungan: 

1. Sumber air baku irigasi yang cukup dan berkesinambungan. 
2. Konektivitas antara  sentra industri dengan sentra produksi pertanian. 
Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan KPPN ini 
diantaranya adalah: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

• Pengembangan sumber air baku pertanbun dan jaringan distribusinya. 
2. Sektor Bina Marga: 

• Pembangunan/peningkatan kapasitas jalan usaha tani. 
c. KPPN Anggrek (Kwandang) 

KPPN Anggrek ini terletak di Kecamatan Anggrek dan Kec. Kwandang.  
Infrastruktur yang sudah terdapat di wilayah KPPN ini diantaranya adalah PPN 
Kwandang, Pelabuhan Konteiner Anggrek dan PLTU Anggrek (2x25 MW).  
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Pengembangan potensi unggulan dari KPPN ini yaitu berupa Tanaman pangan 
(padi, palawija), perkebunan (kelapa); dan perikanan tangkap, budidaya 
(keramba, rumput laut, mutiara). 

 

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di KPPN ini yaitu: 

1. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan (jagung dan kelapa),  dan 
produk kelautan (perikanan dan rumput laut) perlu dukungan 
pengembangan air baku irigasi dan air bersih secara  cukup dan 
berkesinambungan. 

2. Rawan kerusakan kawasan pantai utara karena gerusan ombak laut Sulawesi. 
3. Perlu dukungan kelancaran konektivitas antar desa dan ke sentra produksi 

pertanian (jalan usaha tani). 
Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan KPPN 
Anggrek ini diantaranya adalah: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

a. Pengembangan sumber air baku irigasi dan air bersih dan jaringan 
distribusinya;   

b. Pembangunan/ perbaikan bangunan pengamanan pantai utara Laut 
Sulawesi  

2. Sektor Bina Marga: 
c. Pembangunan/peningkatan konektivitas antar sentra industri pengolahan 

dengan sentra produksi pertanbun/perikanan (jalan usaha tani). 
d. PKW Kwandang 

Kwandang adalah ibukota dari Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki luas 
wilayah sekitar 436,74 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 28.926 jiwa. 
Berdasarkan Perpres No. 88/2011 tentang RTR P. Sulawesi, Fungsi PKW 
Kwandang adalah sebagai: 

1) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan 
luas lahan pertanian. 

2) Pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan 
jagung. 

3) Kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi 
dan tsunami. 

Saat ini, ekonomi Kwandang masih didominasi sektor pertanian dan 
perkebunan (penggunaan lahan pertanbun sekitar 65% luas wilayah 
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kecamatan). 

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di PKW Kwandang yaitu : 

1. Dominasi sektor pertanbun perlu dukungan air baku pertanian secara cukup 
dan berkesinambungan. 

2. Kwandang sbg. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian 
tanaman jagung perlu dukungan suplai bahan baku dari kawasan hinterland-
nya (kecamatan lain di Kabupaten Gorontalo Utara). 

3. Sebagai PKW dan IK Kabupaten, Kwandang berfungsi sebagai pendorong 
pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Perlu 
dukungan konektivitas antar desa dan ke sentra produksi pertanian (jalan 
usaha tani) untuk menjamin kelancaran suplai bahan baku dan distribusi 
pemasaran produk. 

Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan PKW 
Kwandang ini yaitu: 
a. Sektor Sumber Daya Air: 

d. Pembangunan/perbaikan suplai air baku pertanian/irigasi penunjang 
pertanian tanaman pangan jagung di kecamatan hinterland. 

b. Sektor Bina Marga: 
e. Pembangunan/ perbaikan konektivitas antar kecamatan/desa dan 

konektivitas ke/dari sentra produksi pertanbun /jalan usaha tani. 
e. PKW Tilamuta 

Tilamuta adalah ibukota Kab. Boalemo yang berbentuk Kota Kecamatan dengan 
luas wilayah sekitar 311,4 km2. Berdasarkan RTR Pulau Sulawesi (Perpres 
88/2011), fungsi pengembangan PKW Tilamuta adalah: 

1. Pengembangan  sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang 
didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu untuk produksi pakan 
ternak; 

2. Pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan 
jagung; 

3. Pusat pariwisata bahari; 
4. Kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi; 

dan 
5. Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di kawasan 

perkotaan nasional yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi 
sempadan pantai. 

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di PKW Tilamuta yaitu: 
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1. Pengembangan sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan perlu 
dukungan sumber air baku yang cukup. 

2. Sebagai pusat wisata bahari dan pengendalian pemanfaatan ruang pada 
sempadan pantai perlu mencegah kerusakan kawasan pantai. 

3. Pengembangan pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung 
pengelolaan limbah hasil pertanbun untuk produksi pakan ternak perlu 
dukungan konektivitas antara  sentra industri dengan sentra produksi 
pertanian. 

Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan PKW 
Tilamuta ini yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pengembangan sumber air baku pertanbun dan jaringan distribusinya;   
 Pembangunan/perbaikan bangunan pengamanan pantai. 

2. Sektor Bina Marga: 
 Pembangunan/peningkatan konektivitas antar kabupaten, kecamatan, 
serta antara sentra industri pengolahan dengan sentra produksi 
pertanbun (jalan usaha tani). 

3.2.3.2 Antar WPS 24 Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu dan WPS 35 Pulau – 
Pulau Kecil Terluar 

a. Bandar Udara Baru Siau: Sitoru (Sihite) 

Lokasi bandara ini adalah di Pulau Siau. Pembangunan bandara selesai di tahun 
2016 dengan spesifikasi bandara seperti berikut. Runway  1400 X 30 m, taxiway 
96 X 18 m, dan apron 60 X 70 m.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan ini adalah ruas jalan 
penghubung ke bandara kurang memadai.  
Adapun indikasi program utama untuk pengembangan kawasan bandara ini 
adalah dari sektor bina marga yaitu peningkatan kapasitas jalan penghubung 
ke Bandara Sihite. 

b. Bandar Udara Baru Miangas 

Bandara ini mulai dibangun pada tahun 2013,  landasan pacu (runway) telah 
selesai  pada tahun 2014  dengan panjang 1.400 meter dan bisa didarati 
pesawat ATR seri 72. Rencana operasi: akhir 2016 atau awal 2017. 
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan ini adalah perlunya 
fasilitas air bersih dan sistem sanitasi lingkungan bandara. 
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Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan bandara ini 
adalah dari sektor CK yaitu Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi 
pendukung operasional bandara. 

c. PKSN Tahuna 

PKSN Tahuna adalah Pusat pertumbuhan ekonomi pendorong kawasan 
perbatasan Kab. Kep. Sangihe. Beberapa potensi yang ada di wilayah ini yaitu: 
 Perkebunan: kelapa, pala, dan cengkeh. 
 Perikanan/kelautan: tuna, kerapu, layang, cakalang; Budidaya: rumput laut, 
teripang, dan mutiara. 

 Pariwisata: wisata alam (gunung berapi bawah laut Pulau Mangahetang), 
wisata bahari (pantai pasir putih, terumbu karang, wisata pancing laut 
dalam/deep sea fishing). 

 Perhubungan: Bandara: Naha (Yudha Tindas) di Tahuna; Pelabuhan: Marore, 
Kawaluso, dan Tagulandang (Pulau Sangihe) 

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di PKSN Tahuna adalah: 
1. Sebagai PKSN perlu pengembangan ekonomi wilayah (pertanbun, 

perikanan/ kelautan, pariwisata) utk. penguatan daya ungkit. 
2. Perlu dukungan sumber air baku untuk irigasi dan air bersih kawasan 

permukiman 
3. Perlu dukungan konektivitas internal Pulau Sangihe (penghubung antar 

desa, jalan usaha tani). 
4. Perlu dukungan IS Permukiman (air bersih, sanitasi lingkungan untuk 

kawasan permukiman/bandara/pelabuhan). 
Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan PKW 
Tilamuta ini yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air:  

 Pengembangan sumber air baku pertanian dan jaringan distribusinya;   
2. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan/peningkatan jalan lingkar pulau, penghubung antar desa 
dan jalan usaha tani; 

3. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan/ peningkatan fasilitas PSU permukiman untuk kawasan 
permukiman/bandara/pelabuhan. 

d. Pelabuhan Petta (PP) 

Status dari pelabuhan ini adalah Pelabuhan Pengumpul. Fasilitas yang sudah 
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ada diantaranya adalah dua unit dermaga sepanjang 50 meter, lapangan 
penumpukan, gudang 300 m2, dan terminal penumpang. Pelabuhan ini 
melayani kapal general cargo dengan kapasitas 1.000 DWT faceline Dermaga -
4 s/d -11 m LWS.   

Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di Pelabuhan Petta adalah: 
1. Lokasi di laut terbuka rawan kerusakan pantai. 
2. Lokasi di pulau terluar, memerlukan dukungan fasilitas air bersih dan 

sanitasi lingkungan pelabuhan secara berkesinambungan. 
Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan Pelabuhan 
Petta ini yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air:  

 Pembangunan/perbaikan bangunan pengaman pantai. 
2. Sektor Cipta Karya:  

 Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi pendukung operasional 
pelabuhan. 

e. Pelabuhan Kawio (PR) 

Lokasi pelabuhan ini berada di Kecamatan Marore, pulau Kawio. Pelabuhan ini 
merupakan pelabuhan penyeberangan kapal feri dengan fasilitas berupa 
dermaga 42 m, kantor dan terminal penumpang serta gudang.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di Pelabuhan Kawio adalah: 
1. Lokasi di laut terbuka rawan kerusakan pantai. 
2. Lokasi di pulau terluar, memerlukan dukungan fasilitas air bersih dan 

sanitasi lingkungan pelabuhan secara berkesinambungan. 
Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan Pelabuhan 
Petta ini yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air:  

 Pembangunan/perbaikan bangunan pengaman pantai. 
2. Sektor Cipta Karya: 

 Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi pendukung operasional 
pelabuhan. 

f. Pelabuhan Matutuang (PL) 

Fasilitas yang sudah ada di pelabuhan ini yaitu berupa fasilitas dermaga 35 x 8 
m2; Causeway, Terminal Penumpang, Kantor Pelabuhan, Gudang dan Lapangan 
Penumpukan; Dapat melayani kapasitas kapal bermuatan General Cargo 
berukuran 1000 DWT serta faceline dermaga -5 LWS. 
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Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di Pelabuhan Kawio adalah: 
1. Lokasi di laut terbuka rawan kerusakan pantai. 
2. Lokasi di pulau terluar, memerlukan dukungan fasilitas air bersih dan 

sanitasi lingkungan pelabuhan secara berkesinambungan. 
Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan Pelabuhan 
Petta ini yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pembangunan/perbaikan bangunan pengaman pantai. 
2. Sektor Cipta Karya:  

 Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi pendukung operasional 
pelabuhan. 

g. Pelabuhan Lipang (PL) 

Lokasi pelabuhan ini berada di Kecamatan Kandahe, berbatasan langsung 
dengan Filipina. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan pengumpan lokal yang 
melayani kapal dengan bobot 1.000 DWT. Fasilitas yang ada: Dermaga: 35x8 
m2; Trestle: 167 x 4 m2.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di Pelabuhan Kawio adalah: 
1. Lokasi di laut terbuka rawan kerusakan pantai. 
2. Lokasi di pulau terluar, memerlukan dukungan fasilitas air bersih dan 

sanitasi lingkungan pelabuhan secara berkesinambungan. 
Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan Pelabuhan 
Petta ini yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pembangunan/perbaikan bangunan pengaman pantai. 
2. Sektor Cipta Karya: 

 Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi pendukung operasional 
pelabuhan. 

h. Pelabuhan Bukide (PL) 

Bukide, adalah sebuah desa di Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten 
Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Pelabuhan Bukide 
pengembangannya dilaksanakan dari tahun 2001 hingga tahun 2015 dengan 
total anggaran ± Rp23 miliar. Fasilitas yang ada antara lain dermaga 35 meter, 
kantor dan terminal penumpang 250 m2 dan gudang untuk mengakomodasi 
kapal dengan ukuran 1.000 DWT. 
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i. Pelabuhan Dapalan (PL) 

Pelabuhan Dapalan dibangun mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2012. 
Fasilitas Dermaga seluas (42x 8) m2,  dapat melayani kapal dengan kapasitas 
1000 DWT.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di pelabuhan ini adalah: 
1. Lokasi di laut terbuka rawan kerusakan pantai. 
2. Lokasi di pulau terluar, memerlukan dukungan sumber sumber air bersih 

secara berkesinambungan. 
Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan kawasan ini 
yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pembangunan/perbaikan bangunan pengaman pantai. 
2. Sektor Cipta Karya: 

 Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi pendukung operasional 
pelabuhan. 

j. Pelabuhan ASDP Karatung 

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan di Pulau Karatung, salah satu pulau di 
gugusan Kep. Nanusa, sebelah barat Pulau Marampit, Kabupaten Kepulauan 
Talaud). Pelabuhan ini melayani penumpang dan kargo ke pelabuhan lain di 
Kabupaten Talaud, Sangihe dan Sitaro, serta ke Manado, Bitung dan Gorontalo. 
Kapal Pelni Sangiang melayani penumpang dan barang di/ke Karatung setiap 2 
minggu sekali. 
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di pelabuhan ini adalah: 
1. Lokasi di laut terbuka rawan kerusakan pantai. 
2. Lokasi di pulau terluar, memerlukan dukungan sumber sumber air bersih 

secara berkesinambungan. 
Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan kawasan ini 
yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pembangunan/perbaikan bangunan pengaman pantai. 
2. Sektor Cipta Karya: 

 Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi pendukung operasional 
pelabuhan. 

k. PKSN Melonguane 

Melonguane adalah ibu kota Kab. Kep. Talaud yang terletak di P. Karakelang 
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(pulau terbesar). Kawasan PKSN ini adalah pusat pertumbuhan ekonomi 
pendorong kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud. Potensi yang 
ada diantaranya adalah Perkebunan: kelapa, pala dan cengkeh; 
Perikanan/kelautan: tuna, kerapu, layang, cakalang; Budidaya: rumput laut, 
teripang, dan mutiara; Pariwisata: wisata alam (gunung berapi bawah laut 
Pulau Mangahetang), wisata bahari (pantai pasir putih, terumbu karang); dan 
Pertambangan: pasir besi, mangan, nikel, dan batu alam). 
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di PKSN ini adalah: 
1. Memerlukan air baku untuk pertanian dan air bersih/PSU untuk 

permukiman yang cukup. 
2. Sebagai PKSN perlu pengembangan ekonomi wilayah (pertanbun, 

perikanan/ kelautan, pariwisata) untuk penguatan daya ungkit. 
3. Perlu dukungan konektivitas internal Pulau Karakelang  (penghubung antar 

desa, jalan usaha tani). 
4. Perlu dukungan IS Permukiman (air bersih, sanitasi lingkungan untuk 

kawasan permukiman dan kegiatan perkotaan) 
Adapun indikasi program utama untuk mendukung pengembangan kawasan ini 
yaitu: 

1. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pengembangan sumber air baku pertanbun dan jaringan distribusinya;   

2. Sektor Bina Marga: 
 Pembangunan/peningkatan jalan lingkar pulau, penghubung antar desa 
dan jalan usaha tani; 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan/ peningkatan fasilitas infrastruktur permukiman  (air 
bersih, sanitasi lingkungan untuk kawasan permukiman dan kegiatan 
perkotaan). 

3.2.3.3 Antar WPS 25 Gorontalo – Kotamobagu dan WPS 26 Palu – Banggai  

a. KPPN Momunu, Tiloan (Buol) 

Merupakan kawasan perdesaan yang memiliki potensi pertanian, peternakan, 
perkebunan dan prikanan darat. Kepadatan penduduk desa Momunu adalah 
37 jiwa per km2, dan Tiloan 9 jiwa per km2, jumlah penduduk Momunu 14.786 
jiwa dan Tiloan 12.283 jiwa, Kecamatan Momunu terdapat 16 desa, dengan 
jumlah penduduk per desa adalah 904 jiwa, Kecamatan Tiloan memiliki 9 desa 
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dengan jumlah penduduk per desa 1.261 Jiwa.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan ini diantaranya adalah: 
1. Bidang Bina Marga: Sebagai kawasan perdesaan mempunyai permasalahan 

aksesibilitas antar desa dan akses menuju pusat kegiatan perkotaan 
2. Bidang CK dan Perumahan: Sanitasi, sumber air, perumahan belum terlayani 

dan memenuhi syarat kesehatan. Sebagai kawasan perdesaan 
membutuhkan jalan akses dalam lingkungan perdesaan yang layak 

3. Bidang SDA: Sebagai kawasan perdesaan dengan mayoritas penduduk 
adalah pertanian, perkebunan dan peternakan, potensi untuk 
mengembangkan hasil produksi belum maksimal. 

Adapun indikasi program dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Cipta Karya: 

 Pembangunan Jalan Akses Poros desa 
 Pembangunan MCK, IPAL, IPLT, dan SPAM 
 Pembangunan Jalan Perdesaan 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan Jaringan Irigasi pengairan 
 Penanggulangan banjir dan penyediaan air baku 

b. PKW Buol 

PKW Buol, Terdiri dari 11 kecamatan, 115 desa, dengan jumlah penduduk 
142.585 jiwa, merupakan Ibu kota dari Kabupaten Buol, yang mempunyai 
potensi dukungan pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan, kehutanan 
dan pertambangan yang dapat mengungkit kawasan Buol.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di PKW Buol diantaranya: 
1. Bina Marga yaitu: Sebagai PKW, Buol membutuhkan infrastruktur jalan 

perkotaan yang baik untuk menunjang kegiatan perekonomian dan 
aksesibilitas yang menghubungkan antar perkotaan. 

2. Cipta Karya dan Perumaahan: Sebagai PKW Buol, merupakan pusat ekonomi 
sehingga penduduk menjadi mengumpul, sehingga akan menimbulkan 
lingkungan padat, kumuh dan kurangnya pasokan air bersih 

3. SDA: Kurangnya sumber air bersih dan pasokan yang kontinyu untuk 
masyarakat perkotaan, Buol yang terletak di pantai utara kawasan 
permukiman berpotensi terjadinya abrasi yang mengancam permukiman 
penduduk pesisir. 
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Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan PKW Buol 
adalah: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan dan jembatan perkotaan dan antar perkotaan di Buol.  
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pembanunan embung dan intake air baku 
 Pembangunan drainase perkotaan Buol 
 Perlindungan terhadap abrasi pantai utara Buol 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan IPAL, IPLT, dan TPA kawasan perkotaan Buol 
 Pembangunan SPAM regional/perkotaan 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan masyarakat Buol 

c. PKW Tolitoli 

Tolitoli merupakan ibu kota dari Kabupaten Tolitoli, terdiri dari 10 kecamatan, 
104 desa yang mempunyai potensi perdagangan dan jasa, sektor perkebunan, 
peternakan dan pariwisata. Dengan jumlah penduduk 223.318 jiwa, yang 
mempunyai sebutan kota cengkeh. Di dalam PKW Tolitoli terdapat sebuah 
pelabuhan bernama Pelabuhan Dede. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan 
Pengumpan Lokal di Tolitoli yang sangat ramai yang melayani angkutan 
penumpang dan barang, juga menjadi tempat persinggahan kapal besar.  Selain 
itu, terdapat pula Bandara Sultan Bantilan yang merupakan bandara perintis di 
Tolitoli, yang merupakan akses dari Palu dan Makassar.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di PKW Tolitoli diantaranya: 
1. Bidang BM: Sebagai PKW Tolitoli membutuhkan infrastruktur jalan 

perkotaan yang baik untuk menunjang kegiatan perekonomian dan 
aksesibilitas yang menghubungkan antar perkotaan 

2. Bidang CK dan Perumahan: Sebagai PKW Tolitoli, merupakan pusat ekonomi 
sehingga penduduk menjadi mengumpul, sehingga akan menimbulkan 
lingkungan padat, kumuh dan kurangnya pasokan air bersih 

3. Bidang SDA: Kurangnya sumber air bersih dan pasokan yang kontinyu untuk 
masyarakat perkotaan, Buol yang terletak di pantai utara kawasan 
permukiman berpotensi terjadinya abrasi yang mengancam permukiman 
penduduk pesisir. 
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Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan PKW ini yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan dan jembatan perkotaan dan antar perkotaan Tolitoli 
2. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pembangunan embung dan intake air baku untuk kawasan perkotaan 
 Perlindungan terhadap abrasi pantai utara Tolitoli. 
 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan IPAL, IPLT, dan TPA kawasan pelabuhan Toli toil 
 Pembangunan SPAM regional/perkotaan 
 Pembangunan drainase perkotaan Tolitoli 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan masyarakat perkotaan Tolitoli 

3.2.3.4 Antar WPS 26 Palu – Banggai dan WPS 27 Mamuju – Makale – Palopo – Kendari 
– Bau-bau – Wangi-wangi  

a. KI Morowali 

Kawasan Industri Morowali Tsingshan terletak di Kecamatan Bahodopi. 
Kawasan industri yang akan jadi sentra pengolahan nikel serta produksi 
stainless steel dan produk turunannya ini dikembangkan oleh PT. Sulawesi 
Mining Investment, perusahaan patungan antara Bintang Delapan Group dan 
Tsingshan Group (Cina), dilahan seluas 1.200 ha.  
Pilar utama Kawasan Industri Morowali Tsingshan adalah smelter pengolahan 
nikel. Tahap pertama proyek ini, yang diharapkan rampung dan beroperasi 
komersial pada April 2015 ini, adalah pembanguan smelter nikel berkapasitas 
300.000 ton dan PLTU batubara berkapasitas 265 MW. Pada Desember 2015, 
diproyeksikan rampung satu smelter nikel lagi yang berkapasitas 600.000 ton 
dan PLTU berkapasitas 2x150 MW. Selanjutnya, pada 2017, akan hadir satu 
smelter nikel lagi yang berkapasitas 300.000 ton, PLTU 300 MW, dan serta 
industri pengolahan stainless steel berkapasitas 2 juta ton, beserta industri 
turunannya. Kelak, di Kawasan Industri Morowali Tsingshan juga akan dibangun 
bandara dan pelabuhan.  
Tantangan dan Potensi kerusakan yang ada di kawasan ini diantaranya adalah: 
1. Bidang BM: Sebagai kawasan Industri memerlukan aksesibilitas 

pengangkutan bahan baku dan hasil produksi, aksesibilitas tenaga kerja. 
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2. Bidang CK dan Perumahan: Pemenuhan sektor perumahan buruh, 
penyediaan air bersih, sanitasi dan pengelolaan limbah, 

3. Bidang SDA: Kebutuhan air bersih yang besar. 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalandan jembatan permukiman dan aksesibilitas menuju 
pelabuhan, bandara serta kawasan perumahan dan permukiman pekerja. 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan embung dan intake air baku untuk kawasan industri; 
 Pembangunan tembok penahan gelombang. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan IPAL, IPLT, dan TPA kawasan industri; 
 Pembangunan SPAM kawasan industri dan sekitarnya; 
 Pembangunan drainase kawasan. 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan masyarakat asli dan pekerja. 

b. KPPN Bungku 

KPPN ini merupakan kawasan perdesaan yang memiliki potensi pertanian, 
peternakan, perkebunan dan prikanan darat, kepadatan penduduk desa, 
adapun Desa-desa yang bagian wilayahnya merupakan bagian dari kawasan 
cagar alam Morowali yang dipetakan mencakup 20 desa/kelurahan, masing-
masing 12 desa/kelurahan di Kecamatan Bungku Utara. Adapun sektor paling 
dominan dalam menggerakan roda perekonomian di Kabupaten Morowali 
adalah sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 67.93%, 
yang didukung oleh 3 Sub Sektor andalan yakni Sub Sektor Kehutanan sebesar 
17.75%, Perkebunan 15.81% dan Sub Sektor Perikanan 7.12%, disusul Sektor 
Jasa 10,04%, Sektor Perdagangan 9.90% dan Sektor Industri Pengolahan 3.77%.  
Tantangan dan Potensi kerusakan yang ada di kawasan ini diantaranya adalah: 
1. Bidang BM: Sebagai kawasan perdesaan mempunyai permasalahan 

aksesibilitas antar desa dan akses menuju pusat kegiatan perkotaan. 
2. Bidang CK dan Perumahan: Sanitasi, sumber air, perumahan belum terlayani 

dan memenuhi syarat kesehatan serta Sebagai kawasan perdesaan 
membutuhkan jalan akses dalam lingkungan perdesaan yang layak. 

3. Bidang SDA: Sebagai kawasan perdesaan dengan mayoritas penduduk 
adalah pertanian, perkebunan dan peternakan,  potensi untuk 
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mengembangkan hasil produksi belum maksimal. 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pembangunan Jaringan Irigasi pengairan, penanggulangan banjir dan 
penyediaan air baku. 

2. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan MCK, IPAL, IPLT, dan SPAM; 
 Pembangunan Jalan Perdesaan;  
 Pembangunan Jalan Poros desa. 

c. KPPN Kolonedale 

Kawasan ini merupakan kawasan perdesaan yang memiliki potensi pertanian, 
peternakan, perkebunan dan prikanan darat, dan laut, Letak wilayah goegrafis 
Kecamatan Petasia sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Soyo 
Jaya dan Bungku Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Wilayah 
Kecamatan Lembo dan wilayah kecamatan Witaponda, sebelah timur 
berbatasan dengan Kecamatan Witaponda dan Perairan Teluk Tolo, dan 
sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Mori Atas dan Wilayah 
Kecamatan Lembo. Luas wilayahnya sekitar 1.635,24 km2 yang mana dibagi 
menjadi 28 kelurahan/desa yang dapat ditempuh dengan jalur darat maupun 
laut, Ibukota Kecamatan terletak di Desa Kolonodale yang merupakan wilayah 
strategis untuk seluruh aktifitas di Kecamatan. Selain daerah yang menyatu 
dengan daratan, wilayah Kecamatan Petasia juga mempunyai beberapa pulau. 
Jumlah penduduk Di Kecamatan Petasai menurut data tahun 2008 adalah 
30.155 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Kolonodale 
yang juga ibukota Kecamatan 2.833 jiwa. Data jumlah rumah tangganya 7.539 
RT yang menghuni wilayah tersebut. 
Tantangan dan Potensi kerusakan yang ada di kawasan ini diantaranya adalah: 
1. Bidang BM: Sebagai kawasan perdesaan mempunyai permasalahan 

aksesibilitas antar desa dan akses menuju pusat kegiatan perkotaan 
2. Bidang CK dan Perumahan: Sanitasi, sumber air, perumahan belum terlayani 

dan memenuhi syarat kesehatan serta Sebagai kawasan perdesaan 
membutuhkan jalan akses dalam lingkungan perdesaan yang layak 

3. Bidang SDA: Sebagai kawasan perdesaan dengan mayoritas penduduk 
adalah pertanian, perkebunan dan peternakan,  potensi untuk 
mengembangkan hasil produksi belum maksimal 
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Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Sumber Daya Air: 

 Pembangunan Jaringan Irigasi pengairan, penanggulangan banjir dan 
penyediaan air baku. 

2. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan MCK, IPAL, IPLT dan SPAM; 
 Pembangunan Jalan Perdesaan;  
 Pembangunan Jalan Akses Poros desa. 

d. PKW Kolonedale 

Kawasan ini terdiri dari 10 kecamatan, 125 desa, dengan jumlah penduduk 
104.299 jiwa, merupakan Ibu kota dari Kabupaten Morowali Utara, yang 
mempunyai potensi dukungan pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan, 
kehutanan dan pertambangan yang dapat mengungkit kawasan Morowali 
Utara.  
Tantangan dan Potensi kerusakan yang ada di kawasan ini diantaranya adalah 
1. Bidang BM: Sebagai PKW Kolonadale membutuhkan infrastruktur jalan 

perkotaan yang baik untuk menunjang kegiatan perekonomian dan 
aksesibilitas yang menghubungkan antar perkotaan 

2. Bidang CK dan Perumahan: Sebagai PKW Kolonadale, merupakan pusat 
ekonomi sehingga penduduk menjadi mengumpul, sehingga akan 
menimbulkan lingkungan padat, kumuh dan kurangnya pasokan air bersih 

3. Bidang SDA: Kurangnya sumber air bersih dan pasokan yang kontinyu untuk 
masyarakat perkotaan 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan ini yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan dan jembatan perkotaan dan antar perkotaan di 
Kawasan Kolonadale. 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan embung dan intake air baku; 
 Perlindungan terhadap abrasi pantai timur Morowali Utara. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan IPAL, IPLT, dan TPA kawasan perkotaan Kolonadale; 
 Pembangunan SPAM regional/perkotaan; 
 Pembangunan drainase perkotaan Kolonadale. 
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4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan masyarakat Kolonadale. 

3.2.3.5 Antar WPS 27 Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau-bau – Wangi-wangi 
dan WPS 28 Makassar – Pare-pare – Mamuju 

a. Pelabuhan ASDP Bombana 

Pelabuhan ASDP Kasipute Bombana, adalah pelabuhan sebagai akses penduduk 
menuju Pulau Kabaena, Dongkala, dan Bau-bau. Tantangan dan potensi 
kerusakan yang ada di kawasan pelabuhan ini diantaranya adalah: 
1. Bidang Bina Marga: Aksesibilitas menuju pelabuhan; 
2. Bidang SDA: Ketersediaan air baku untuk kawasan pelabuhan; dan 
3. Bidang CK dan Perumahan: Pengelolaan sanitasi dan limbah kawasan 

pelabuhan, serta kebutuhan perumahan karyawan dan masyarakat di 
sekitar pelabuhan. 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan pelabuhan ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan Jalan dan jembatan jalan masuk menuju kawasan 
pelabuhan. 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan tampungan air dan intake air baku. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan SPAM kawasan pelabuhan, IPAL, IPLT, dan Pengelolaan 
sampah di kawasan pelabuhan. 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan karyawan dan masyarakat di sekitar kawasan 
pelabuhan. 

b. Pelabuhan ASDP Sikeli 

Pelabuhan Sikeli, Sikeli. Kota kecamatan yang berada di bagian barat pulau ini 
adalah tempat paling ramai di Kabaena. Pelabuhan lautnya merupakan jalur 
pelayaran yang menghubungkan Pulau Kabaena dengan daerah-daerah di 
Sulawesi Selatan atau daerah lainnya di Nusantara. Wilayah Sikeli sebenarnya 
menyatu dengan Desa Baliara, membentuk sebuah perkampungan kembar. 
daerah ini yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis, seperti Bugis, Makassar, 
Selayar, Buton dan Bajo yang mayoritas adalah warga pendatang dan tentu saja 
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penduduk asli Kabaena.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan pelabuhan ini 
diantaranya adalah: 
1. Bidang Bina Marga: Aksesibilitas menuju pelabuhan 
2. Bidang SDA: Ketersediaan air baku untuk kawasan pelabuhan 
3. Bidang CK dan Perumahan: Pengelolaan sanitasi dan limbah kawasan 

pelabuhan, serta kebutuhan perumahan karyawan dan masyarakat di 
sekitar pelabuhan 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan pelabuhan ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan dan jembatan jalan masuk menuju kawasan 
pelabuhan. 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan tampungan air dan intake air baku; 
 Pembangunan tanggul penahan gelombang. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan SPAM kawasan pelabuhan, IPAL, IPLT dan Pengelolaan 
sampah di pelabuhan. 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan karyawan dan masyarakat di sekitar kawasan 
pelabuhan. 

c. Pelabuhan Laut Langara (PL) 

Pelabuhan Langara, merupakan kawasan pelabuhan di Langara yang 
merupakan akses menuju Ibu Kota dari Konawe Kepulauaan yaitu di Pulau 
Wawoni. 
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan pelabuhan ini 
diantaranya adalah: 
1. Bidang Bina Marga: Aksesibilitas menuju pelabuhan 
2. Bidang SDA: Ketersediaan air baku untuk kawasan pelabuhan 
3. Bidang CK dan Perumahan: Pengelolaan sanitasi dan limbah kawasan 

pelabuhan, serta kebutuhan perumahan karyawan dan masyarakat di 
sekitar pelabuhan 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan pelabuhan ini 
yaitu: 

1. Sektor Bina Marga: 
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 Pembangunan Jalan dan jembatan jalan masuk menuju kawasan 
pelabuhan 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan tampungan air dan intake air baku 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan SPAM kawasan pelabuhan, IPAL, IPLT, dan Pengelolaan 
sampah di kawasan pelabuhan 
 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan karyawan dan masyarakat di sekitar kawasan 
pelabuhan 

d. Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai dan Rawa Tinondo 

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di wilayah Kabupaten Bombana, 
kawasan yang ditetapkan Menteri Kehutanan melalui keputusan Nomor 
756/Kpts-II/1990 seluas 105.194 ha dan terletak pada empat wilayah 
kabupaten (Konawe, Konsel, Kolaka dan Bombana), juga merupakan situs 
Ramsar dunia, dengan bentang ekosistem mulai dari mangrove, savanna, hutan 
dataran sampai pegunungan rendah dan rawa, Pada bagian utara kawasan 
terdapat rawa Aopa yang pasokan airnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan 
hutan dataran rendah di pegunungan Ndolusamba – Makaleleo, pada bagian 
tengah dan selatan, daerah tangkapan hujan di pegunungan Watumohai - 
Mendoke merupakan sumber air bagi sungai-sungai yang mengalir melalui 
savanna kedaerah mangrove.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan ini diantaranya adalah: 
1. Bidang CK: Sampah dan Limbah yang dapat mengotori kawasan 
2. Bidang Perumahan: Penyerobotan lahan TNRAW untuk perumahan 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan pelabuhan ini 
yaitu: 
1. Sektor Cipta Karya: 

 Penataan bangunan, pembangunan IPLT, IPAL dan TPS disekitar kawasan 
2. Sektor Penyediaan Perumahan: 

 Pembangunan Perumahan 
e. Pelabuhan Laut Pasang Kayu (PR) 

Pelabuhan ini merupakan kawasan pelabuhan yang terdapat di desa Pangiang, 
Kabupaten Mamuju Utara yang masuk dalam provinsi Sulawesi Barat.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan pelabuhan ini 
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diantaranya adalah: 

1. Bidang BM: Aksesibilitas menuju pelabuhan 
2. Bidang SDA: Ketersediaan air baku untuk kawasan pelabuhan 
3. Bidang CK dan Perumahan: Pengelolaan sanitasi dan limbah kawasan 

pelabuhan, serta kebutuhan perumahan karyawan dan masyarakat di 
sekitar pelabuhan. 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan pelabuhan ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan Jalan dan jembatan jalan masuk menuju kawasan 
pelabuhan 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan tampungan air dan intake air baku 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan SPAM kawasan pelabuhan, IPAL, IPLT dan Pengelolaan 
sampah di pelabuhan 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan karyawan dan masyarakat di sekitar kawasan 
pelabuhan 

f. Pelabuhan Kalukalukuang, Kec. Liukang (PL) 

Pelabuhan Kalukalukuang merupakan pelabuhan utama di Kecamatan Liukang 
sebagai sarana untuk transportasi yang menghubungkan Kecamatan Liukang 
dengan pulau induk Sulawesi Selatan.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan pelabuhan ini 
diantaranya adalah: 

1. Bidang Bina Marga: Aksesibilitas menuju pelabuhan 
2. Bidang SDA: Ketersediaan air baku untuk kawasan pelabuhan 
3. Bidang CK dan Perumahan: Pengelolaan sanitasi dan limbah kawasan 

pelabuhan, serta kebutuhan perumahan karyawan dan masyarakat di 
sekitar pelabuhan 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan pelabuhan ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan Jalan dan jembatan jalan masuk menuju kawasan 
pelabuhan. 
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2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan tampungan air dan intake air baku; 
 Pembangunan tanggul penahan gelombang. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan SPAM kawasan pelabuhan, IPAL, IPLT, dan Pengelolaan 
sampah di pelabuhan. 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan karyawan dan masyarakat di sekitar kawasan 
pelabuhan. 

g. Pelabuhan Laut Sapuka (PL) 

Pelabuhan Laut Sapuka (PL) (Pangkajene dan Kepulauan), merupakan 
pelabuhan utama di kecamatan Sapuka sebagai sarana untuk transportasi yang 
menghubungkan kecamatan Sapuka dengan pulau induk Sulawesi Selatan.  
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan pelabuhan ini 
diantaranya adalah: 

1. Bidang Bina Marga: Aksesibilitas menuju pelabuhan 
2. Bidang SDA: Ketersediaan air baku untuk kawasan pelabuhan 
3. Bidang CK dan Perumahan: Pengelolaan sanitasi dan limbah kawasan 

pelabuhan, serta kebutuhan perumahan karyawan dan masyarakat di 
sekitar pelabuhan 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan pelabuhan 
ini yaitu: 
1.  Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan Jalan dan jembatan jalan masuk menuju kawasan 
pelabuhan. 

2.  Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan tampungan air dan intake air baku; 
 Pembangunan tanggul penahan gelombang. 

3.  Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan SPAM kawasan pelabuhan, IPAL, IPLT dan Pengelolaan 
sampah di pelabuhan. 

4.  Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan karyawan dan masyarakat di sekitar kawasan 
pelabuhan. 
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h. Pelabuhan Laut Liukang 

Pelabuhan Laut Liukang (Pangkajene dan Kepulauan), merupakan pelabuhan 
utama di kecamatan Liukang sebagai sarana untuk transportasi yang 
menghubungkan kecamatan Liukang dengan pulau induk Sulawesi Selatan. 
Tantangan dan potensi kerusakan yang ada di kawasan pelabuhan ini 
diantaranya adalah: 

1. Bidang Bina Marga: Aksesibilitas menuju pelabuhan 
2. Bidang SDA: Ketersediaan air baku untuk kawasan pelabuhan 
3. Bidang CK dan Perumahan: Pengelolaan sanitasi dan limbah kawasan 

pelabuhan, serta kebutuhan perumahan karyawan dan masyarakat di 
sekitar pelabuhan 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan pelabuhan ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan Jalan dan jembatan jalan masuk menuju kawasan 
pelabuhan. 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan tampungan air dan intake air baku; 
 Pembangunan tanggul penahan gelombang. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan SPAM kawasan pelabuhan, IPAL, IPLT, dan Pengelolaan 
sampah di pelabuhan. 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan karyawan dan masyarakat di sekitar kawasan 
pelabuhan. 

i. KI Bantaeng 

Kawasan Industri Bantaeng terletak di Kecamatan Pajukukang, khususnya di 
empat desa, yakni Desa Pajukukang, Papanloe, Borongloe, Kawasan industry ini 
akan berdiri di lahan seluas 3.000 ha dan menggunakan instalasi pembangkit 
listrik raksasa yang dibangun diatas lahan seluas 50 ha. Jumlah tenaga kerja 
yang bisa diserap bisa sampai lebih dari 20 ribu orang. 
Tantangan dan potensi kerusakan di kawasan industri ini diantaranya adalah: 
1. Bidang Bina Marga: Sebagai kawasan Industri memerlukan aksesibilitas 

pengangkutan bahan baku dan hasil produksi, aksesibilitas tenaga kerja 
2. Bidang CK dan Perumahan:Pemenuhan sektor perumahan buruh, 

penyediaan air bersih, sanitasi dan pengelolaan limbah, 
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3. Bidang SDA: Kebutuhan air bersih yang besar 
Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan industri ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan dan jembatan permukiman dan aksesibilitas menuju 
pelabuhan, bandara serta kawasan perumahan dan permukiman pekerja. 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan embung dan intake air baku untuk kawasan industri; 
 Pembangunan tembok penahan gelombang. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan IPAL, IPLT, dan TPA kawasan industri; 
 Pembangunan SPAM kawasan industri dan sekitarnya; 
 Pembangunan drainase kawasan. 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan masyarakat asli dan pekerja. 

j. PKW Pangkajene 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan luas wilayah 1.112,29 km2 atau 
111.229 ha dan mempunyai ketinggian tempat rata-rata 8 meter diatas 
permukaanLaut. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki 13 
Kecamatan. KecamatanTerjauh dari Ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan 
Liukang Tangaya yaitu sejauh 291,29 km. Pada wilayah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan terdapat beberapa sungai besar yang melitansi Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan yaitu Sungai Tabo-tabo, Sungai Segeri, Sungai Leang 
Londrong, Sungai Binti Mala, dan Sungai Kali Bone. Potensi ekonomi PKW 
Pangkajene adalah: 
• Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kakao, Kopi, Kelapa, 

Jambu Mete, kapuk dan Kemiri; 
• Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung, kedelai, 

pisang, ubi jalar dan Ubi Kayu;  
• Sektor perikanan komoditinya adalah perikanan tangkap, budidaya laut, 

budidaya tambak;  
• Sektor peternakan komoditinya adalah sapi, kambing, kerbau, dan kuda, 

sub sektor jasa yaitu wisata alam. 
Tantangan dan potensi kerusakan di kawasan industri ini diantaranya adalah: 
1. Bidang Bina Marga: Sebagai Pangkajene membutuhkan infrastruktur jalan 

perkotaan yang baik untuk menunjang kegiatan perekonomian dan 
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aksesibilitas yang menghubungkan antar perkotaan 
2. Bidang CK dan Perumahan: Sebagai PKW Pangkajene, merupakan pusat 

ekonomi sehingga penduduk menjadi mengumpul, sehingga akan 
menimbulkan lingkungan padat, kumuh dan kurangnya pasokan air bersih 

3. Bidang SDA: Kurangnya sumber air bersih dan pasokan yang kontinyu untuk 
masyarakat perkotaan 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan industri ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan dan jembatan perkotaan dan antar perkotaan 
Pangkajene. 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan embung dan intake air baku untuk kawasan perkotaan; 
 Perlindungan terhadap abrasi pantai barat Pangkajene. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan IPAL, IPLT, dan TPA kawasan pelabuhan Pangkajene; 
 Pembangunan SPAM regional/perkotaan; 
 Pembangunan drainase perkotaan Pangkajene. 

4. Sektor Perumahan: 
 Pembangunan perumahan masyarakat perkotaan Pangkajene. 

k. PKW Jeneponto 

Jeneponto terletek di ujung bagian barat dari wilayah Propinsi Sulawesi selatan 
dan merupakan daerah pesisir pantai yang terbentang sepanjang ± 95 di bagian 
selatan. Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 
km2. Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut bila dilihat dari jenis 
penggunaan tanahnya, maka penggunaan tanah yang terluas pertama tahun 
1999 adalah Tegalan/Kebun seluas 35.488 ha atau 47,33%, terluas kedua 
adalah Sawah Panen Satu Kali seluas 12.418 ha atau 16,56%, terluas ketiga 
adalah Hutan Negara seluas 9.950 ha atau 13,27%, sedangkan penggunaan 
tanah untuk Pekarangan seluas 1.320 ha atau 1,76% dan yang terendah adalah 
Ladang / Huma seluas 31 ha atau 0,04%.  
Jenis usaha industri kecil yaitu Industri makanan, minuman dan tembakau yaitu 
sebanyak 1.275 perusahaan atau sekitar 54,19% dari jumlah perusahaan 
industri kecil tahun 1999, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit sebanyak 453 
perusahaan atau sekitar 19,25 %, industri kayu, bambu, rotan, rumput dan 
jenisnya sebanyak 441 perusahaan atau sekitar 18,74% sedangkan yang terkecil 
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adalah industri yang berkode 34 yaitu industri kertas dan barang dari kertas 
percetakan dan penerbitas yaitu sebanyak 8 perusahaan atau 0,34%.  
Kabupaten Jeneponto adalah merupakan daerah penghasil garam terbesar di 
Kawasan Timur Indonesia. Luas areal saat ini adalah 565,63 ha dengan jumlah 
produksi rata-rata pertahun adalah sekitar 46.000 ton.  
Kabupaten Jeneponto yang memiliki potensi pohon lontar (siwalan) yang 
begitu besar jumlahnya yang tersebar pada semua kecamatan sangat 
memungkinkan untuk pengembangan sentra industri gula merah.  
Tantangan dan potensi kerusakan di kawasan industri ini diantaranya adalah: 
1. Bidang Bina Marga: Sebagai PKW Janeponto membutuhkan infrastruktur 

jalan perkotaan yang baik untuk menunjang kegiatan perekonomian dan 
aksesibilitas yang menghubungkan antar perkotaan; 

2. Bidang CK dan Perumahan: Sebagai PKW Janeponto, merupakan pusat 
ekonomi sehingga penduduk menjadi mengumpul, sehingga akan 
menimbulkan lingkungan padat, kumuh dan kurangnya pasokan air bersih; 
dan 

3. Bidang SDA: Kurangnya sumber air bersih dan pasokan yang kontinyu untuk 
masyarakat perkotaan. 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan industri ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalandan jembatan perkotaan dan antar perkotaan 
Janeponto. 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan embung dan intake air baku untuk kawasan perkotaan. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan IPAL, IPLT, dan TPA kawasan pelabuhan Janeponto; 
  Pembangunan SPAM regional/perkotaan. 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan masyarakat perkotaan Janeponto. 

l. PKW Watampone 

Watampone adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus ibukota 
Kabupaten Bone. Sebelum tahun 2003, kota ini memiliki status kota 
administrative dengan tiga kecamatan dan 24 kelurahan serta mencakup 
wilayah seluas 138,87km2. Semenjak penghapusan kota administratif akibat 
berlakunya UU Pemerintahan Daerah, berdasarkan PP no. 33/2003, 
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penatalaksanaan Kota Watampone dilakukan oleh Kabupaten Bone. 
Watampone juga merupakan ibukota kabupaten Bone. Kota ini meraih 
penghargaan Wahana Tata Nugraha tahun 2008 sebagai kota dengan penataan 
transportasi umum yang baik. 
Tantangan dan potensi kerusakan di kawasan industri ini diantaranya adalah: 
1. Bidang Bina Marga: Sebagai PKW Watampone membutuhkan infrastruktur 

jalan perkotaan yang baik untuk menunjang kegiatan perekonomian dan 
aksesibilitas yang menghubungkan antar perkotaan 

2. Bidang CK dan Perumahan: Sebagai PKW Watampone, merupakan pusat 
ekonomi sehingga penduduk menjadi mengumpul, sehingga akan 
menimbulkan lingkungan padat, kumuh dan kurangnya pasokan air bersih 

3. Bidang SDA: Kurangnya sumber air bersih dan pasokan yang kontinyu untuk 
masyarakat perkotaan. 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan industri ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan dan jembatan perkotaan dan antar perkotaan 
Watampone. 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan embung dan intake air baku untuk kawasan perkotaan; 
 Perlindungan terhadap abrasi pantai Timur Watampone. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan IPAL, IPLT dan TPA kawasan pelabuhan Watampone; 
 Pembangunan SPAM regional/perkotaan; 
 Pembangunan drainase perkotaan Watampone. 

4. Sektor Penyediaan Perumahan: 
 Pembangunan perumahan masyarakat perkotaan Watampone. 

m. PKW Bulukumba 

Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, 
Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini 
memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa 
(berdasarkan sensus penduduk 2010). Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 
kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa. Kabupaten Bulukumba terletak di 
ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan 
industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi 
masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 
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1.154,67 km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km. Curah 
hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau 
Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.  
Tantangan dan potensi kerusakan di kawasan industri ini diantaranya adalah: 
1. Bidang Bina Marga: Sebagai PKW Bulukumba membutuhkan infrastruktur 

jalan perkotaan yang baik untuk menunjang kegiatan perekonomian dan 
aksesibilitas yang menghubungkan antar perkotaan 

2. Bidang CK dan Perumahan: Sebagai PKW Bulukumba, merupakan pusat 
ekonomi sehingga penduduk menjadi mengumpul, sehingga akan 
menimbulkan lingkungan padat, kumuh dan kurangnya pasokan air bersih 

3. Bidang SDA: Kurangnya sumber air bersih dan pasokan yang kontinyu untuk 
masyarakat perkotaan 

Adapun indikasi program utama dalam pengembangan kawasan industri ini 
yaitu: 
1. Sektor Bina Marga: 

 Pembangunan jalan dan jembatan perkotaan dan antar perkotaan 
Bulukumba. 

2. Sektor Sumber Daya Air: 
 Pembangunan embung dan intake air baku untuk kawasan perkotaan; 
 Perlindungan terhadap abrasi pantai selatan Bulukumba. 

3. Sektor Cipta Karya: 
 Pembangunan IPAL, IPLT dan TPA kawasan pelabuhan Bulukumba; 
 Pembangunan SPAM regional/perkotaan; 
 Pembangunan drainase perkotaan Bulukumba. 

4. Sektor Penyediaan Perumahan 
 Pembangunan perumahan masyarakat perkotaan Bulukumba. 

n. Bendungan Passeloreng 

Bendungan Paselloreng terletak di Kabupaten Wajo dan ditargetkan selesai 
tahun 2019. Pembangunan Bendungan Paselloreng memiliki kapasitas 138 Juta 
meter kubik dengan tinggi bendungan 44,50 meter dan lebar 10 meter. Secara 
teknis bendungan ini akan mengaliri 7.000 ha areal persawahan.  
Tantangan dan potensi kerusakan di kawasan bendungan ini diantaranya 
adalah kurangnya pasokan air untuk layanan daerah irigasi, dan kebutuhan 
lainnya untuk masyarakat. Adapun indikasi program utama dalam 
pengembangan kawasan bendungan ini yaitu pembangunan bendungan dan 
daerah irigasi layanan bendungan. 
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33.3 Kriteria Pemrograman Jangka Pendek 2018 – 2020 Pulau Sulawesi 

Mengintegrasikan analisis kelayakan yang telah dibahas pada subbab sebelumnya 
dengan kriteria pemrograman pada bagian ini adalah dengan mendeskripsikan 
serta merinci indikasi program pembangunan infrastruktur PUPR jangka pendek 
menggunakan kriteria (1) lokasi dimana pembangunan infrastruktur PUPR itu 
diprogramkan, (2) kapan waktu pelaksanaan program, (3) berapa besaran 
volume, (4) berapa besaran biaya, dan (5) kewenangan pembangunan dilakukan 
oleh siapa. 

Pada bagian ini, kriteria pemrograman akan terbagi kedalam 3 (tiga) bagian yaitu 
(1) Kriteria Pemrograman Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka 
Pendek dalam Kawasan, (2) Kriteria Pemrograman Program Pembangunan 
Infrastruktur PUPR Jangka Pendek antar Kawasan dalam WPS, dan (3) Kriteria 
Pemrograman Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Pendek antar 
WPS. 

Berikut adalah salah satu contoh kriteria program pembangunan infrastruktur 
PUPR jangka pendek 2018-2020 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu 
Manado – Bitung. Informasi rinci terkait dengan keseluruhan analisis kriteria 
program jangka pendek pembangunan infrastruktur PUPR 2018-2020 Pulau 
Sulawesi dapat dilihat pada buku 2. 
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33.4 Program Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan 
dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi 

Pembangunan yang berjalan haruslah didasarkan pada suatu rencana yang 
disusun secara terstruktur dan terpadu satu dengan lainnya. Program Jangka 
Pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR di Pulau 
Sulawesi ini akan menjelaskan terkait program – program yang akan dilaksanakan 
dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah serta mendukung pengembangan 
kawasan selama tahun 2018 – 2020. 

3.4.1 Program Jangka Pendek dalam Kawasan 

Program Jangka pendek dalam kawasan adalah program – program yang disusun 
untuk mendukung kawasan – kawasan prioritas yang telah ditetapkan dalam 
Wilayah Pengembangan Strategis. 

A. Kawasan 24.1 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Manado – Bitung 

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Manado – Bitung, di antaranya 
pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara 
untuk mendukung ketersediaan air baku di Kabupaten Minahasa Utara, Kota 
Manado, dan Kota Bitung. Selain itu, bendungan ini berfungsi untuk 
mengatasi banjir yang terjadi di Kota Manado. Kemudian, pembangunan jalan 
alternatif Manado – Tomohon untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang 
ada saat ini. Program lainnya yaitu jalan akses menuju Terminal Tipe A Liwas. 
Beberapa dukungan dari Cipta Karya yaitu pembangunan SPAM IKK Talawaan 
di Kabupaten Minahasa Utara, pembangunan IPAL Kawasan di Kota Bitung, 
dan pengembangan TPA Sumompo (Sanitary Landfill) di Kota Manado dan 
TPA Aertembaga (controlled landfill) di Kota Bitung untuk mengotimalkan 
pengelolaan sampah dalam mendukung Kawasan Metropolitan Bimindo. 
Terdapat program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk peningkatan 
kualitas di Kota Manado dan Kota Bitung. 

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Pertumbuhan 
Ekonomi Terpadu Manado – Bitung dapat dilihat pada Gambar 3.11. 
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B. Kawasan 24.2 Kawasan Strategis Pertanian dan Pariwisata Tomohon – 
Tondano 

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Strategis Pertanian dan Pariwisata Tomohon Tondano, di antaranya 
pengamanan Pantai Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan. Beberapa 
dukungan dari Cipta Karya yaitu pengembangan TPA Tara-Tara di Kota 
Tomohon dan TPA Wawali di Kabupaten Minahasa Utara serta pencegahan 
dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten 
Minahasa. Bantuan stimulan perumahan swadaya untuk peningkatan kualitas 
direncanakan di Kabupaten Minahasa Selatan. 

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Strategis 
Pertanian dan Pariwisata Tomohon – Tondano dapat dilihat pada Gambar 
3.12. 

C. Kawasan 24.3 Kawasan Ekonomi Dumoga – Kotamobagu (Bolaang 
Mongondow) 

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Ekonomi Dumoga – Kotamobagu (Bolaang Mongondow), di 
antaranya pembangunan D.I. Dataran Kotamobagu dalam mendukung 
ketahanan pangan di Kota Kotamobagu. Terdapat rencana bantuan stimulan 
perumahan swadaya untuk peningkatan kualitas di Kota Kotamobagu.  

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Pertumbuhan 
Ekonomi Dumoga – Kotamobagu (Bolaang Mongondow) dapat dilihat pada 
Gambar 3.13. 
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D. Kawasan 25.1 Kawasan Strategis Pertanian dan Perikanan Gorontalo 

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Strategis Pertanian dan Perikanan Gorontalo, di antaranya 
pembangunan Bendungan Bonehulu di Kota Gorontalo dan pembangunan 
Bendungan Bolanguhulu di Kabupaten Bone Bolango untuk mendukung 
ketersediaan air baku di Provinsi Gorontalo. Selain itu, terdapat program 
pembangunan pengaman Pantai Biluhu Timur di Kabupaten Gorontalo dan 
pengaman Pantai Leato dan Biluhu di Kota Gorontalo. Dari Bina Marga 
terdapat pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang akan 
menghubungkan Bandara Djalaluddin ke Pelabuhan Ferry Kota Gorontalo. 
Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di tiga 
wilayah yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten 
Gorontalo. Terdapat program Bina Marga lainnya yaitu pembangunan 
Jembatan Madu (Teluk Gorontalo). Beberapa dukungan dari Cipta Karya yaitu 
pembangunan IPA Bulota untuk menambah kapasitas supply air bersih dan 
revitalisasi permukiman kumuh di Kota Gorontalo. Terdapat program bantuan 
stimulan perumahan swadaya untuk peningkatan kualitas di Kabupaten Bone 
Bolango dan Kabupaten Gorontalo serta peningkatan kualitas rumah 
khusus/rusunawa pasca bencana di Kabupaten Bone Bolango. 

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Strategis 
Pertanian dan Perikanan Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
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E. Kawasan 26.1 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Palu – Donggala – 
Poso – Parigi Moutong  

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Palu – Donggala – Poso – Parigi – 
Moutong, di antaranya pembangunan groundsill Sungai Tawaeli di Kota Palu. 
Selain itu, terdapat program pembangunan pengaman Sungai Pantoloan. Dari 
Bina Marga terdapat pembangunan jalan lingkar Teluk Palu dan 
pembangunan Jalan Luwuk – Batul – Moilong – Rata – Baturube. Beberapa 
dukungan dalam mendukung KEK Palu yaitu pembangunan SPAM dan 
pembangunan rusunawa untuk pekerja. 

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Pertumbuhan 
Ekonomi Terpadu Palu – Donggala – Poso – Parigi Moutong dapat dilihat pada 
Gambar 3.15. 

F. Kawasan 26.2 Kawasan Pertumbuhan Baru Banggai dan Pariwisata Togean – 
Tomini 

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Pertumbuhan Baru Banggai dan Pariwisata Togean – Tomini, di 
antaranya pembangunan jaringan irigasi D.I. Binsil di Kabupaten Banggai. 
Terdapat program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk peningkatan 
kualitas dan pembangunan baru dalam mengurangi backlog yang ada di 
Kabupaten Tojo Una – Una.  

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Pertumbuhan 
Baru Banggai dan Pariwisata Togean – Tomini dapat dilihat pada Gambar 3.16. 
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G. Kawasan 27.1 Kawasan Pariwisata dan Pertanian Mamuju – Mamasa – Toraja 

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Pariwisata dan Pertanian Mamuju – Mamasa – Toraja, di antaranya 
pembuatan pengendalian banjir Sungai Lumu di Kabupaten Mamuju Tengah, 
pembuatan pengendalian banjir Sungai Papalang dan pembangunan 
pengaman abrasi pantai Tapalang di Kabupaten Mamuju. Dari Bina Marga 
terdapat program – program dalam mendukung konektivitas menuju bandara 
dan pelabuhan yaitu pembangunan jalan akses menuju Bandara Tampa 
Padang, jalan akses ke Pelabuhan Laut Belangbelang, jalan akses menuju 
Pelabuhan Penyeberangan Taipa, dan jalan akses menuju Bandara Baru Buntu 
Kunik. Terdapat program Bina Marga lainnya yaitu pembangunan Jalan 
Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batu Isi – Batas Sulawesi Selatan (Tana 
Toraja). Untuk Penyediaan Perumahan terdapat program bantuan stimulan 
perumahan swadaya untuk peningkatan kualitas di Kabupaten Toraja Utara 
dan bantuan PSU rumah umum di Kabupaten Mamuju. 

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Pariwisata 
dan Pertanian Mamuju – Mamasa – Toraja dapat dilihat pada Gambar 3.17. 
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H. Kawasan 27.2 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Buton – Kolaka – 
Kendari – Konawe – Morowali 

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Buton – Kolaka – Kendari – Konawe 
– Morowali, di antaranya pembangunan Bendungan Loea dan Bendungan 
Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur untuk mendukung ketersediaan air baku. 
Selain itu, terdapat program pembangunan pengaman Pantai Donggala di 
Kabupaten Buton. Dari Bina Marga terdapat pembangunan jalan lingkar luar 
Kota Kendari untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada saat ini. 
Program lainnya yaitu pembangunan jembatan Teluk Kendari. Dukungan dari 
Cipta Karya yaitu peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di 
Kabupaten Kolaka. Terdapat beberapa dukungan program Penyediaan 
Perumahan yaitu pembangunan rumah khusus di Kota Baubau dan Kabupaten 
Buton Selatan. Selain itu terdapat program pembangunan rusunawa di Kota 
Baubau. 

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Pertumbuhan 
Ekonomi Terpadu Buton – Kolaka – Kendari – Konawe – Morowali dapat dilihat 
pada Gambar 3.18. 
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I. Kawasan 27.3 Kawasan Strategis Pariwisata Wakatobi 

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Strategis Pariwisata Wakatobi, di antaranya pembangunan IPAL, 
penataan bangunan kawasan strategis kawasan Tomia, dan pembangunan 
infrastruktur permukiman kumuh tersebar di Kabupaten Wakatobi. 

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Strategis 
Pariwisata Wakatobi dapat dilihat pada Gambar 3.19. 

J. Kawasan 28.1 Kawasan Pertumbuhan Baru dan Minapolitan Mamuju 

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Pertumbuhan Baru dan Minapolitan Mamuju, di antaranya 
pembangunan SPAM di beberapa IKK di Kabupaten Mamuju, Kabupaten 
Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, terdapat program 
pembangunan drainase lingkungan kota di Kabupaten Mamuju dan 
Kabupaten Polewali Mandar. Dukungan dari Penyediaan Perumahan yaitu 
pembangunan rusun pekerja di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten 
Mamuju. Selain itu, dalam mendukung kawasan Minapolitan Mamuju 
terdapat program pembangunan rumah khusus nelayan di Kabupaten 
Polewali Mandar. 

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Pertumbuhan 
Baru dan Minapolitan Mamuju dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

K. Kawasan 28.2 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Pare – Pare 

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Pare – Pare, di antaranya lanjutan 
pembangunan kawasan permukiman tradisional dan bersejarah di Kabupaten 
Pinrang. Selain itu, terdapat program bantuan stimulan perumahan swadaya 
melalui peningkatan kualitas dan pembangunan baru dalam mengurangi 
backlog di Kabupaten Sidenreng Rappang.  

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Pertumbuhan 
Ekonomi Terpadu Pare – Pare dapat dilihat pada Gambar 3.21. 
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L. Kawasan 28.3 Kawasan Megapolitan dan Pusat Pertumbuhan Mamminasata 

Beberapa program infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan 
Kawasan Megapolitan dan Pusat Pertumbuhan Mamminasata, di antaranya 
pembangunan Bendungan Jenelata dan Bendungan Karalloe di Kabupaten 
Gowa untuk mendukung ketersediaan air baku. Selain itu, terdapat program 
pembangunan pengaman Pantai Donggala di Kabupaten Buton. Dari Bina 
Marga terdapat pembangunan jalan akses Pelabuhan Marabombang. 
Dukungan dari Cipta Karya yaitu IPAL kawasan di Kabupaten Kolaka dan 
perencanaan kawasan permukiman kumuh kategori sedang dan berat 
tersebar di Kota Makassar. Terdapat dukungan program Penyediaan 
Perumahan yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya peningkatan kualitas 
di 18 kecamatan Kabupaten Gowa. 

Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di Kawasan Megapolitan 
dan Pusat Pertumbuhan Mamminasata dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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33.4.2 Program Jangka Pendek antar WPS 

Program Jangka pendek antar WPS adalah program – program yang disusun 
untuk mendukung kawasan – kawasan prioritas yang telah ditetapkan melalui 
peraturan tertentu namun terletak di antar Wilayah Pengembangan Strategis 
berikut. 

A. Provinsi Sulawesi Utara 
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan 
program jangka pendek antar Wilayah Pengembangan Strategis beberapa 
diantaranya adalah program pembangunan jalan akses menuju Bandara 
Siau, infrastruktur kawasan permukiman kumuh, dan bantuan stimulan 
perumahan swadaya melalui peningkatan kualitas di Kabupaten Siau 
Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan 
Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Talaud serta beberapa kabupaten lain 
tersebar di Sulawesi Utara. Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 
2020) di wilayah antar WPS di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada 
Gambar 3. 23. 

B. Provinsi Gorontalo 
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo yang merupakan program 
jangka pendek antar Wilayah Pengembangan Strategis beberapa 
diantaranya adalah pengamanan Pantai Atingola, pembangunan jalan 
Simpang Marisa IV – Bogo Bogo, revitalisasi permukiman kumuh, dan 
bantuan stimulan perumahan swadaya melalui peningkatan kualitas di Kab. 
Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwatu, Kab. Bone Bolango, dan Kab. 
Gorontalo Utara. Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di 
wilayah antar WPS di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 3. 24. 

C. Provinsi Sulawesi Tengah 
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan 
program jangka pendek antar Wilayah Pengembangan Strategis beberapa 
diantaranya adalah pembangunan pengaman Pantai Bahontobungku di 
Kabupaten Morowali, penggantian jembatan Meonitu I, pembangunan IKK 
Petasia, dan bantuan stimulan perumahan swadaya melalui peningkatan 
kualitas di beberapa kabupaten tersebar di Sulawesi Tengah. Peta sebaran 
program jangka pendek (2018 – 2020) di wilayah antar WPS di Provinsi 
Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 3. 25. 
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D. Provinsi Sulawesi Barat 

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan 
program jangka pendek antar WPS beberapa diantaranya adalah 
pembangunan jalan akses ke Pelabuhan Pasang Kayu, bantuan stimulan 
perumahan swadaya melalui peningkatan kualitas di Kabupaten Mamuju 
Utara, dan pembangunan rusun pekerja di Kabupaten Mamuju Utara. Peta 
sebaran program jangka pendek (2018 – 2020) di wilayah antar WPS di 
Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Gambar 3. 26. 

E. Provinsi Sulawesi Tenggara 

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan 
program jangka pendek antar WPS beberapa diantaranya adalah 
pembangunan jalan akses ke Pelabuhan Laut Wamengkoli di Kabupaten 
Bombana, bantuan stimulan perumahan swadaya melalui pembangunan 
baru di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk 
mengurangi jumlah backlog. Peta sebaran program jangka pendek (2018 – 
2020) di wilayah antar WPS di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada 
Gambar 3. 27. 

F. Provinsi Sulawesi Selatan 

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan 
program jangka pendek antar WPS beberapa diantaranya adalah 
pembangunan jalan akses ke Pelabuhan Liukang dan Pelabuhan Sapuka di 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peta sebaran program jangka 
pendek (2018 – 2020) di wilayah antar WPS di Provinsi Sulawesi Selatan 
dapat dilihat pada Gambar 3. 28. 
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33.5 Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek Keterpaduan 
Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi  

Dalam melakukan pemrograman jangka pendek Tahun 2018 – 2020, Pusat 
Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR cq Bidang 
Penyusunan Program mengacu kepada pagu Kementerian PUPR dalam Kerangka 
Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang telah disusun oleh Kementerian 
Keuangan. Hal ini dipandang sangat strategis agar penyusunan program yang 
diusulkan juga memperhatikan kemampuan pendanaan. 

Saat ini perencanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat 
Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR terfokus pada 4 
(empat) Unor yang melakukan pekerjaan konstruksi yaitu: (i) Ditjen Sumber Daya 
Air, (ii) Ditjen Bina Marga, (iii) Ditjen Cipta Karya, dan (iv) Ditjen Penyediaan 
Perumahan. 

Program/Kegiatan yang disusun dalam buku ini merupakan program/kegiatan 
yang bersifat pembangunan baru/New Development dimana program/kegiatan 
tersebut adalah program/kegiatan yang bukan merupakan manajemen aset 
(pemeliharaan berkala/rutin dan rehabilitasi mayor/minor) dan juga 
mengesampingkan program/kegiatan yang bersifat committed program (Multi 
Years Contract lanjutan dan yang pendanaannya bersumber dari P/HLN). Agar 
Program/Kegiatan tersebut di atas dapat dialokasikan, dilakukan perkiraan 
pembiayaan dengan mempertimbangkan kapasitas yang tercermin dari KPJMN. 

Mengingat Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga mengalokasikan 
anggaran lebih banyak untuk belanja modal dibandingkan Ditjen Cipta Karya dan 
Ditjen Penyediaan Perumahan maka dilakukan asumsi perhitungan yang berbeda 
untuk setiap Unor dalam menentukan besarnya kapasitas pembiayaan terhadap 
program/kegiatan yang bersifat new development. Adapun hasil perhitungan 
setiap Unor untuk 3 tahun ke depan dijabarkan pada Tabel 3.14. 
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Tabel 3. 14 Perkiraan Indikasi Pagu KPJM dan Program/Kegiatan yang Bersifat New 
Development Tahun 2018 – 2020 

UNOR 

2018 (Rp. Juta) 2019 (Rp. Juta) 2020 (Rp. Juta) 

KPJM New 
Development KPJM New 

Development KPJM New 
Development 

Pagu PUPR 105.037.789 
 

108.702.663 
 

111.966.694 
 

Unor Lainnya 
(Setjen, Itjen, 

Ditjen Bina 
Konstruksi, 

Ditjen 
Pembiayaan 
Perumahan, 

BPSDM, 
BPIW, 

Balitbang) 

2.712.331 
 

2.805.348 
 

2.890.002 
 

SubTotal (4 
Unor) 102.325.458 35.962.764 105.897.315 37.218.475 109.076.692 38.335.799 

Ditjen 
Sumber Daya 

Air 
34.424.275 6.884.855 35.625.045 7.125.009 36.694.848 7.338.970 

Ditjen Bina 
Marga 42.838.917 10.709.729 44.334.462 11.083.616 45.665.480 11.416.370 

Ditjen Cipta 
Karya 16.491.869 12.368.902 17.067.698 12.800.774 17.580.086 13.185.065 

Ditjen 
Penyediaan 
Perumahan 

8.570.397 5.999.278 8.870.110 6.209.077 9.136.278 6.395.395 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Di bawah ini akan dijabarkan terkait pembiayaan pembangunan program jangka 
pendek keterpaduaan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR di 
berdasarkan pembagian 4 Unor di setiap provinsi di Pulau Sulawesi, berdasarkan 
tipologi kawasan, dan berdasarkan dukungan terhadap prioritas nasional 

33.5.1 Pembiayaan Program Jangka Pendek Pembangunan Infrastruktur PUPR Pulau 
Sulawesi Tahun 2018-2020 

Penyusunan Program Jangka Pendek (2018 – 2020) Keterpaduan Pengembangan 
Kawasan dengan Infrastruktur PUPR merupakan upaya yang dilakukan untuk 
menciptakan sinkronisasi baik antar tingkat pemerintahan ataupun antar sektor di 
lingkungan Kementerian PUPR. Dalam proses penyusunannya, pembagian peran 
antar tingkat pemerintahan ataupun antar sektor baik dalam wewenang ataupun 
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pembiayaan telah diklarifikasi sedetail mungkin untuk meminimalisir terjadinya 
tumpang tindih program. Penajaman yang telah dilakukan juga memperhatikan 
proyeksi pembiayaan yang dapat dilakukan melalui sumber APBN ataupun DAK. 
Program Jangka Pendek yang telah disusun juga memperhatikan tidak hanya 
pengembangan infrastruktur dalam kawasan, namun juga infrastruktur antar 
kawasan, dan antar wilayah pengembangan strategis (WPS). 

Untuk itu, dalam rangka mendukung peran penting Pulau Sulawesi dalam 
pembangunan ekonomi Indonesia yang dinilai mampu menjadi salah satu 
kontributor utama perekonomian Indonesia di masa depan, pemerintah perlu 
terus melakukan perbaikan penyediaan infrastruktur, termasuk pengembangan 
infrastruktur bidang PUPR. 

Tabel 3. 15Jumlah Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pulau Sulawesi 
Tahun 2018 

NO PROVINSI SDA BM CK PnP 

JML BIAYA JML BIAYA JML BIAYA JML BIAYA 

1 Gorontalo 4 41.000 6 1.098.540 4 3.750 2 29.160 

2 Sulawesi 
Barat 

4 58.876 8 11.200 12 52 5 144.132 

3 Sulawesi 
Selatan 

0 0 5 11.000 23 25.950 24 83.985 

4 Sulawesi 
Tengah 

1 16.500 9 603.697 7 114.000 11 126.450 

5 Sulawesi 
Tenggara 

2 968.332 12 1.109.753 8 50.500 0 0 

6 Sulawesi 
Utara 

5 405.060 11 204.000 6 28.250 8 52.500 

TOTAL 16 1,489,768 51 3.038.190 60 222.502 50 436.227 

Anggaran dalam Jutaan Rupiah 

Sumber : Program Jangka Pendek 2018 – 2020 

Data diatas menunjukan bahwa prioritas pembangunan di Pulau Sulawesi untuk 
tahun 2018 adalah sektor Bina Marga. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
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konektivitas antar wilayah sehingga dapat menggerakan roda perekonomian. 
Selain itu ada beberapa pembangunan besar seperti Jembatan Teluk Kendari di 
Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road di 
Provinsi Gorontalo. Kemudian sektor berikutnya dengan anggaran terbesar adalah 
Sumber Daya Air. Pembiayaan terbesar terserap untuk pembangunan bendungan 
– bendungan khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pembangunan 
Bendungan Ladongi, Bendungan Pelosika, Bendungan Loea dan di Provinsi 
Sulawesi Utara pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dan Bendungan 
Lolak.  

 

Tabel 3. 16 Jumlah Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pulau 
Sulawesi Tahun 2019 

NO PROVINSI SDA BM CK PnP 

JML BIAYA JML BIAYA JML BIAYA JML BIAYA 

1 Gorontalo 12 110.850 3 292.500 3 2.000 7 110,815 

2 Sulawesi 
Barat 

30 164.553 12 48.000 26 92.500 30 738,319 

3 Sulawesi 
Selatan 

9 666.853 2 0 8 7.300 224 182,299 

4 Sulawesi 
Tengah 

4 202.451 6 472.148 4 34.500 33 316,337 

5 Sulawesi 
Tenggara 

7 638.631 8 534.612 1 12.000 24 386,630 

6 Sulawesi 
Utara 

6 553.355 10 338.200 10 201.750 15 67,500 

TOTAL 68 2,336,696 41 1.685.460 52 350.050 333 1.801.901 

Anggaran dalam Jutaan Rupiah 

Sumber : Program Jangka Pendek 2018 – 2020 

 

Kemudian pada tahun 2019 sektor yang paling banyak menyerap anggaran adalah 
sektor Sumber Daya Air. Penguatan sektor Sumber Daya Air yaitu untuk 
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membangun Bendungan Karalloe dan Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan. 
Program lainnya yang banyak menyerap anggaran yaitu untuk melanjutkan 
pembangunan bendungan-bendungan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara 
dan Sulawesi Utara. Sektor berikutnya yang memiliki anggaran dalam jumlah besar 
yaitu sektor Penyediaan Perumahan. Provinsi dengan kebutuhan pembiayaan 
Penyediaan Perumahan terbesar yaitu Provinsi Sulawesi Barat, dimana akan 
dibangun rumah susun pekerja di beberapa titik kecamatan tersebar di Kabupaten 
Mamuju, Mamasa, Majene, Mamuju Utara, dan Polewali Mandar. Diantaranya 
yaitu pembangunan rusun pekerja di Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, 
Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Campalagian (Rusun pondok pesantren, 
TNI/Polri dan Pekerja) Kabupaten Polewali Mandar dan Pembangunan Rusun 
Pekerja di Kecamatan Mamasa dan Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa.  

Tabel 3. 17 Jumlah Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pulau 
Sulawesi Tahun 2020 

NO PROVINSI SDA BM CK PnP 

JML BIAYA JML BIAYA JML BIAYA JML BIAYA 

1 Gorontalo 5 2.000 2 2.000 3 1.000 4 36,362 

2 Sulawesi 
Barat 

2 1.665 5 11.489 1 100 11 174,142 

3 Sulawesi 
Selatan 

1 1.638.599 0 0 4 4.500 165 117,990 

4 Sulawesi 
Tengah 

1 20.000 3 390.000 3 58.500 33 390,242 

5 Sulawesi 
Tenggara 

2 2.900 4 335.470 1 12.000 18 230,665 

6 Sulawesi 
Utara 

0 0 3 3.000 6 6.000 15 67,500 

TOTAL 11 1,665,165 17 741.960 18 82.100 246 1.016.902 

Anggaran dalam Jutaan Rupiah 

Sumber : Program Jangka Pendek 2018 – 2020 
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Selanjutnya pada tahun 2020, pembangunan tetap difokuskan pada sektor Sumber 
Daya Air melalui pembangunan bendungan, yaitu pembangunan Bendungan 
Jenelata di Sulawesi Selatan. Dalam mendukung pembangunan 65 bendungan 
(2014-2019), Pulau Sulawesi merupakan pulau ketiga yang memiliki rencana 
pembangunan bendungan terbanyak setelah Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan 
adanya rencana pembangunan 9 bendungan maka sektor Sumber Daya Air 
merupakan sektor yang selalu memiliki anggaran dengan jumlah besar. Sektor 
berikutnya yang memiliki nilai anggaran besar yaitu Penyediaan Perumahan.  

33.5.2 Pembiayaan Program Jangka Pendek Pembangunan Infrastruktur PUPR Pulau 
Sulawesi untuk Mendukung Kawasan, WPS, dan Antar WPS 

Kebutuhan pembangunan dalam mendukung setiap kawasan memerlukan 
pembiayaan berbeda bergantung pada jenis dukungan. Data di bawah ini 
menunjukkan jumlah kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infratsruktur 
berdasarkan kawasan pengembangannya. 

Tabel 3. 18 Jumlah Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan 
Kawasan Pengembangan Tahun 2018 – 2020 

NO DUKUNGAN KAWASAN 2018 2019 2020 

JML BIAYA JML BIAYA JML BIAYA 

1 DALAM KAWASAN 149 4.909.438 427 5.368.226 261 3,170,114 

24.1 Kawasan Pertumbuhan 
Ekonomi Terpadu 
Manado – Bitung 

19 487.010 19 548.149 13 27,000 

24.2 Kawasan Strategis 
Pertanian Dan Pariwisata 
Tomohon – Tondano 

1 40.000 4 93.200 2 9,000 

24.3 Kawasan Ekonomi 
Dumoga - Kotamobagu 
(Bolaang Mongondow) 

0 0 8 444.805 2 9,000 

25.1 Kawasan Strategis 
Pertanian Dan Perikanan 
Gorontalo 

14 1.140.955 24 522.340 15 45,862 

26.1 Kawasan Pertumbuhan 
Ekonomi Terpadu Palu - 

16 555.050 20 689.476 16 602,865 



234

  

 

 

NO DUKUNGAN KAWASAN 2018 2019 2020 

JML BIAYA JML BIAYA JML BIAYA 

Donggala - Poso - Parigi 
Moutong 

26.2 Kawasan Pertumbuhan 
Baru Banggai Dan 
Pariwisata Togean – 
Tomini 

2 189.697 10 155.648 7 58,375 

27.1 Kawasan Pariwisata Dan 
Pertanian Mamuju - 
Mamasa – Toraja 

29 224.258 99 412.826 9 82,676 

27.2 Kawasan Pertumbuhan 
Ekonomi Terpadu Buton - 
Kolaka - Kendari - Konawe 
– Morowali 

14 2.063.085 36 1.513.929 21 525,930 

27.3 Kawasan Strategis 
Pariwisata Wakatobi 

7 40.500 0 0 0 0 

28.1 Kawasan Pertumbuhan 
Baru Dan Minapolitan 
Mamuju 

4 2.002 24 459.665 3 2,054 

28.2 Kawasan Pertumbuhan 
Ekonomi Terpadu 
Parepare 

2 4.000 155 50.490 154 50,490 

28.3 Kawasan Megapolitan 
Dan Pusat Pertumbuhan 
Mamminasata 

32 84.785 20 417.450 14 1,706,599 

35.21 Kawasan Perbatasan Laut 
Pulau Bangkit 

3 32.495 2 13.495 0 0 

35.24 Kawasan Perbatasan Laut 
Pulau Kawalusu 

1 4.500 1 4.500 1 4,500 

35.18 Kawasan Perbatasan Laut 
Pulau Lingian 

3 35.600 3 35.600 3 41,260 

35.23 Kawasan Perbatasan Laut 
Pulau Makalehi 

2 5.500 2 6.650 1 4,500 
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NO DUKUNGAN KAWASAN 2018 2019 2020 

JML BIAYA JML BIAYA JML BIAYA 

2 ANTAR KAWASAN 1 72.000 9 57.171 4 74,300 

3 ANTAR WPS 27 205.250 58 748.710 27 261,713 

TOTAL 177 5,186,688 494 6.174.108 292 3.506.127 

Anggaran dalam Jutaan Rupiah 
Sumber : Program Jangka Pendek 2018 – 2020 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dukungan dalam kawasan 
mendominasi jumlah kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur di Pulau 
Sulawesi dengan total kebutuhan biaya untuk tahun 2018 sebanyak 4.909.438 
rupiah. Kemudian untuk tahun 2019 sebesar 5.368.226 rupiah, dan untuk tahun 
2020 sebesar 3.170.144 rupiah. Kebutuhan pembiayaan terbesar pada tahun 2018 
terletak pada dukungan terhadap kawasan 27.2 yaitu Kawasan pertumbuhan 
ekonomi terpadu Buton-Kolaka-Kendari-Konawe-Morowali.  

33.5.3 Pembiayaan Program Jangka Pendek Pembangunan Infrastruktur PUPR Pulau 
Sulawesi untuk Mendukung Kawasan Prioritas Nasional 

Kebutuhan pembiayaan pada masing – masing kawasan berbeda – beda 
tergantung pada kebutuhan dan kesiapan (readiness criteria) dari tiap kegiatan. 
Kebutuhan di tiap kawasan berbeda sesuai dengan arahan pengembangan 
wilayahnya dan tingkat prioritas yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan 
nasional tiap tahunnya. Walaupun demikian, seluruh program sebisa mungkin 
memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan agar kemajuan yang ada dapat 
dilaksanakan secara bersama – sama. Kemudian, untuk mendukung prioritas 
nasional pada tahun 2018 – 2020, di bawah ini adalah alokasi anggaran untuk 
kebutuhan pembangunan infrastruktur berdasarkan prioritas nasional : 
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Tabel 3. 19 Jumlah Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan 
Prioritas Nasional Tahun 2018 – 2020 

NO PRIORITAS NASIONAL 2018 2019 2020 

JML BIAYA JML BIAYA JML BIAYA 

1 Infrastruktur, 
Konektivitas dan 
Kemaritiman 

45 2.986.437 31 1.562.548 12 681,300 

2 Ketahanan Energi 3 802.092 8 1.612.429 2 1,640,500 

3 Ketahanan Pangan 1 1.000 9 80.000 3 0 

4 Pembangunan Wilayah 56 1.034.680 307 1.685.920 204 538,317 

5 Penanggulangan 
Kemiskinan 

25 100.865 38 384.375 29 321,945 

6 Pengembangan Dunia 
Usaha dan Pariwisata 

19 101.478 19 244.922 6 78,845 

7 Perumahan dan 
Permukiman 

28 160.135 82 603.912 36 245,219 

TOTAL 177 5,186,688 494 6.174.108 292 3.506.127 

Anggaran dalam Jutaan Rupiah 
Sumber : Program Jangka Pendek 2018 – 2020 

Konektivitas tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan Pulau Sulawesi. 
Tujuan pengembangan Sulawesi yang diharapkan mampu menjadi pengegrak 
utama di KTI serta menyaingi Pulau Jawa dalam sumbangannya terhadap PDB pada 
tahun 2019, maka aksesibilitas untuk seluruh wilayah harus diprioritaskan. 
Konektivitas ini juga tekait dengan visi kemaritiman yang akan menghubungkan 
seluruh wilayah di Pulau Sulawesi baik melalui jalur darat ataupun jalur laut. 
Kemudian untuk mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah 
serta ketahanan energi, maka alokasi untuk pembangunan wilayah dan ketahanan 
energi pun semakin besar. Sebagian besar anggaran ini digunakan untuk 
membangun waduk, jaringan irigasi dan penyediaan air baku.  

Kebutuhan pembiayaan di masing – masing provinsi berbeda – beda tergantung 
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dengan kebutuhan masing – masing dan arah pengembangan wilayah. Oleh karena 
itu kebutuhan tahunan pun berbeda – beda di masing – masing provinsi. Prioritas 
pembangunan pun berpengaruh besar dalam penentuan program yang akan 
dibangun. Dengan demikian kebutuhan pembiayaan di masing – masing provinsi 
bergerak secara fluktuatif dan berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya detail 
Program Pembangunan Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan 
dengan Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi dapat dilihat pada Buku II. 
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44 BAB IV 
PENUTUP 

Penyusunan Sinkronisasi Program & Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek (2018 – 
2020) Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR merupakan 
sebagian upaya yang dilakukan untuk menciptakan sinkronisasi baik antar tingkat 
pemerintahan ataupun antar sektor di lingkungan Kementerian PUPR. Program jangka 
pendek ini juga menjadi muara bagi Rencana Induk Pulau, Master Plan, dan Development 
Plan yang telah disusun serta menjadi input bagi disusunnya rencana tahunan untuk 
dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 – 2020. Dalam proses 
penyusunannya, pembagian peran antar tingkat pemerintahan maupun antar sektor baik 
terkait kewenangan ataupun pembiayaan telah diklarifikasi sedetail mungkin untuk 
meminimalisir terjadinya tumpang tindih program. Penajaman yang telah dilakukan juga 
memperhatikan proyeksi pembiayaan yang dapat dilakukan melalui sumber APBN, DAK, 
maupun KPBU. Kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur terus 
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, seluruh program yang 
disusun diharapkan dapat menjadi efektif dan efisien sehingga mampu memberikan 
dampak luas bagi pengembangan wilayah. Selain itu, diperlukan kreativitas dalam 
menemukan sumber - sumber pembiayaan lainnya agar pembangunan infrastruktur tidak 
seluruhnya dibebankan pada APBN. 

Pengembangan Pulau Sulawesi melalui dukungan Program Jangka Pendek Keterpaduan 
Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR juga menempatkan isu - isu strategis 
menjadi prioritas. Isu utama yang dijadikan dasar dalam pembangunan infrastruktur di 
Pulau Sulawesi adalah peningkatan konektivitas antar wilayah serta pembangunan 
wilayah. Oleh karena itu, program - program yang ada diharapkan mampu mendukung 
isu tersebut. Kemudian, dalam pengembangan perekonomian wilayah Pulau Sulawesi 
juga terdapat dukungan pengembangan terhadap kegiatan - kegiatan di sektor industri, 
di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Kawasan 
Industri Bitung, Kawasan Industri Palu, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri 
Bantaeng. Khusus dalam peningkatan konektivitas, dukungan infrastruktur dilakukan 
dengan pembangunan jalan tol Manado Bitung,  pembangunan jalan tol dalam Kota 
Manado, pembangunan flyover Pantoloan, pembangunan jalan Palu-Parigi (bypasss), dan 
pembangunan jalan akses menuju bandara dan pelabuhan yang ada di Pulau Sulawesi. 
Selanjutnya, terkait dengan dukungan terhadap ketahanan energi dan ketahanan pangan 
nasional serta usaha mewujudkan Pulau Sulawesi menjadi lumbung pangan nasional, 
maka dibangun waduk untuk menjamin ketersediaan air baku. Secara keseluruhan akan 
dibangun 5 waduk baru di Pulau Sulawesi untuk rencana pembangunan baru tahun 2018-
2020 dan 2 pembangunan bendungan lanjutan yaitu Bendungan Passeloreng dan 
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Bendungan Karalloe di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka pengembangan 
pariwisata, terdapat KSPN prioritas yang didukung dengan penyediaan infrastruktur di 
antaranya ialah KSPN Wakatobi dan KSPN Toraja. 

Selain itu, pembangunan Pulau Sulawesi juga difokuskan pada pengembangan pulau – 
pulau kecil terluar dan terdepan, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi 
Selatan. Adapun dukungan infrastruktur yang dimaksud ialah untuk meningkatkan 
konektivitas dan memenuhi kebutuhan dasar, seperti penyediaan air bersih dan akses 
terhadap sanitasi serta penyediaan perumahan dan permukiman layak huni di Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina. 
Dukungan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah untuk membangun 
Indonesia dari pinggiran. Keseluruhan dukungan tersebut merupakan bagian dari 
program jangka pendek yang telah disusun dan diharapkan mampu mendukung 
pengembangan ekonomi wilayah yang akhirnya dapat memberikan kontribusi pada 
pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pada dasarnya, infastruktur yang direncanakan harus dapat diprogramkan dan mampu 
dilaksanakan sehingga tercipta pembangunan dan menjadi solusi dari permasalahan 
pengembangan potensi wilayah. Program Jangka Pendek (2018 – 2020) yang telah 
disusun diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi perumusan program 
pembangunan jangka pendek di Wilayah Pengembangan Strategis di Pulau Sulawesi serta 
mampu mendorong percepatan pembangunan dan mengurangi disparitas antar wilayah 
dengan adanya pengembangan infrastruktur baik secara hierarki vertikal maupun hierarki 
horizontal. Secara lebih luas, program jangka pendek juga dapat menjadi masukan bagi 
Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan sehingga tercipta manfaat 
sebesar - besarnya bagi masyarakat di Pulau Sulawesi. 
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